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BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang

1.

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pembangunan
Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat diubah untuk
menyesuaikan dengan perkembangan tahun berjalan yang

disebabkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai  Timur dan Kota  Bontang
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1785,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota  Bontang (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor R Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5324);

9. Undang-Undang ...




10.

11
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13.

14.

15.

16.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 457 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam ...




17,

18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

o,

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai
Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 5

Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

25. Peraturan ...




Menetapkan :
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25. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut (RKPD) Tahun 2016 adalah Rencana
Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

(2) Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun
sebelumnya dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kebijakan Keuangan Daerah

BAB [V Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Dalam Perubahan RKPD

BAB VI Penutup

Pasal 2 ...
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Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen lanjutan dari
RKPD Tahun 2016, yang disusun akibat terjadinya perubahan
asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2016 yang meliputi: perubahan
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan

sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2016, digunakan sebagai:

a. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
Tahun 2016; dan

b. pedoman Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Tahun 2016.
Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...




3. A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 9 September 2016

Paraf BUPATI KUTAI/TIMUR,

No. Nama Jabatan

1. | Kasmidi Bulang, S.T..M.M. Wabup. -
2. | Ir. Hj. Yulianti Plt. Sekda w
3. | Drs. H. Syafruddin, M.AP. Ass. I g
4. | Nora Ramadani, SH M.H. Plt. Kabag. Hukum 5§
5. |ir. Suprihants . Ces !ﬂ Kepda Caypla

H. ISjIUNANDAR
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i<y Perubahan RKPD Tahun 2016
» Kabupaten Kutai Timur

DAFTAR TABEL

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten
Kutai Timur

Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur

Potensi Di Setiap Kecamatan Kabupaten Kutai Timur

Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-
2015

Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan

di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011-2015
Perkembangan PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun
2011-2015

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011 - 2015 (Juta Rp)

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011
2015

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011-2015

Capaian Fokus Kesejahtaeraan Masyarakat Urusan Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015

Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio
Ketergantungan Tahun 2011-2015

Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan
Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan 2011 -
2015

Rasio Keterrsediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011-2015 : '

Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 -
2015
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2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2011-2015

Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Sarana Peribadatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-
2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-20150

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
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Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
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Kutai Timur tahun 2011-2015
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Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan
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2-45
2-48
g 47
2-48
2-49
2 - 50
2-55
2-56
2-58
2 - 59
2-860
2 - B1
2 - B3
2-65
2-65
2-67
2-68
2-89
2 - B9
2 =70
2 70
2 - 73
2 -75




besy

A .

Tabel 2.44
Tabel 2.45
Tabel 2.46
Tabel 2.47
Tabel 2.48

Tabel 2.49

Tabel 2.50
Tabel 2.51
Tabel 2.52
Tabel 2.53
Tabel 2.54

Tabel 2.55
Tabel 2.56

Tabel 2.57
Tabel 2.58
Tabel 2.58
Tabel 2.60
Tabel 2.61
Tabel 2.62

Tabel 2.63
Tabel 2.64

Tabel 2.65

Tabel 2.66

A~ Perubahan RKPD Tehun 2016
Kabupaten Kutai Timur

Capaian | Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Regulasi Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Perdesaan Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011-2015

Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanian Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2011-2015

Luas Lahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2011-2015

Produksi Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dengan Migas
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kehutanan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 1-
2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
Produksi Minyak Bumi dan Batubara Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tehun 2011-2015

Jumlah Produksi dan Konsumsi lkan di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2012-2015

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2011-2015

2 - 75
8 - 7B
8 =iy
5 =78
2-79
g8 79
2-80
S
2-82
2-83
2-83
2-84
2 - 86
2.~ B7
2 - 88
2-89
2-90
2-90
5= G
2-92
Biecg8
2-93
2-94




TR

Tabel 2.67
Tabel 2.68
Tabel 2.69
Tabel 2.70
Tabel 2.71

Tabel 2.72

Tabel 2.73
Tabel 2.74
Tabel 2.75
Tabel 2.76

Tabel 2.77
Tabel 3.1

Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4

Tabel 4.1

5N Perubahan RKPD Tahun 2016
E’*_f_‘g Kabupaten Kutai Timur

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2011-2015

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 1-
2015

Rata-rata Pendapatan Petani Per Tahun Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2011-2015 -

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Perhubungan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah
Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011-2015

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
Capaian Indikator Fokus Iklim Berinvesatasi Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2011-2015

Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kutai Timur
Tahun 2011-2015

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2011-2015

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Timur tahun 2016

Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun
2016

Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun
20186

Matrik Program dan Kegiatan SKPD Dalam Perubahan RKPD
Tahun 2016

vi

2-95
2-96
2-96
8 -7
2 - 98
2-98
2-100
2 - 100
2,101
2-103
2-105
37

8 =17
3 =28
3-24
4-4




Gambar 1.1
Gambar 2.1
Gambar 2.2
Gambar 2.2
Gambar 2.4
Gambar 2.5
Gambar 2.6
Gambar 2.7
Gambar 2.8
Gambar 2.9
Gambar 2.10

Gambar 3.1

I“*;’"*-] Perubahan RKPD Tahun 2016
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DAFTAR GAMBAR

Bagan Alur Perencanaan

Peta Kabupaten Kutai Timur

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015
Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2015

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2011 - 2015

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2011-2015
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan [periode satu tahun) daerah dituangkan dalam
dokumen yang disebut sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKFPD).
Apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadasan, maka
disusunlah perubahan RKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 menyebutkan bahwa beberapa keadaan
yang dapat dilakukan Perubahan RKPD, diantaranya meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan.

Berdasarkan perkembangan perekonomian global yang melemah sepanjang
tahun 2015 berlanjut hingga pertengahan awal tahun 20186 berdampak pada
kinerja perekonomian nasional yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari
perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro terutama pada harga minyak
mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang masih jauh
dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2016. Penurunan
harga minyak dan penguatan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap proyeksi
realisasi APBN tahun 2016 secara keseluruhan. Pendapatan negara Khususnya
penerimaan perpajakan dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak

[PNBP) sumber daya alam [SDA] migas diperkirakan mengalami penurunan. Tidak

Perubahan RKPD Tahun 2016
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tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebagai basis perhitungan
target penerimaan pajak pada APBN tahun 2016 juga memengaruhi penurunan
proyeksi realisasi pendapatan negara tahun 2016.

Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja
industri hulu migas Indonesia. Harga Minyak Mentah (ICP) pada Perubahan APBN
tahun 2016 diproyeksikan berada pada kisaran US$ 35 per barel lebih rendah
dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US$50 per barel.
Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di
tengah pasokan minyak yang masih tinggi. Menurunnya asumsi harga minyak
mentah tersebut di atas menyebabkan pada turunnya asumsi penerimaan negara
yang berimplikasi pada menurunnya Dana Bagi Hasil kepada daerah menurun
drastis.

Perkiraan penurunan realisasi pendapatan negara dari target APBN tahun
2018 dan diiringi dengan komitmen alokasi belanja negara yang masih mengacu
pada APBN tahun 2016 mengakibatkan adanya potensi pelebaran defisit anggaran
hingga melebihi ambang batas. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak
melebihi 3,0 persen dari produk domestik bruto. Berangkat dari perkembangan
perekonomian tersebut, Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal baik dalam
pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan
kebijakan fiskal terutama ditempuh melalui: (1) perubahan kebijakan pada bidang
pendapatan negara terutama dilakukan dengan kebijakan tax amnesty,voluntary
disclosure dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dan penguatan fax
base perpajakan di Indonesia; (2) penghematan dan pemotongan belanja
kementerian negara/lembaga yang kurang produktif, (3) rasionalisasi anggaran
pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK] (4] kebijakan
perubahan besaran fixed subsidi; (5) peningkatan dana tambahan infrastruktur
dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (6)
peningkatan pengeluaran pembiayaan yang mendukung program pembangunan
infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat (Nota Keuangan RAPBNP, 2016).

Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan rasionalisasi anggaran pada Dana Bagi
Hasil ([DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK] di atas telah menyebabkan Pendapatan
Daerah khususnya dan pos Dana Bagi Hasil menurun drastis. Penurunan tersebut

mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan perubahan kebijakan

" Perubahan RKPD Tahun 2016
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Pendapatan Daerah dengan melakukan penyesuaian besaran Pendapatan Daerah
Tahun 2016. Selanjutnya, perubahan Pendapatan Daerah Tshun 2016 juga
berimplikasi terhadap arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun
2016. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan tersebut di atas perlu
dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2018.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 secara umum mempunyai nilai
strategis dan penting, antara lain:

a. Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 sebagai tahun
transisi RPJMD Tahun 2011-2015 dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-
2021;

b. Menjadi referensi penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPD, berupa
program/ kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;

c. Mewujudkan konsistensi program dan pemenuhan pencapaian sasaran
RPJMD 2011-2015 yang belum terealisasi serta keberlanjutan dalam
pelaksanaan RPJMD 2016-2021;

d. Menjadi dasar penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan tahun 2016 guna
menyusun Perubahan RAPBD tahun 2016;

e. Menjadi acuan dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun 2016.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 memuat arah kebijakan
pembangunan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk
memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Substansi RKPD mengacu
kepada RPJMD dan RPJPD serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Perubahan RKPD Tahun 2016 mengacu pada hasil evaluasi pembangunan
tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat
kebijakan publik dan arah kebijaskan pembangunan daerah, yang diharapkan dapat
menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur yang harus dilaksanakan secara konsisten. Perubahan RKPD Tahun 2016
memuat penjelasan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan
ekonomi daerah, evaluasi hasil RKPD tahun 2016, serta rencana program dan

kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Tahun 2016
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Tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

meliputi:

a.

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2018, berdasarkan
gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi
laporan realisasi Rencana Kerja SKPD;

Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2016, berdasarkan
rancangan perubahan Rencana Kerja SKPD,

Penetapan Perubahan RKPD tahun 2016.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

i

Undang-undang Nomor 28 Tahun 19839 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1988 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan
Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4388);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400];

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

n Perubahan RKPD Tahun 2016
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2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421},

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 |,

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700j;

11. Undang-undang Nomor 26 Tshun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725];

12. Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112];

13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5058},

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1350];

Perubahan RKPD Tahun 2016
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737];

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. [Lenﬁbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan
Yang Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

“Perubahan RKPD Tahun 2016
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Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah:;

o6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daersh Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 470};

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan
Timur 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);

29, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur [Lembaran Daerah Tahun
2009 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tantang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya
Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3J;

31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor J6};

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4]).

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)] Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor
11];

34. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor ... Tahun 2015 Tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun
2016;

o Perubahan RKPD Tohun 2016 EES
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1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Terdapat keterkaitan
antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi
dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini, RPJP Nasional
menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga
dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD
Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan
RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah
daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana
tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra SKPD dengan
RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus
berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L
dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus
memperhatikan Renstra K/L. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan
lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.7
Bagan Alur Perencanaan
e ap
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Sehubungan dengan adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem

penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena

itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan

tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program

dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta

perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing

program dan kegiatan.

1.4 Sistematika dokumen Perubahan RKPD
Sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016,

yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan

penganggaran tahunan adalah sebagai berikut:
. PENDAHULUAN

1.4

1.2

1.3

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses
penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD. tahun
rencana dalam periode dokumen dokumen RPJMD, keterkaitan
antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD,
Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional,
maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang
perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang,

periu dicantumkan.

Hubungan antar dokumen
Bagian ini menguraikan tentang dokumen yang digunakan dalam
penyusunan perubahan RKPD dan hubungan antar dokumen.

Perubahan RKPD Tahun 2016
Kabupaten Kutai Timur
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1.4 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen perubahan RKPD
terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di

dalamnya.

1.5 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD tahun
rencana beserta perubahannya dalam kaitannya dengan dokumen
RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala

Daerah.

Il. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Mendeskripsikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek

geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum

dan daya saing daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Lalu dan Realisasi RPJMD

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah berupa

program dan kegiatan, indikator kinerja program serta capaian kinerja

RPJMD hingga tahun 2015. Hal ini dilakukan untuk:

a) Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap
target kinerja yang diharapkan menurut RPJMD, target
pembangunan nasional (RPJM Nasional) maupun sektoral;

b) Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan sampai tahun
2016 semester |

c) Mengetahui tingkat capaian realisasi target sampai tahun 2016

semester |

. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Mengemukakan tentang kondisi ekonomi makro antara lain mencakup:
1) Perubahan kerangka ekonomi makro;
2) Perubahan kerangka pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2016

“Perubahan RKPD Tahun 2016
Kabupaten Kutai Timur
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IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Memuat pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang
mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang
akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan

pengeluaran pembiayaan.

V. PENUTUP
Bagian ini memuat arahan bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumen
Perubahan Renja SKPD.

1.5 Maksud dan Tujuan
Tujuan penyusunan Perubahan RKPD ini untuk mewujudkan keselarasan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar
wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.
Sehingga Perubahan RKPD 2016 ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi:
1. Penyusunan Perubahan Renja-SKPD, KUPA dan Perubahan PPAS, serta
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
2. Memfasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta
dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016.
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BAB Il

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran kondisi geografi dan
demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam
pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum
dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses
perumusan perencanaan pembangunan daerah. Analisis lebih lanjut masing-masing
aspek dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Analisis aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai
karakterisitik lokasi dan wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, serta
kerentanan wilayah terhadap bencana. Sementara itu, aspek demografi meliputi
perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau

kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari
beberapa aspek :
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari lima (3] kecamatan merupakan
kabupaten hasil pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun
1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 wilayah kecamatan, dan
kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun

2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 133 desa dan 2 kelurahan.

Perubahan RKPD Tahun 2016
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Batas-batas wilayah Kabupaten Kutai Timur secara administratif adalah:
Sebelah Utara : Berbatasan  dengan  Kecamatan  Kelay,
Kecamatan  Tabalar, Kecamatan Biatan,
Kecamatan Talisayan, Kecamatan Batu Putih
dan Kecamatan Biduk-biduk (Kabupaten Berau)
Sebelah selatan ; Berbatasan dengan Bontang Utara dan

Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai

Kartanegara)
Sebelah Timur ; Berbatasan dengan Selat Makasar
Sebelah Barat ; Berbatasan dengan Kecamatan Kembang

Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten
Kutai Kartanegara).

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Kutai Timur

Kats Matinan

Kalz. Berau

KEpaT mANabEan

R it

Kab, Kutal Kartanegara

Kab. Mutai Barat= _ £

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah 35.747,50 km?2 atau 17 persen
dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Secara detail, tabel 2.1 berikut

menginformasikan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Kutai Timur:
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Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
di Kabupaten Kutai Timur

- | Banyaknya Desa Luas
No. Ke
. . ) ccama_tan_ _Desa Kelurahan Km2 %
.1 | Muara Ancalong 8 2.739,30 7686
2 [Busang 6 372182 | 1041
_E________.._&OHQ_M@_Sangat N U 526,38 147
.4 | Muara Wahau s | 5.724, 32 16,01
5 | Telen 7 3.129, 61 8,75
& Kombeng | 7 581,27 1,63
L7 ___Muara Bengkal ' | 7 1.522,80 4,26
|8 | Batu Ampar P B 204,50 057
8 | Sangatta Utara 3 1 1.262,58 3,53
; 10 | Bengalon 1M 3.196,24 8.94
' 11 'Teiuk Pandan 6 831,00 2,32
12 | Rantau Pulung ) 1.660,85 485
| 18 | Sangatta Selatan 3 1 14382 0.40
| 14 | Kaliorang 7 3.322,58 9,29
| 15 | Sangkulirang 13 43891 1.25
| 16 | Sandaran 7 3.419,30 9,57
| 17 | Kaubun 8 257.45 072
| 18 | Karangan T 3.064,36 8.57
_ Kabupaten Kutai Timur | 133 2 35.747,50 | 100,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Tlmur Tahun 20186
2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Kutai Timur berada pada 115° 56'26" - 1 18°58'19" Bujur
Timur dan 1°17'1" Lintang Selatan - 1°52'39 Lintang Utara. 115°58'26" -
118°58'19" Bujur Timur dan 0°02'11" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara.
Letak geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi cukup strategis
untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah luar, baik
dalam skala nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan
fasilitas transportasi.

Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya yang dikaitkan dengan
wilayah lebih luas adalah sebagai berikut:

a) Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan
yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde ) - Tanjung Redeb ke
Samarinda (Kota Orde lbu Kota Provinsi) - Balikpapan (Kota Orde 1] -

o ' Perubahan RKPD Tahun 2016
Kabupaten Kutai Timur




Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
/ Dan Capaian Kinerja Pgny_elenggar_qan Pemef_'in_pahan

Kabupaten Penajam Pasir Utara-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang
mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan ke dalam
Kabupaten Kutai Timur.

b) Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai 192
km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi,
sedangkan bagian Laut Kalimantan Timur merupakan Alur Laut Kepulauan
Indonesia [ALKI) Il, sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena

berada pada jalur transportasi laut internasional.

Adanya posisi Kabupaten Kutai Timur yang strategis tersebut, merupakan
tantangan dan sekaligus peluang, sehingga apabila dapat dimanfaatkan dengan baik,
maka akan menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan

perekonomian daerah.

3. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa dataran,
berbukit hingga pegunungan serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara
0-7 meter hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Sebagian besar
wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan di atas 15 persen, dengan
total luas wilayah 2.516.233 Ha (76,37 persen dari total luas lahan). Wilayah
dengan kelerengan di atas 40 persen mempunyai areal yang cukup luas, tersebar di
seluruh wilayah, khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut dengan ketinggian
lebih 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan karakteristik topografi
seperti ini termasuk dalam kategori lahan kritis yang sangat potensial mengalami
degradasi lingkungan berupa erosi tanah.

Wilayah dengan kelerangan di bawah 15 persen (<2 s/d 15) merupakan
Kawasan yang relatif datar dan landai, dengan luas 778.686 Ha (23,63 persen).
Kawasan ini hanya terdapat di Kecamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara
Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Muara Wahau dan Muara
Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur. Wilayah dengan daerah
pegunungan dan perbukitan mempunyai areal paling luas yaitu 1.808.915 Ha dan
1.429.922,25 Ha. _

Jumlah gunung yang terdapat di wilayah Kutai Timur sebanyak 9 buah. Gunung
yang tertinggi adalah gunung menyapa dengan ketinggian mencapai 2000 m. Selain
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pegunungan dan perbuktian, wilayah ini juga memiliki dataran/landai seluas
538.212,5 Ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan umum [sungai dan
danau). Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat di seluruh kecamatan, sedangkan
danau hanya di Kecamatan Muara Bengkal yaitu danau Ngayau dengan luas 1.800
Ha dan Danau Karang, dengan luas 750 Ha. Wilayah pantai berada di sebelah timur
kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan laut.
Kawasan pantai yang memiliki potensi wisata bahari adalah Pantai Teluk Lombok dan

Pantai Sekerat.

4. Geologi

Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi
semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai di suatu wilayah seperti lereng
terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan
kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan
Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan
litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan padsolik
merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

Secara geologi Kabupaten Kutai Timur hampir sebagian besar didominasi oleh
Formasi Pemaluan yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang
tersebar di sepanjang pantai. Di samping itu ter"dap'at pula kandungan batuan
endapan tersier dan batuan endapan kwarter. Formasi batuan endapan terutama
terdiri dari batuan kwarsa dan batuan list. Berdasarkan aspek geologi, wilayah
daratan Kabupaten Kutai Timur tersusun dari 21 jenis formasi.

Tabel 2.2
Penyebaran Fisiografi
~ Kabupaten Kutai Timur

R — -
W= (2] (3]
"1 | Dataran Alluvium 19.097
F2 " Dataran 1.505.176
"3 | Jalur Kelokan 14.161
| 4 | Lembah 12.372
" 5 | Rawa 138.994
B _. ‘Rawa P?agang Surut 25.84
7 Perbukitan 534.765
"8 | Pegunungan 975.838
e e e e

“"Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007
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Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi.
Semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai disuatu wilayah seperti lereng
terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan
kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan
Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan
litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik

merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

5. Hidrologi

Wilayah perairan berupa laut/pantai, sungai dan danau. Daerah Aliran Sungai
(DAS) terdapat di seluruh kecamatan, dimana sungai terpanjang adalah Sungai
Kedang Kepala yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dengan panjang 319 km.
Danau hanya terdapat di Kecamatan Mura Bengkal yaitu Danau Ngayau dengan luas
1.900 Ha dan Danau Karang, dengan luas 750 Ha. Wilayah pantai berada di
sebelah timur Kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0O-7 m diatas
permukaan laut. Kawasan pantai yang memilki potensi wisata bahari adalah Pantai
Teluk Lombok dan Pantai Sekerat. Selama ini, wilayah Pantai Teluk Lombak
dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai media perairan marikultur komoditi
perikanan seperti tambak ikan dan udang, budidaya rumput laut dan budidaya ikan

dalam karamba jaring apung (KJA).

6. Klimatologi

Kabupaten Kutai Timur berada di wilayah yang beriklim tropis mempunyai
musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya yaitu musim
kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Kutai Timur memiliki suhu udara rata-
rata 26°C dengan perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°
sampai 7°C. Jumlah curah hujan antara 2000 hingga 4000 mm/tahun, dengan
jumlah hari hujan rata-rata adalah 130 hingga150 hari/tahun.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur Penggunaan lahan di Kabupaten
Kutai Timur pada tahun 2014 sebanyak 43,08% merupakan kawasan hutan,
meliputi Hutan Mangrove, Hutan Primer, Hutan Rawa, Hutan Sekunder dan Hutan

Tanaman. Hutan Primer banyak dijumpai pada daerah pegunungan yang tersebar
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pada bagian barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Muara Wahau, Telen,
dan Busang. Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 56,14%
yang didominasi oleh belukar dan belukar rawa, masing-masing sebesar 37,65% dan
576%. Kawasan pertanian sebanyak 9,28% atau sekitar 296.119,33 Ha, meliputi
perkebunan, sawah dan lahan pekarangan. Sedangkan penggunaan lahan untuk
perikanan masih sangat kecil meskipun mempunyai potensi yang sangat besar baik
budidaya kolam maupun perairan umum. Penggunaan lainnya adalah pertambangan
batubara sebesar 0,70% atau sekitar 22.410,51 Ha.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan sub satuan wilayah pengembangan (SSWP) di Kabupaten Kutai
Timur sebagai acuan untuk menentukan pusat-pusat kegiatan baik perkotaan
maupun perdesaan. Sistem perwilayahan ini pun menggambarkan satuan wilayah
kabupaten yang memiliki pusat di suatu kota kecamatan yang dijasikan sebagai pusat
di suatu kota kecamatan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan perwilayahan
tersebut. SSWP di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

a) SSWP Pusat meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Sangatta
Utara, Rantau Pulung dan Bengalon

b) SSWP Timur meliputi Kecamatan Karangan, Kaubun, Kaliorang, Sangkulirang,
dan Sandaran

c) SSWP Utara meliputi Kecamatan Kongbeng, Telen dan Muara Wahau

d) SSWP Selatan meliputi Kecamatan Batu Ampar, Busang, Long Mesangat,
Muara Ancalong dan Muara Bengkal.
Potensi masing-masing kawasan di 18 kecamatan Kabupaten Kutai Timur

dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3
Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

___Potensi di setiap

) HifEEiKecamatan. Potensi

Muara Ancalong | -  Perkebunan kelapa sawit

- Perikanan tangkap dan budidaya darat

- Food estate

- Konservasi Fauna: buaya supit dan bodas

- Plasma nutfah buah lokal

2. | Busang - Perkebunan kelapa sawit

- Pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi
ladang dan sawah

- Sektor Perkebunan dengan komoditas utama kakao,

Perubahan RKPD Tahun 2016
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‘Patens

Holtikultura: jeruk dan pisang

Wisata budaya

Konservasi Fauna: Orangutan (Restorasi Habitat
Orang Utan Indonesia)

Terdapat potensi bahan galian dan tambang berupa
emas dan besi

Long Mesangat -

Perkebunan kelapa sawit, karet, padi, palawija
Budidaya perikanan darat

Muara Wahau -

Perkebunan kelapa sawit

Wisata Budaya dan Hutan Lindung Wehea
Tambang Batubara

HPH

Telen -

Perkebunan kelapa sawit, kakao dan karet
Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang
memiliki kandungan logam mulia berupa emas

Kongbeng -

Terdapat pertanian tanaman pangan dengan
komoditas utama padi

Perkebunan kelapa, kakao, lada, karet, kelapa sawit
Peternakan

Wisata budaya dan wisata geologi (Karst]

Muara Bengkal -

Perkebunan kelapa sawit, karet
Perikanan tangkap dan budidaya
Wisata danau gelumbang

Batu Ampar -

Perkebunan kelapa sawit, karet dan lada
Potensi HTI (Hutan Tanaman Industri] yang cukup
luas untuk sentra produksi hutan.

Sangatta Utara -

Tambang batubara

Perdagangan dan jasa.

Kawasan wisata konservasi orang utan dan
ekowisata

10.

Bengalon -

Tambang batubara

Perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao
Perikanan tangkap dan budidaya

Wisata bahari dan geologi

1<

Teluk Pandan -

Aren genjah
Padi sawah, pisang, dan Kakao.
Budidaya perikanan

12

Rantau Pulung -

Perkebunan kelapa sawit, pertanian tanaman
pangan dan peternakan

13.

Sangatta Selatan | -

Memiliki potensi wisata bahari dan ekowisata
Budidaya perikanan dan perikanan tangkap
Pertanian tanaman pangan dan peternakan

14.

Kaliorang -

Perkebunan kelapa Sawit, kakao, kelapa dan pisang
Wisata bahari dan ekowisata

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans
Kalimantan (KEK MBTK]

Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan
menjadi salah satu sektor yang tumbuh dan

“perubahan RKPD Tahun 2016
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berkembang dengan baik dengan komoditas
perikanan tangkap

- Peternakan sapi sebagai penopang kebutuhan
daging Kabupaten Kutai Timur

- Terdapat potensi bahan galian berupa besi, gipsum
dan pasir kuarsa

15. | Sangkulirang - Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi
untuk produksi perikanan laut serta outlet barang
dan jasa

- Potensi perikanan laut

- Perkebunan kelapa sawit dan karet

- Ternak besar

16. | Sandaran - Perikanan laut,
- Wisata Bahari dan geologi (Karst]
- Perkebunan
- Kehutanan

17. | Kaubun - Perkebunan kelapa sawit

- Pertanian pangan

- Ternak besar

18. | Karangan - Perikanan darat

- Wisata geologi (Karst)

- Perkebunan kakao, sawit, pisang
- Kehutanan dan hasil hutan
Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Berikut beberapa potensi-potensi pengembangan kawasan-kawasan di
Kabupaten Kutai Timur:

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi
2 bagian yaitu kawasan budidaya tanaman pangan lahan basah dan kawasan
budidaya tanaman pangan lahan kering.

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman
pangan lahan kering yang meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman
solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering
berada di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua
kecamatan yang ada. Sedangkan kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan lahan
basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan
luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara
Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan,
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berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten
dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan
hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan
jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional.

Penggunaan tanah untuk pertanian khususnya tanah sawah tiap tahun
mengalami penyusutan luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak
dilakukan upaya pencegahan alih fungsi, akan menjadi ancaman (hambatan)
pembangunan sektor pertanian dimasa akan datang yang meliputi berkurangnya
jumlah produksi dan produktivitas padi yang berpotensi mengakibatkan hambatan
dalam mewujudkan swasembada pangan. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah
mengembangkan area pertanian tanaman pangan dengan menyusun strategi
pengelolaan sumberdaya lahan pertanian secara berkelanjutan dan pencegahan
berkurangnya lahan sawah produktif, terutama untuk lahan beririgasi teknis yang
sudah dikembangkan dan lahan produktif lainnya.

Kegiatan budidaya pertanian lahan basah dan food estate merupakan lahan
sawah, baik yang beririgasi teknis, setengah teknis, maupun irigasi perdesaan yang
telah diusahakan secara intensif. Kawasan lahan pertanian diharapkan dapat tetap
dipertahankan dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan budaya. Kawasan
budidaya pertanian lahan basah di wilayah perencanaan selain dikembangkan untuk
produksi pangan juga diarahkan sebagai kawasan penyangga (buffer zone) untuk
menjaga kualitas lingkungan dalam bentuk jalur hijau atau ruang terbuka hijau.
Kawasan budidaya pertanian lahan basah terutama yang telah terlayani jaringan
irigasi merupakan kawasan yang tetap dipertahankan dengan meminimasi alih fungsi
ke kegiatan budidaya lainnya. Lahan food estate yang merupakan areal lahan
pertanian pangan berkelanjutan dicadangkan di 4 (empat) kecamatan yaitu Busang,
Karangan, Muara Ancalong dan Sandaran dengan luas 63.202,78 ha, sementara itu
lahan pertanian pangan direncanakan seluas lebih kurang 107.755,37 ha yang
tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur merupekan lahan yang
dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan semusim dan atau tanaman tahunan
yng dicirikan pengelolaannya relatif tidek memeriukan air irigasi.

Sedangkan pemanfaatan pertanian lahan kering adalah untuk tegalan, tanaman
sayur mayur (holtikultura), dan kebun campuran. Pertanian lahan kering yang tidak

intensif merupakan cadangan pengembangan kawasan perkotaan.
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2. Kawasan Perkehunan

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dalam beberapa tahun
terakhir telah menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, antara lain ditandai
dengan semakin meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas. Komoditas
yang banyak dikembangkan dalam perkebunan rakyat antara lain kakao, karet, lada,
dan kelapa sawit.

Kawasan perkebunan di kawasan perencanaan yang makin dekat ke pusat-
pusat kegiatan dan merupakan potensi pengembangan kawasan perkataan.
Kebijaksanaan pengelolaan kawasan perkebunan meliputi a) Pengembangan
kegiatan lahan perkebunan diupayakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman
yang ada saat ini, b) Pemanfaatan lahan perkebunan untuk sistem tumpang sani
dengan kegiatan budidaya pertanian lahan kering, c] Pemilihan jenis komoditi
unggulan sesuai dengan potensi lahan, d] Pengembangan lahan perkebunan pada
lahandahan yang memiliki kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan melalui
intensifikasi dan pemilihan teknologi tepat guna.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur tersebar pada 16 (enam belas)
kecamatan yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Rantau Pulung, Bengalon, Muara
Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, Muara Wahau, Kongbeng, Telen,

Batu Ampar, Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun, Karangan dan Sandaran.

3. Kawasan Peternakan

Hasil produksi peternakan di Kabupaten Kutai Timur, baik peternakan kecil
(seperti unggas) maupun peternakan besar (seperti: kambing, sapi, dan lain lain).
Beberapa spot lokasi wilayah perencanaan terdapat usaha kegiatan peternakan
dalam skala kecil terutama peternakan ayam. Kebijaksanaan pengelolaan kawasan
budidaya peternakan diarahkan untuk: a) Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia (SDM) petani ternak, b) Peningkatan teknologi, produktivitas, dan kualitas
ternak, c) Pengendalian limbah peternakan agar tidak mengganggu lingkungan
permukiman dan sumber air, serta d) Pengembangan sinergi antara kegiatan

peternakan dan usaha pertanian lainnya.

4. Kawasan Perikanan
Kawasan perikanan tangkap adaah kawasan bagi kegiatan memperoleh ikan di

perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,
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termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
Kawasan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kutai Timur diarahkan
dan dibagi dalam tiga jalur dengan klasifikasi area dan peralatan.

Sementara itu kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan
seta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kriteria penetapan kawasan
perikanan budidaya meliputi : @) Perairan laut pasang surut yang terlindung pasir,
kerakal dan atau berbatu, b) Perairan lautyang semi terlindung dan atau perairan
yang terlindung dari aksi gelombang ekstrim, ¢] Di luar kawasan pelabuhan dan atau
jalur pelayaran, d) Salinitas air relatif konstan dalam kisaran normal air laut, e)
Aksesibilitas kawasan mudah dicapai, dekat pemukiman masyarakat pesisir dan tidak
dalam pengaruh oeh air limbah, f] Perairan laut di luar zona inti kawasan
perlindungan, g) Perairan laut di luar areal terumbu karang dan Padang Lamun, h)
Kualitas air memenuhi baku mutu air laut untuk budidaya ikan.

Sedangkan kawasan budidaya laut yang direncanakan dikembangkan berada di
perairan laut Kecamatan Sangatta Selatan berupa budidaya perikanan tangkap laut

dan budidaya rumput laut.

5. Kawasan Pertambangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mempertahankan kawasan lindung
yang ada. Kawasan pertambangan yang ada saat ini sangat dimungkinkan menjadi
kawasan lindung di masa yang akan datang. Oleh karena itu upaya rehabilitasi dan
revitalisasi kawasan bekas pertambangan menjadi keharusan agar tidak terjadi
kerusakan ekologis yang sangat serius dan berdampak fatal dikemudian hari.

Kawasan pertambangan, dimana produksi yang dihasilkan oleh sektor ini
memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian reginal Kutai Timur.
Produksi tambang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan lokal, nasional dan
internasional diharapkan mampu menjadi penggerak utama (prime mover] bagi
perekonomian Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi potensi peruntukan kawasan
pertambangan dalam rencana tata ruang kabupaten tahun 2013-2032

berdasarkan ijin konsesi pertambangan sebagai kawasan tambang sebagian besar
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masih dalam proses Feasibility Study yang lebih lanjut untuk kesesuaian lahannya. ljin
konsesi kawasan yang memiliki potensi pertambangan di Kabupaten Kutai Timur

memiliki luas sebesar lebih kurang 1.802.653 Ha.

6. Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial menciptakan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) serta mampu memberikan multiplier effect bagi berkembangnya
sektor-sektar terkait, seperti pertanian (bunga, buah, perikanan), industri kerajinan,
perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata,
transportasi, dan sebagainya). Sehingga berkembangnya sektor ini diharapkan dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar
kawasan wisata.

Kekayaan alami di Kabupaten Kutai Timur sepertu hutan, pantai, goa
merupakan aset berharga yang potensial untuk dikembangkan. Kondisi alam
Kabupaten Kutai Timur menawarkan ragam produk wisata yang dapat
dikembangkan, antara lain Geowisata [lokasi Karst Sangkulirang-Gua Pengadan),
Wisata Pantai (beberapa lokasi yang berada di zona Sangatta), Wisata Bahari (pulau
Birah-Birahan), Ekowisata (berbagai lokasi di Taman Nasional Kutai), Wisata Budaya
Tradisional (desa tempat suku Dayak Wehea bermukim), Wisata Pendidikan dan
Penelitian (Gua Pengadan, Desa Adat, Penelitian Orang Utan di Mentoko]),
Keunggulan daya tarik wisata, lukisan-ukisan berupa gambar negatif cap tangan tga
susun, perhiasan, peralatan, patung bahkan guci-guci China dan hewan yang
ditemukan pada lokasi gua di Kawasan Pengadan sejauh ini merupakan satu-satunya
gua alami di Indonesia yang memiliki peninggalan pra sejarah.

Kegiatan yang dikembangkan dengan fungsi untuk mendukung kegiatan
pariwisata ini adalah: a) Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat
melalui penerangan dan penyuluhan, b) Peningkatan promosi obyek wisata, penataan
dan pengembangan terhadap obyek-obyek wisata yang ada sehingga lebih

representatif.

7. Kawasan Pemukiman
Kawasan pemukiman di Kabupaten Kutai Timur mencakup kawasan
pemukiman perkotaan dan kawasan pemukiman  perdesaan. Kebijakan

pengembangan permukiman pedesaan dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra
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produksi yang prospektif dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
pendapatan. Sejalan dengan itu perlu diciptakan saling keterhubungan antara sentra
produksi dengan pusat pemasarannya sehingga dapat saling menunjang system
perwilayahan. Kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Kutai Timur
direncanakan lebih kurang 70.588,63 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di
Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan kawasan permukiman perkotaan terletak di 3 (tiga) Kecamatan
antara lain: Kecamatan Sangatta Utara sebagai pusat kegiatan wilayah dan sentra
pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur dengan tingkat pertumbuhan penduduk
yang cukup besar dialokasikan ruang lebih kurang S9.766,6 ha. Sedangkan
Kecamatan Sangatta Selatan yang juga merupakan bagian dari pusat kegiatan
wilayah, perencanaan permukiman perkotaan lebih kurang 1.755,28 ha cukup
relevan mengingat Kecamatan Sangatta Selatan didalamnya meliputi areal Taman
Nasional Kutai. Permukiman perkotaan lainnya yang direncanakan di Kabupaten
Kutai Timur berada di Kecamatan Kaliorang sebagai perwujudan dari konsep Kota
Terpadu Mandiri (KTM), yang dialokasikan seluas lebih kurang 126,04 ha.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi
mengalami bencana alam yang memerlukan perlindungan. Tujuan perlindungan
kawasan ini disamping melindungi manusia juga melindungi kegiatannya.
Hasil identifikasi kawasan rawan bencana di Kabupaten Kutai Timur meliputi:
1) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah lokasi yang secara rutin mengalami
genangan lebih dari enam jam pada saat musim hujan. Kawasan rawan bencana
banjir memerlukan penanggulangan. Rencana penanggulangan banjir dan
pelestarian alam yang lebih berorientasi pada kelangsungan hidup ekologi dapat
disebutkan sebagai berikut:

a) Penyuluhan perlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan bahaya

banjir

b) Gerakan penghijauan lingkungan

c) Manajemen pengelolaan dan penanggulangan banjir

4| Kabupaten Kutai Timur
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2) Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan rawan bencana alam rawan longsor merupakan zona yang mudah
bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.
Beberapa kecamatan merupakan kawasan rawan bencana longsor karena
mempunyai kelerengan lebih dari 40 persen dan daerah yang berada di aliran
sungai dengan arus deras. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana
longsor adalah:

a) Membatasi eksploitasi bahan galian

b) Gzarakan penghijauan lingkungan dengan tanaman yang tepat

c) Manajemen pengelolaan dan penanggulangan longsor

3) Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan Pemukiman

Kabupaten Kutai Timur adalah satu daerah yang dikategorikan rawan terhadap
bahaya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemanta.uan satelit, di
wilayah Kutai Timur mulai banyak ditemukan adanya daerah rawan kebakaran. Oleh
sebab itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk pencegahan dini agar tidak
terjadi kebakaran. Selain itu, diperlukan peningkatan kesiagaan, mengefektifkan
kegiatan pemantauan dan pengawasan, serta mengambil langkah-langkah konkret

secara terkoordinasi dan terpadu untuk mengatasi bahaya kebakaran.

2.1.1.4 Aspek Demografis

Aspek kependudukan memiliki posisi yang cukup penting bagi pembangunan
daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan untuk penentuan kebijakan
maupun perencanaan pembangunan. Dalam skala yang lebih luas lagi data penduduk
dengan deskripsi kecenderungan sangat berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang
lalu dan yang sedang berjalan bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume
kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan seperti
pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang masih tinggi akan berdampak
dalam penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan pekerjaan
yang cukuo di masa mendatang.

Sebagai kabupaten penghasil batu bara dan dengan wilayeh hutan yang sangat
luas menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar Kutai Timur. Pada sensus penduduk
tahun 2010, sebagian besar pendatang yang kini bermukim di Kutai Timur berasal

dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini didorong oleh dua faktor. Pertamas, terbukanya
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daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan
usaha penunjang industri batubara, dan pengelolaan kayu hasil hutan yang keduanya
mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah. Kedua, Kabupaten Kutai Timur
merupakan wilayah program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah.

Jumlah perkembangan penduduk Kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun
terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
‘Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-201 5

| No Uraian | satuan | 2011 2012 2013 2014 2015

VA R R 6] 7] /5]

[ 1 | Jumlah Penduduk Jiwa 430,865 | 527.723 | 554.751 412,698 | 413.508

"3 [ Partambahan Jws | 63618 | 96858 | 27.028 | -142.053 810
i |
| Jumlah Penduduk _ |

3 | Pertumbuhan L (%) 17.32 | 2247 512 | [(2561) 020

| Penduduk | ;

"4 | Kepadatan | Jiwa/ 1205 | 1476 ] 15,52 11,55 1156
| Penduduk e | ; | [

T Sumber: 'l"_"]i'ﬁéé_k_é_ﬁé_r'iaﬁdukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2@1 B,

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2013 sebesar 554.751
jiwa mengalami penurunan sebanyak 142.0353 jiwa, menjadi 412.698 jiwa di tahun
2014 atau mengalami penyusutan sebesar 25,61 persen. Angka kependudukan
tersebut merupakan hasil pemutakhiran data Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Penurunan jumlah penduduk ini disebabkan karena
(double
terdaftar/teregister sebagai penduduk Kabupaten Kutai Timur.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki sebesar 225.053 jiwa dan
penduduk perempuan sebesar 188.044 jiwa, ini berarti jumlah penduduk laki-laki

terjadinya akun  ganda account) pada sejumlah  penduduk

lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin
119,88, dimana besaran angka rasio jenis kelamin mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya sebesar 121,87. Perubahan demografis ini dapat dimungkinkan karena
migrasi masuk ke Kabupaten Kutai Timur lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini
berimplikasi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk laki-laki lebih

banyak daripada lapangan pekerjaan untuk perempuan.
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Tabel 2.5
Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

[ 2011 i 2012 ; 2013 2014 2015
Kecamatan | Sowh ;
- ket P L P L P L P
-. (7] IRC/ AR 4] 5] (6] (7] (6] 9] (10] (17]
| Muara | 8861 8061 9913 9013 8.808 8945 8.174 7.296 6.654 6.104
Ancalong ||
Busang 3691 | a3a82 4286 | 3722 4200 | 3666 3245 2821 2938 2585
Long 4283 3860 5236 | 4454 5312 | 4499 4018 3.381 3338 3365
Mesangat | | | R I P =R s e R el
Muara ["M4ag7 | 11877 | 17688 | 14659 | 20397 | 16738 | 14564 | 12060 | 16388 | 13647
Wehau  f oL
Telen | 5780 | 4585 7.143 5671 7228 5752 5.366 4340 5543 4431
Kongbeng | 10329 | 8891 | 15205 | 12880 | 16980 | 14354 | 13663 | 11521 | 12255 10698
| Muara 9620 | 8555 | 11608 | 10353 | 11273 | 9829 | €824 7780 B8765[ 7860
| Bengkal ! i |
Batu Ampar 3.724 | 3.173 4.334 3.627 B 4.251 3.800 3.208 2.718 3.185 2.718
Sangatta 80081 | 64095 | 93935 | 74101 | 98424 | 76755 | 72216 | 58052 | 70063 | 57666
Utara ; f
| Bengalon | 15576 | 12682 | 27649 | 22054 | 29651 | 23170 | 21832 | 17389 | 21486 | 17.487
TR } i
TelukPandan | 12364 | 10051 | 15864 | 12515 | 16963 | 13328 | 10520 8234 | 9812 7.725
“Sangatta ";""é‘i’;&“&“?"‘i 17.708 | 23918 | 19635 | 24370 | 19794 | 18324 [ 15079 | 18904 | 15740
Selatan | | i :
Rantau [ 5426 | 4668 | 6441 6.573 8.742 5832 4848 4255 5.208 4848
Pulung | P ' .
Kaliorang 6814 | 9145 7.783 g522 8083 7068 5988 7.258 6224
{4547 7696 | 6282 | 8749 | 7426 6951 5644 | 8118 | 6589
angkuliran 6911 10700 | 13998 | 11.755 | 14588 | 12271 | 11.052 9508 | 11.015 g.522
Karangan | €016 | 6477 | 10808 | 7467 | 10953 7.956 7.452 5615 | 7.529 5868
Sandaran £543 | 4553 6.518 5292 7.522 5919 5.363 4330 6.193 4812
Jumlah 23E.392 | 184473 | 290887 | 236,836 | 307.033 | 247.718 | 226687 | 186011 | 225.053 | 188.044
JumiehL+P | 430,865 527.723 554.751 412698 413.508
Rasio Jenis | 112586 122,82 123,94 121,87 119,68
| Kelamin ='
| Pertumbuhan | 17.32 ! 2247 5,12 [25.81) 0,20

Sumber: Dinas Kependuduka

|

n dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018,

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun

terakhir didominasi pada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling

banyak. Pada tahun 2015 persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur masih

didominasi tiga kecamatan yakni Kecamatan Sangatta Utara (30,92 persen),

Kecamatan Bengalon (9,43 persen) dan Kecamatan Sangatta Selatan (8,38

persen).
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Tabel 2.6
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kabup_gten Kutai Timur Tahun 2011-2015

M No __- . R e Perseblaran Penduduk (%)
T | 2011 | 2012 | 2013 2014 | 2015
LTI — G @ (5] )
| 1 [Wuerehncdong | 93] ame | aAo|  @ps| i
| 2  Busang 1862 | 1,52 | 142 147 1,33
. j'"i;fjngMesanga't B T e L e
4 MuraWehau | 614 | 613|669 645 78a
| 5  Telen : 41 | 243 | 2,34 | 2,35 2,43
6 | Kongbeng R ‘ 446 | 532 565 610| 5583
7 | Muara Bengkal ; 422 4,186 | 382 402 404
8 | BawAmpar ' 160 151 1,42 144 147
"9 | Sangatta Utara 3346 | 8184 | 3158 | 3156 3091
10 | Bengalon 6,56 842 | 852 9,50 9.38
L 11“ Teluk Pandan | 520 538 546 454 416
12 | Sangatta Selatan 908 | 825 7.96 8,09 832
"13 | Rantau Pulung 234 228 227 221 2,44
;-. 14 | Kaliorang _ 3.34 3.21 317 3.18 3,26
15 | Kaubun 233 ] 265 2,86 3,05 326
‘“”1 -S-H_E-Sangkuhrang & _—H 543 | 488 | 4,84 4,98 355
.:_ 75 s ”:m]-(arangan . . B_SO 8:37 547 "W“—‘E-BT‘IT’ 568
8 | Sandaran [ 234 | 224 242 2,35 4,96
i"' = ek (%) 100,00 | 100, 00 100,00 100,00 | 100,00

SUTIDEI‘ Dinas Kependudukan dan Catatan S|p|i Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015,
Keterangan: *) Angka semester 1 Tahun 2015

Persebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara masih mendominasi
jumlah penduduk (30,92 persen) di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini berkaitan dengan
Kecamatan Sangatta Utara merupakan ibukota kabupaten dan keberadaan
perusahaan tambang batu bara terbesar yaitu Kaltim Prima Coal (KPC). Sebaliknya
persebaran penduduk di kecamatan lain, terutama pada kecamatan pemekaran dan
kecamatan yang aksesibilitas masih belum baik, seperti di Long mesangat, Busang

dan Batu Ampar masih sangat kecil yaitu kurang dari 2 persen.

Jumlah penduduk Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Tingginya
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebagian besar dikarenakan oleh
migrasi masuk. Kondisi ini menandakan bahwa Kutai Timur memiliki daya tarik yang

sangat kuat bagi pendatang terutama karena alasan ekonomi. Indikasi ini dapat
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dilihat dari dependency ratio sebagai daerah terbuka yang terkenal adanya potensi
sumber daya alam yang melimpah, sehingga menyebabkan mobilitas penduduk yang
terjadi cukup tinggi, terutama datang untuk bekerja/mencari kerja, dimana sebagian
besar berusia produktif (usia 16-40).

Tabel 2.7
Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
~ Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011-2015

' No | Kelompok Umur . 2011 | 2012 | 2013 2014 2015*
Az @ | @ 07) (8)
1 0-4 19,982 47.225 28220 | 20.371 30.008
2 | 5-9 45438 | 51713 52,675 40.301 50.233
8 | 10-14 | 41464 45604 51850 | 40310 48.937
4 | 15 - 19 35,260 48.372 43454 | 34784 34.786
5 | 20-24 43173 59008 | 56832 | 38806 | 36.581
B B5-25 | . 50591 | ©1.964 66.460 43856 41.907
| 7 | 30-33 | 49758 53.704 65875 | 45176 | 41645
- Ts"'"?" 35-38 | 40585 44019 53.648 39832 | 36.001
T 40 - 44 | 34,285 l 34554 43078 32.720 28.937
10 45-48 24008 | 24099 | 32846| 26.096 22573
£ T 50-54 17,835 17.968 21.930 17.949 15.209
EE T 55-59 | 11413 10578 15084 | 13.353 10.781
3 50-64 | 7.651 8.721 10.342 7.996 6.345
T | 65 - 69 4,343 4.023 5.758 5.065 3.867
| 15| 70-74 2612 2334 3.388 2.999 2.263
16 | 75 + 2,467 1970 3310 2984 20286
R 245817 | 430,865 | 554.751 | 412698 | 413.097

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015,
Keterangan: *) Angka semester 1 Tahun 2015

Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2015, tampak jumlah penduduk
terbanyak berada pada kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 50.233 jiwa, kemudian
diikuti kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 48.937 jiwa dan selanjutnya umur 25-
29 tahun sebanyak 41.807 jiwa. Sementara pada tahun sebelumnya yakni tahun

2014 jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia 30-34 tahun yakni sebesar
45.176 jiwa, kemudian kelompok umur 25-29 tahun sebesar 43.956 jiwa. Hal ini
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menunjukkan adanya potensi dan sekaligus tantangan dengan adanya penduduk usia

produktif di Kutai Timur cukup tinggi.

Manfaat integrasi dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan
‘daerah paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk
yang ada di Kabupaten Kutai Timur menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil
pembangunan. Hal ini berarti pembangunan berwawasan kependudukan lebih
berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan
dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada
pertumbuhan [growth). Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan
pada pembangunan lokal, dimana perencanaan berasal dari bawah [bottorn up
planning), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang
lebih penting adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, serta fokus seni budaya dan
olahraga.
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai
parameter prestasi ekonomi suatu wilayah serta dapat pula menggambarkan
kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam beserta faktor
produksinya. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah bruto, pada tiap-
tiap sektornya. Secara umum data PDRB disajikan berdasarkan atas harga berlaku
dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan
nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap
tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang
dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai tahun
dasar penghitungannya. PDRB atas dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat
pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan dapat digunakan
untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari

B Perubahan RKPD Tahun 2016
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kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan
penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih
merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi
subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara
tahun 2011-2015 antara 83,76 persen dari total PDRB ADHB Kabupaten Kutai
Timur dengan migas dan batubara.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas
pada tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan dari Rp88.4387.036,10 juta
di tahun 2011 menjadi Rp102.686.280,97 juta (angka sangat sementara) pada
tahun 2015. PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan batu bara pada
periode tersebut secara berturutturut yaitu sebesar Rp 88.487.036,10 juta,
RpS2.108.092,10 juta, Rp98.407.227.50 juta, Rp 97.024.45180 juta dan
Rp102.686.280,97 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar
harga berlaku tanpa migas, pada periode 2011-2015 berturut-turut sebesar
Rp87.954.141,10 juta, Rp 91.574.831,80 juta, Rp97.841.80830 juta,
Rp96.461.592,50 juta dan Rp 102.043.823,16 juta (angka sementara).
Sementara itu, PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku tanpa migas
dan batu bara, pada periode 2011-2015 berturut-turut sebesar Rpl 6.594.642,40
juta, Rp18.737.083,10 juta, Rp 18.836.893.80 juta, Rp23.531.8972,40 juta dan
Rp 27.603.433,29 juta.

Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas dalam periode tahun 2011 hingga

tahun 2015 cenderung mengalami penurunan dari 17,58 persen tahun 2011
menjadi 3,71 persen pada tahun 2015, tanpa migas dari tahun 2011 sebesar
17,82 persen menjadi 3,76 persen pada tahun 2015, serta tanpa migas dan
batubara dari tahun 2011 sebesar 6,79 persen menjadi 6,52 persen pada tahun
2015.

Gambaran laju pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur masih sangat dipengaruhi oleh
kegiatan dan komoditi pertambangan khususnya batubara (subsektor pertambangan
non migas) yang kontribusinya hingga mencapai 80,56 persen dari keseluruhan nilai
PDRB tshun 2015. Batubara menjadi andalan Kabupaten Kutai Timur karena
produksi dari kegiatan di sub sektor tersebut sebagian besar diekspor ke luar negeri

sehingga menempatkan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu andalan Provinsi
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Kalimantan Timur dalam mengekspor komoditi non migas khususnya batubara.
Dominasi sektor batubara yang masih sangat tinggi terebut, maka Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur perlu terus menyiapkan dan mengembangkan sektor-sektor
potensi lainnya seperti pertanian dalam arti luas agar ketergantungan terhadap
batubara dapat diperkecil. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir sektor
batubara mengalami penurunan dan hal ini berakibat pada pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kutai Timur yang semakin melambat dari tahun-tahun sebelumnya.
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Pembentukan PDRB tanpa migas dan batubara relatif sangat kecil. Hal ini
menunjukan potensi batubara, masih merupakan sektor tambang yang diunggulkan
di Kabupaten Kutai Timur dan sebaliknya sektor migas dan sektor lainnya belum
memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini
harus menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan ke depan agar dapatnya
sektor migas dan sektor lainnya yang berpotensi dapat dikelola secara lebih maksimal
dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.

Gambar 2.2
_PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015
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Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2016

Gambar 2.2 dan 2.3 menunjukkan dominannya peranan sektor migas dan
pertambangan (batubara) terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur.
Kondisi seperti ini kurang menguntungkan bagi PDRB Kabupaten Kutai Timur karena
situasi ini cukup lemah secara struktural, dalam artian terdapat ketergantungan yang
tinggi dari PDRB terhadap hasil tambang tidak terbaharukan yaitu batubara hingga
rata-rata 83,76 persen. Situasi PDRB seperti ini memerlukan kebijakan maupun
langkah strategis dalam upaya melepaskan secara bertahap dari ketergantungan

terhadap subsektor pertambangan khususnya dari batubara.
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Gambar 2.3
PDRB Atas DasarHarga Konstan ahun ED’I 1= D’I 5
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Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari PDRB berdasarkan
17 sektor usaha. Sektor usaha ini mencerminkan disbribusi kontribusi masing-masing
sector pada total perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sektor pertambangan dan
penggalian masih merupakan sektor yang paling dominan pada perekonomian
Kabupaten Kutai Timur, walau sektor ini sendiri sedang mengalami penurunan.
Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 85,13
persen pada tahun 2013, turun menjadi 81,77 persen pada tahun 2014 dan
diperkirakan akan kembali turun menjadi sebesar 80,56 persen pada tahun 2015.
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan
Jasa Pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah
Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi sektor ini sebesar 5,83 persen padas
tahun 2013, kemudian naik menjadi 7,72 persen pada tahun 2014, dan
diestimasikan naik kembali pada tahun 2015 menjadi 8,52 persen. Sektor lain yang
kontribusinya diatas 1 persen pada tahun 2015 adalah Industri Pengolahan 2,13
persen), Konstruksi (2,01 persen), dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda (1,45 persen).

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015 dapat diihat pada Tabel 2.8 di bawah ini :
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PDRB ADHB jika ditinjau menurut lapangan usaha selama periode 2011-2015
menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi
dengan rata-rata kontribusi sebesar 83,76 persen. Namun perkembangan tahunan
justru menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2011 kontribusinya sebesar
86,25 persen menjadi 80,56 persen pada tahun 2015. Sementara itu, sektor
pertanian perkembangan kontribusinya cukup baik yakni dari tahun 2011 sebesar
5,62 persen menjadi 8,52 persen pada tahun 2015. Rata-rata kontribusi selama
periode 2011-2015 menunjukkan urutan yang paling tinggi adalah sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 83,76 persen, sektor pertanian sebesar
6,75 persen , sektor industri dan pengolahan 2,32 persen, konstruksi 2,03 persen
dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,52 persen. Sedangkan 12 sektor
lainnya masih dibawah 1 persen.

Gambar 2.4
Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2015
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B. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima
penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara konsepsional PDRB Per Kapita,
diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun pada tahun yang sama.

PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2011- 2015 yang
dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 cenderung meningkat meskipun pada tahun
2015 mengalami penurunan menurut angka estimasi. Data PDRB perkapita yang
dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara. PDRB
Perkapita Dengan Migas dalam tahun 2015 diestimasikan menurun sebesar
Rp1.444.021 dari Rp 272.303.416 pada tahun 2014 menjadi Rp 270.859.395
pada tahun 2015, diikuti pula dengan penurunan PDRB Perkapita Tanpa Migas dari
Rp 271.0938.328 menjadi Rp 269.784.238. Disisi lain, PDRB Tanpa Migas dan
Batubara meningkat sebesar Rp 1.267.768 dari Rp 58.561.323 pada tahun 2014
menjadi Rp 59.829.091 pada tahun 2015.

Tabel 2.10
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Tahun  Dengan Migas I[l"_-!p]_ Tanpa Migas_[gp]‘_z;_' T%Z%iiﬁi?aa[?;?r.‘ :
2011 258.086.085,00 256.455.723,00 56.471.941,00
2012 275.399.283,00 273.992.568,00 57.759.372,00
2013 274.408.469,00 273.100.145,00 57.797.716,00
2014 272.303.416,00 271.099.328,00 58.561.323,00
2954 270.858.385,00 269.784.238,00 59.828.081,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Keterangan: a) Angka sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
b) Angka sangat sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
c) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.10 di atas bahwa PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku Dengan Migas menunjukkan peningkatan pada tahun 2012, kemudian
mengalami penurunan selama 3 tahun (2013,2014 dan 2015). Demikian juga
PDRB Perkapita ADHB Tanpa Migas mengalami pola yang sama dengan PDRB
ADHB Dengan Migas. Sedangkan PDRB Perkapita ADHB Tanpa Migas dan Batubara
menunjukkan peningkatan tiap tahunnya.

Perkembangan PDRB ADHB Perkapita tahun 2011-2015 dapat dilihat pada

Gambar di bawah ini:
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Gambar 2.5

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2015
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@ Tanpa Migas dan Batubara (Rp) | 56.471.941,00 | 57.759.372,00 | 57.797.716,00 | S8.561.323,00 59.829.091,00

Sumber: BPS Pravinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
Keterangan: a] Angka sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
b) Angka sangat sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
c) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk

miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan

kemiskinan.

Selain upaya memperkecil

jumlah penduduk miskin,

kebijakan

penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat

kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan

secara sinergis dan sistematis harus dilakukan.

Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015
dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah ini: '
Tabel 2.11

Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

[ o | Penduduk Miskin Penduduk Miskin

iL_____mah”“ (Jiwa) (%)

i (1] &) (3]

[ 2011 27.432 6,37
2012 24.295 B.12
2013 57.200 5,06
2014 27610 8.86

2015~ 27.763 867

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
*] Angka Sementara BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
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D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM])

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dihitung sebagai
rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks
pengeluaran. Pada tahun 2014 digunakan metode baru dalam penghitungan IPM.
Pada metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan
dengan baik.

« Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama
sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan
perubahan yang terjadi.

« PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan
masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat
diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi
lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi
harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Gambar 2.6
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015

70,82
"

2011 2012 2013 2014 2015*

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
Keterangan: *] Angka sangat sementara

Berdasarkan metode penghitungan baru, capaian IPM Kabupaten Kutai Timur
dari tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebagaimana pada Gambar 2.6 di

atas.
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2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap
indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar,
angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan
hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan

rasio penduduk yang bekerja.

A. Pendidikan

Tabel 2.12
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

| No | Indikator 2011 | 2012 | 2018 | 2014 2015
| SR
(1 | (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 | Angka melek huruf (%) g97.99 g8.23 g8.28 88,09 88,28
2 5 Rata-rata lama sekolah 8,05 8.10 B.48 8,63 8,60
3 | Angka Partisipasi Kasar [APK) 120,36 125,52 119,88 118,67 113,83
| SD/MI (%) ;
4 | Angka Partisipasi Kasar (APK) 88,36 | 10058 101,31 100,94 88,39
| SMP/MTs (%)
5 | Angka Partisipasi Kasar [APK] 69,88 72,08 82,58 72.19 87.38
| SMA/SMK/MA (%)
8 | Angka Partisipasi Murni (APM) 98,51 99,58 99.68 99,03 §7.35
| SD/MI (%)
7 | Angka Partisipasi Murni (APM)] 62,58 84,29 68,53 87,69 97,28
|| SMB/MIs|%: o2
8 | Angka Partisipasi Murni (APM] | 5150 52,08 60,78 84,82 6332
(Lo ["SMA/SNIGMAReY . . b e

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Tlmur Tahun 2015,

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai oleh peningkatan
indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana indikator pendidikan diukur dari
Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor
lainnya adalah idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya
tampung sekolah, dan rasio guru terhadap sekolah. Angka Melek Huruf telah
digunakan sebagai indikator tercapainya £ducation for All (EFA) dan MDG's dan
berperanan penting dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Melek huruf
merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses
informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh
pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.

Indikator Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk: 1] mengukur
keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah

pedesaan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau tidak
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tamat SD; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam
menyerap informasi dari berbagai media; 3] menunjukkan kemampuan
berkomunikasi baik lisan maupun tulisan yang mencerminkan perkembangan
intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Capaian dari
tahun 2015 menunjukkan terjadi peningkatan angka melek huruf dibanding tahun
2014, dari 98,09 persen menjadi 98,28 persen.

2] Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan
formal yang pernah dijalani. Indiaktor ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi
yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP
minimal O tahun dan maksimal 13 tahun.

Tabel 2.13
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

~ Tahun i Rata-rata Lama Sekolah [Tahun)
b R St Dol I |
2011 : 8,05 |
2092 -, - | 810
2013 8.49
e 2014 863 |
T = o e

"Sumber : Dines Pendidiken dan Kebudayan Kab, Kutai Timur Tahun 2016
Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Timur
menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2012
adalah 8,10 tahun, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 8,49 tahun dan
tahun 2014 naik lagi menjadi 8,63 tahun. Namun tahun 2015 sedikit menurun
menjadi 8,60. Apabila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, rata-rata
keseluruhan penduduk Kabupaten Kutai Timur sudah menduduki kelas 2 SMP

dan hal ini berarti sudah melampaui angka 6 tahun (lulus SD).

3] Angka Partisipasi Kasar [APK] )

Angka Partisipasi Kasar (APK] didefinisikan sebagai perbandingan antara
jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya)
dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam

persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya
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anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.
Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekalah yang bersekolah di
suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Gambar 2.7
Angka Partisipasi Kasar [APK] Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011-2015

140,00
g 12000 —E————— g —
=<
5 10000 £ A = e i
<
= 80,00 s s
8
2 60,00
g
: 40,00
£ 2000

0.00

2011 2012 2013 2014 2015

—m-SD | 12036 | 12552 | 11988 | 11867 | 113,83
-—=SLTP| 9936 | 100,59 | 101,31 | 10094 | 9839
—=SLTA| 69,88 7205 | 82,58 72,19 87.38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Tahun 2016 (diclah)

APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2012-2015
mengalami penurunan meski masih di atas 100 persen. Pada tahun 2011
capaian APK SD sebesar 120,38 persen, mengalami penurunan pada tahun
2015 sebesar 113,83 persen. Hal Ini berarti bahwa rasio antara jumlah anak
yang bersekolah ditingkat sekolah dasar lebih besar daripada jumlah anak usia,
sekolah di tingkat sekolah dasar (7-12 tahun), yaitu selisih 13,83 persen pada
tahun 2015. Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 13,83 persen anak yang
bersekolah di sekolah dasar atau yang setara merupakan anak dibawah atau
diatas usia 7-12 tahun.

Pada jenjang sekolah yang lebih tinggi (SLTP atau SLTA) angka partisipasi
kasar penduduk lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi
penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk
bekerja atau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga
mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga. Pada tingkat SLTP APK tercatat
pada tahun 2015 sebesar 98,39 persen. Sedangkan APK SLTA sebesar 87,38

persen.
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4] Angka Partisipasi Murni (APM])

Angka Partisipasi Murni (APM] didefinisikan sebagai perbandingan antara
jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan
penduduk usia sekalah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator
Angka Partisipasi Murni (APM] ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak
usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.
Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu
daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Gambar 2.8
Angka Partisipasi Murni [APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 20112015

120
s -
B .
£ a0 /
2 / &
2o 80 £ A =X
.E-c M
L
E 40
o
Y
> 20
J

0

2011 2012 2013 2014 2015

;—l—so 99,51 99,58 99,66 99,03 97.35
(~=—SLTP| 62,58 84,29 97,01 87.69 97.28
|—=SLTA| 51,50 52,08 60,78 64,82 63.32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Tahun 2018 (diolah)

Gambar 2.8 menunjukkan tren APM SD di Kabupaten Kutai Timur dari tahun
2011 hingga 2015 mengalami naik turun, pada tahun 2011 mencapai 98,51
persen, namun kemudian pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 87,35
persen.

Kondisi yang cukup berbeda terdapat pada pencapaian APM SLTP, dimana
tahun 2011 sebesar 62,58 kemudian naik menjadi 97,28 persen pada tahun
2015. Demikian juga, trend peningkatan capaian yang positif terjadi pada APM
SLTA. Pada tahun 2011 sudah tercapai 51,50 persen menjadi sebesar 63,32
persen pada tahun 2013.
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Kesehatan

Tabel 2.14
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan
i ~_Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No | Indikator 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

(1) | (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Angka Kelangsungan Hidup | 88,13 81,83 85,44 8040 94,00
| Bayi (AKHB) (%) '

2 : Angka Harapan Hidup [UHH) 68,72 68,79 68,86 69,39 69,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 20186.
*] Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2016

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi [AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi [AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai
dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi).
AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun
waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Berdasarkan perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Di Kabupaten
Kutai Timur dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan perkembangan
yang positif. Pada tahun 2011 sebesar 88,13 persen menjadi 94,00 persen
pada tahun 2015. Perkembangan yang semakin meningkat tersebut secara
otomatis menunjukkan angka kematian bayi di Kutai Timur mengalami
penurunan. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi
lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan
dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi
ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan
yang cukup cepat seperti pada Tabel 2.14 dan sudah tergolong rendah dan
sudah jauh dibawah AKB Nasional (34 per 1.000 kelahiran) maupun target
MDGs yaitu 23 per 1.000 kelahiran. Selain itu juga menunjukkan trend yang
masih fluktuatif dari tahun ke tahun, diantaranya terlihat pada tahun 2011
sebesar 11,39 per 1.000 kelahiran, kemudian naik lagi pada tahun 2013
sebesar 18,07 menjadi 15,00 pada tahun 2014 . Hal ini mengindikasikan bahwa
ibu-ibu usia produktif usia subur mengalami peningkatan dalam hal kesehatannya,
memahami arti penting menjaga janin selama kehamilan dengan memakan
makanan bergizi dan memeriksakan kesehatannya di tempat sarana kesehatan

yang semakin lengkap. Hasil analisis SDKI menunjukkan pendidikan ibu
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mempunyai hubungan yang terbalik dengan tingkat kematian bayi, dimana anak
dari ibu dengan pendidikan rendah umumnya mempunyai tingkat kematian yang
lebih tinggi daripada anak yang dilahirkan dari ibu yang berpendidikan tinggi.
Rendahnya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Timur dan adanya trend
menurun dari tahun ke tahun, disinyalir turut memberikan kontribusi penting
dalam peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH] Kabupaten Kutai Timur, Namun
demikian data tersebut di atas perlu diverifikasi, apakah data yang sesungguhnya
atau hanya data yang terlapor saja.

Tabel 2.15
Angka Kelahiran dan Kematian, dan Usia Harapan Hidup
Tahun 2011-2015

Variabel | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
T & 77 7 i - i S ./ ik 7
Angka Kelahiran Total PerWanita 285 | 144 203" 503
F L | :
Angka Kematian Per 1000 '
fo kelatiranficop | 1195, | 1907 | 1987 | 1989 :

Tahun 68,72 | 6879 | 6917 | 6938 | g958"

Angka Harapan Hidup L

Sumtﬁg;: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

2] Angka Harapan Hidup ([AHH)]

Angka Harapan Hidup (AHH]) merupakan salah satu indikator derajat
kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan
program kesehatan maupun penilaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada
khususnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan, diantaranya
difokuskan untuk meningkatkan AHH yaitu rata-rata-tahun hidup yang akan dijalani
oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal.

Pada perkembangan capaian tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan
terjadi peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar 69,38 tahun

menjadi sebesar 63,58 tahun (angka sangat sementara).

C. Pertanahan

Pemanfaatan lahan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola
penggunaan lahan yang cocok di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil
optimasi antara hasil analisis kesesuaian lahan dengan aspek-aspek lain seperti

tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, peraturan perundang-undangan
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terkait, serta kondisi dan kecenderungan yang ada, maka pola pemanfaatan ruang
yang direncanakan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu
kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan ruang tersebut, perlu dilakukan penatagunaan tanah dalam rangka
menjamin penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah sesuai

arahan fungsi kawasan.

D. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk di daerah memiliki konsekuensi bagi pembangunan yaitu
bertambahnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Namun sebaliknya,
pertumbuhan penduduk tidak terkendali akan membawa dampak yang kurang baik
apabila tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan
kerja yang lebih banyak akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu
daerah, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tersediaanya sumber daya alam yang melimpah berpotensi untuk investasi
besar. Masuknya investasi akan memberikan pembukaan lapangan kerja yang lebih
banyak. Penyerapan tenaga kerja sebagai dampak masuknya investasi akan
memberikan pendapatan kepada masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat
akan meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dalam jangka panjangnya
diharapkan mampu mendoraong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada periuasan
kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas
yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang
memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Karena itu peningkatan dalam jumlah
angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan
menimbulkan permasalahan dalam pembangunan.

Pertumbuhan penduduk yang bekerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan
penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja yang hampir sama
dengan tingkat pertumbuhan penduduk yangbekerja memberikan gambaran bahwa
jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada relatif lebih
sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Kesempatan kerja
dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan bagi para pencari kerja.

Berdasarkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap, maka jumlah
penduduk tenaga kerja di sektor pertanian menempati posisi yang paling tinggi
dibandingkan dengan sektor usaha lain. Hal ini tentu memberikan pengaruh positif

terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur yang berbasis
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agribisnis. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang
bekerja menurut lapangan usaha tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.16
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014-2015

Sektor/ | 2014 | 2015
| Lopangan PekerjaanUtama ' Jumlah | % | Jumlah | %
S ./ LR S TEN -/ S ) - (5]
| Pertanian 158510 | 63,23 139.441 39,78
! S U !
| Pertambangan 26818 | 1070 27.807 1967
Listrik, Gas dan Air Bersih , 707 | 028 505 0.36
Bangunan ; 5026 | 2,00 1.908 1,35
Perdagangan, Hotel dan Restoran 10.553 421 7.435 5.26
Pengangkutan dan Komunikasi 3.315 1.32 2.780 1.97
;_Keuangan. Persewaan dan Jasa i 1.565 062 522 037
E‘__P_erusahaan !
| Jasajasa 44,181 17.62 44,181 31.25
Total 250,675 100,00 224.574 100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur bekerja pada berbagai lapangan
usaha. Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di tahun 2015 adalah
sektor pertanian dengan persentase sebesar 39,78 persen atau sejumlah 56.232
jiwa dan diikuti oleh sektor jasa sebesar 31,25 persen atau sebesar 44.181 jiwa,
kemudian disusul sektor pertambangan dengan persentase 18,67 persen atau
sebesar 27.801 jiwa. Sedangkan pada sektor-sektor lain yakni sektor perdagangan,
hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas dan air bersih serta

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih dibawah 5 persen.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur ditujukan untuk
melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati
diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi
dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten
Kutai Timur sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya
pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikian upaya peningkatan jati diri
masyarakat Kabupaten Kutai Timur seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan,
budaya dan perilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan
terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan
kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya

mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.
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2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan dalam

pembangunan suatu wilayah. SOM yang dimaksud adalash sumber daya yang

berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, sk, maupun kemauan untuk maju

demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkenaan dengan hal

tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengedepankan peningkatan kualitas

SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan,

baik formal maupun non formal yang tepat sasaran.

Tabel 2.17 _
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan
Tahun 2011-2015

Tahun
Indikator Satuan T
2011 2012 2013 2014 2015
(1) () (3) (4) (S) (6) (7)

Angka Partisipasi Sekolah [APS) SD % | 99.14 99,25 107,02 10122 | 10508

Angka Partisipasi Sekolah (APS] % | 9513 | 9482 94,89 11882 | 71,74

SLTP |

Angka Partisipasi Sekolah [APS] % | 6345 63.76 68,63 85,03 65,12
i SLTA |

Angka putus sekolah SO % | 0825 0.28 0.10 0,15 0.1
| Angka putus sekolah SLTP [ % | 043 067 0.19 0.03 042
" Angka putus sekolah SLTA % | 064 067 0,20 0.20 -

Angka Kelulusan (AL) SD % | 100 100 100 100 100
Angka Kelulusan (AL) SLTP % 9960 | 9900 | 9994 100 100

Angka Kelulusan [AL) SLTA % 89,99 89,00 89,00 88,25 66.00
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 55421 | 65,261 87.12 65,64 73,50

Jumlah guru yang memenuhi % 32,31 59,17 64,68 67.81 112,00
| kualifikasiS1/0NV

Rasio ketersediaan sekolah/ pendu- 58.71 §9.75 59.55 56,83 53,08
LOMICISON. -

Rasio ketersediaan sekolah/pendu- = 58.79 56.29 59,81 51.86
| duk [SMP) i
| Rasio ketersedisan | 73407 | 3174 396 3347 .

sekolah/ penduduk (SMA) i

Rasio guru/murid (SD) f 14.66 (7 14.98 6,37 16,93

Rasio guru murid (SMP) 1245 | 1282 13.08 764 13.43

Rasio guru/murid (SMA) 11.62 12.62 11.64 6,92 -

Angka melanjutkan dari SO/Ml ke % | 9485 82,66 94,50 83,47 88,00
| SMP/MTs |

Angka melanjutkan dari SMP/MTs % 93,57 92,19 95,38 94,07 96,00

ke SMA/SMK/MA

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
Keterangan: *] Rasio angka absolut, * *) Rasio Persentase
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1) Angka Partisipasi Sekolah [APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara
jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai
jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan
dinyatakan dalam persentase. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok
usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah
penduduk usia pendidikan dasar. Indikator ini digunakan untuk mengetahui
banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan.
Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di
suatu daerah.

Gambar 2.8
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 20112015
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Sumber ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Tahun 2016 (diolah)

APS SD dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan capaian yang
terus mengalami peningkatan, yakni dari sebesar 99,14 persen menjadi sebesar
105,08 persen. |

APS SLTP dari tahun 2011 hingga tahun 2014 menunjukkan capaian yang
meningkat yakni dari sebesar 85,13 persen menjadi 118,82 persen. Namun
pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 71,74 persen. Demikian pula
APS SLTA pada tahun 2011-2014 mengalami peningkatan yakni dari sebesar
95,13 persen menjadi 95,03 persen, sementara itu pada tahun 2015

mengalami penurunan yang drastis sebesar 65,12 persen.
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2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD/SLTP/SLTA)

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah
indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung
penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan
tingkat pendidikan per 10.000 penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.18
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
. Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013

| Rasio Ketersediaan | Tahun

{  Sekolah Terhada 4

| Pengdek Lisia Sektah | 2071 o012 | 2013 | 2014 2015
L m (@) B | (4 (5) (6)
[sb” 58.71 59.75| 59.55 56.83 53,08
| sLTP 61.15| 5879 | 56.29 59,81 51.86
| SLTA E 3407 | 3174] 3960 3347 -

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah SD selama kurun waktu 2011-2015 cenderung
mengalami penurunan, terutama terjadi pada tahun 2015. Kondisi yang relatif

sama juga terdapat pada level SLTP dan SLTA.

3) Rasio Guru Terhadap Murid (SD/SLTP/SLTA)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat
pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini
mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid
untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan Rasio Guru
terhadap Murid selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Rasio Guru Terhadap Murid

o

Rasio Guru | _ _ Tahun
| TerhadapMurid | 2011 | 2012 | 2013 2014 | 2015
M N O N <) I B ) (5) (6)
| 1466 | 15.11 1498 8,37 16,93
) 12.45 12.62 13.09 764 13,43
1162 12.62 1164 6,92 E

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

4] Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang
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ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
jenjang pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal,
nonformal, dan informal.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

a) Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu
anak vyang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat
perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam
memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa
dewasa.

b] Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan
belajar (akademik) di sekolah.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas Nomor 20,2003
ayat 1 adalah 0-8 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan
penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia O-8
tahun. Dimana Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini meliputi: a) /nfant (0-1
tahun) ; b) 7oddler (2-3 tahun); c) Preschool/ Kindergarten children (3-6 tahun) ;
dan d) Early Primary School [SD Kelas Awal) (6-8 tahun).

Berdasarkan perkembangan capaian indikator PAUD selama kurun waktu
2011-2015 terjadi peningkatan berturut-turut sebesar 55,42 persen, 65,26
persen, 67,12 persen, 6564 persen dan 73,50 persen. Dalam rangka
memotivasi seluruh lembaga PAUD sebagai bentuk pemerataan dan perluasan
akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan
tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang merupakan tiga pilar
pembangunan pendidikan di Indonesia maka perlu dilaksanakan apresiasi

lembaga PAUD berprestasi.

5) Angka Putus Sekolah (SD/SLTP/SLTA]

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah
murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan
sebagainya) dengan jumleh murid pada jenjang pendidikan tertentu dan
dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus Sekolah ini
digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang

pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi Angka Putus Sekolah
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berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan

pada suatu wilayah.

Gambar 2.10
Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
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Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 (diolah]

Berdasarkan angka putus sekolah SLTP dan SLTA selama kurun waktu
2011-2015 menunjukkan andanya trend positif penurunan meskipun masih
fluktuatif, sedangkan capaian AptS SD masih terjadi fluktuasi bahkan capaian
pada tahun 2015 relatif sama dengan tahun 2013 yaitu 0,10 persen. Sementa
itu capaian AptS SLTP masih fluktuatif pada tahun 2014 sebesar 0,03 persen
menjadi sebesar 0,42 persen pada tahun 2013.

Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka
kelulusan pada jenjang pendidikan dasar melalui peningkatan kesiapan anak
bersekolah (school readiness). Berbagai penelitian mengemukakan bahwa
kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi taman kanak-kanak yang tinggi
cenderung memiliki angka putus sekolah yang rendah di tingkat sekolah dasar.
Keikutsertaan anak-anak pada program pengembangan dan pendidikan anak usia
dini (early childhood education and development - ECED) telah meningkatkan
kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena potensi anak

yang meliputi kemampuan kognitif, emosional dan sosial terbina dengan baik.
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6) Angka Kelulusan (SD/SLTP/SLTA]

Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus jenjang tertentu
terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama. Angka kelulusan
merupakan indikator yang sangat penting dalam memberikan gambaran
mengenai tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan.
Selain itu Angka Lulusan [AL) merupakan indikator output yang memberikan
gambaran tentang efisiensi proses pendidikan. Indikator ini digunakan untuk

memantau kemajuan siswa dalam menamatkan pendidikannya di suatu jenjang

pendidikan.
Tabel 2.20
~_Angka Kelulusan (AL] Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
i Tahun
AL 72011 2012 2013 2014 2015
%) (%) (%) (%) (%)
sD 100,00 10000 | 10000 100,00 100,00
SLTP 98,60 99.00 838,94 93,25 100.00-
~SLTA | 9999 99,00 67.12 65,64 86.00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Indikator Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan capaian
yang sangat menggembirakan, dimana Angka Kelulusan SD dalam kurun waktu
2011 hingga 2015 tercapai 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat
keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan tingkat SD di
Kabupaten Kutai Timur cukup baik. Demikian pula capaian indikator Angka
Kelulusan tingkat SLTP juga menunjukkan prestasi yang cukup baik, meskipun
pada tahun 2015 akhirnya dapat mencapai 100 persen. Sedangkan capaian
indikator Angka Kelulusan SLTA justru masih jauh dari harapan. Pada tahun
2015 mencapai 66,00 persen.

7] Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan ke SMP adalah perbandingan antara jumlah lulusan
jenjang sekaolah dasar, termasuk Ml dan paket A setara SD terhadap jumlah
siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, dan paket B setara SMP
dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan
siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
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Tabel 2.21
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

| Tahun

| Angka Melanjutkan Sekolah 2011 2012 | 2013 2014 2015
b (%) _(%) (%) (%) (%)
| SD/Mike SMP/MTs 94,85 82,66 94,50 83.47 88,00
{ SMP/MTs ke 83,57 82,19 95,38 94,07 96,00

SMA/MA/SMK

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 20186

Tabel 2.21 menunjukkan capaian indikator Angka Melanjutkan dari SD/Mi
ke SMP/MTs dari tahun 2011 hingga 2015 yang masih fluktuatif (naik turun),
dimana pada tahun 2014 telah mencapai 93,47 persen kemudian naik menjadi
98,00 persen. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun
2011 hingga 2015 juga masih fluktuatif (naik turun), dimana pada tahun 2014
telah mencapai 94,07 persen naik menjadi 86,00 persen pada tahun 2015.

8) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Berdasarkan capaian indikator tersebut, menunjukkan selama kurun waktu
2011-2015 mengalami capaian yang cukup positif. Pada tahun 2011 sebesar
32,31 persen naik menjadi 67,81 persen pada tahun 2014, kemudian tahun
2015 naik menjadi 112,00 persen.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan
tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi. Terdapat hubungan erat antara
kualifikasi akademik guru dengan keberhasilan pendidikan dan kualitas belajar
mengajar. Beberapa kendala yang masih terjadi diantaranya adalah distribusi
guru yang tidak merata di perkotaan maupun perdesaan terutama daerah
terpencil, sehingga mengakibatkan beberapa guru memiliki beban kerja yang
berlebih. Hal ini

sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut berarti tantangan yang

mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan

dihadapi adalah meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru

serta meningkatkan pemerataan distribusinya.
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Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama selain bidang pendidikan, yang
diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh
karena itu, pemerintah harus senantiasa meningkatkan aksesibilitas dan kualitas
pelayanan kesehatan diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan serta

sarana prasarana yang memadai.

Tabel 2.22
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan

Tahun 2011-2015

' ERikatss | Tahun
neare [ 2011 2012 2013 2014 2015
() (2) (3) (4) (S5) (8]
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan 029 024 025 Bi37 037
penduduk
Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01
Rasio dokter per satuan penduduk 0,19 019 018 0,24 0,30
Rasio tenaga medis per satuan penduduk 2,67 2,88 2,66 0.52
Rasio Posyandu per satuan balita 7.09 6,99 6,99 7.43 702
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100 | 100 100 100
perawatan (%)
Cakupan puskesmas (%) 105,58 116,67 116,87 118,67
Cakupan puskesmas pembantu (%) 7333 73,33 77,78 8148
| Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 27,02 39.31 12,12 3009
| masyarakat miskin (%)
| Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 58.21 41,78 g2.42 8281
!
| Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 72,80 85119 98,78 85,35
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan desa/kelurahan Universal Child 61,43 t 85.93 83.70 68,15
mmunization (UCI) (%) ;
Cakupan penemuan dan penanganan penderita 35,38 | 40,49 45,04 4428
penyakic TBC BTA (%) !
Cakupan penemuan dan penanganan penderita 100 | 100 100 100
| penyakit DBO (%)
| Cakupan kunjungan bayi (%) 97,26 72.41 90,73 9417

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat Kutai Timur dapat
dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilannya, yakni lingkungan
sehat, pelayanan kesehatan, faktor turunan dan perilaku sehat. Di antara empat
faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis
karena melalui pelayanan kesehatan ini tidak saja dapat dilakukan pelayanan
kesehatan, tetapi juga upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, edukatif.

Permasalahan yang muncul pada sektor kesehatan secara umum mencakup:

(1) dana kesehatan vyang terbatas, (2) terbatasnya dan rendahnya

" perubahan RKPD Tahun 2016
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profesionalisme tenaga medis dan paramedis, [8]. rendahnya mutu layanan
medis, (4) sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki sangat terbatas, (5)
belum terpenuhinya mutu gizi masyarakat yang layak, dan [6) wilayah yang harus
dilayani sangat luas sebarannya.

Penjelasan capaian Urusan Kesehatan sebagaimana berikut:
1) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang
pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat
dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.23
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

| No Uraian | 2011 | 2012 2013 2014 2015
(7] &) (3] 4] (5] (6] (7]
1 Jumlah Puskesmas 18 19 21 21 21
2 Jumilah Poliklinik L 12 15 28 29
3 | Jumlah Pustu 95 a5 105 104 104
4 | Jumlah 1-3 126 128 140 153 154
5 | Jumlah Penduduk 430.865 | 527.723 | 554.751 | 412698 | 413.508
6 | Rasio Puskesmas per satuan 0.04 0.03 0.03 0.05 005
i_penduduk
7 : Rasio poliklinik per satuan penduduk 0,02 0,02 0,02 0.08 0,07
8 ! Rasio pustu per satuan penduduk 0,22 0,18 0,18 0.25 0.25
9 | Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu 029 024 025 0,37 037
10 | Jumiah Kecamatan 18 18] 18 18 18
11 | Jumlah Desa/Kelurahan Fres o 134 134 134 133
12 | Rasio Puskesmas per Kecamatan | 1.055 1055 1,166 1,166 1.166

Sumber: DlEs E-{;e-se.ﬁatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Pada tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan peningkatan jumlah
puskesmas dan rasio puskesmas per kecamatan. Pada tahun 2011 sebesar
1,055 menjadi 1,166 pada tahun 2015. Capaian rasio puskesmas, poliklinik dan
pustu mengalami peningkatan dari 0,29 tahun 2011 menjadi 0,37 pada tahun
2015.

2] Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan
masyarakat adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan,
diantaranya Ketersediaan berbagai sarana kesehatan (misal: Rumah Sakit] di

Kutai Timur. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat
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yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Semakin banyak jumlah
ketersediaan rumah sakit akan semakin mudah bagi masyarakat dalam
mengakses layanan kesehatan.

Tabel 2.24 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kutai Timur hingga tahun
2011 terdapat 6 Rumahsakit dan baru tahun 2015 bertambah 1 RS sehingga
menjadi 7 rumah sakit. Kondisi ini menggambarkan perkembangan yang relatif
lambat hingga tahun 2015 jika dibandingkan dengan laju pertambahan penduduk
sehingga rasio RS per jumlah penduduk semakin kecil, yaitu pada tahun 2011
sebanyak 1 RS : 71.811 jiwa, kemudian pada tahun 2015 perbandingan dengan
jumlah penduduk sebesar 1 RS : 59.073 jiwa.

Tabel 2.24
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

| No Uraian | 2011 2012 2013 | 2014 2015
L s (3) (4 (5) 5] 17

| 1 | Rumah Sakit 6 6 7 7 7

IT' 2 | Jumlah Penduduk | 430885 | 527723 | 554751 | 4126598 413.508
| 3 | Resio ™ oo | oo 001 001 001

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Pelayanan sarana kesehatan (Rumah Sakit) dapat diukur kinerjanya antara
lain dengan melihat, 1) Persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau
Bed Occupation Rate [BOR) yang ideal 60-80 persen ; 2] Rata-rata lama rawat
seorang pasien atau Average Length of Stay (ALOS) yang ideal 6-8 hari; 3) Rata-
rata tempat tidur tidak ditempati/ Turn of Interval (TOI) yang ideal antara 1-3 hari;
4) angka kematian penderita yang dirawat < 48 jam//Net Death Rate (NDR)
dengan nilai yang dapat ditolerir adalah 25 per 1000 penderita keluar; 5) angka
kematian umum penderita yang dirawat rumah sakit/ Gross Death Rate (GDR)
dengan angka yang dapat ditolerir maksimum 43.

Jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur
akan berimplikasi pada rasio jumlah rumah sakit. Oleh karena itu, yang patut
mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah
melaksanakan program-program dan kegiatan dalam meningkatan rasio rumah
sakit yang perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang
cepat terutama karena faktor migrasi sebagai bentuk pelayanan umum bagi

masyarakat.
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3) Rasio dokter per satuan penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan khususnya, dokter di Kabupaten Kutai Timur
tahun 2013 dan 2014 masih belum ideal berdasarkan rasio ideal perbandingan
dengan jumlah penduduk berdasarkan standar Indonesia sehat dan WHQ (1
dokter untuk 2500 jiwa), Demikian juga berdasarkan sebaran dokter masih
terjadi ketimpangan, dimana tenaga dokter S0 persen lebih masih terkonsentrasi
di ibukota kabupaten. Jumlah dokter umum di Kabupaten Kutai Timur sebesar 91
dokter umum, dan 46 diantaranya berada di Kecamatan Sangatta Utara. Tenaga
dokter paling banyak terdapat di RSUD Sangatta yaitu 32 orang, diikuti
puskesmas sangatta selatan 8 orang, kemudian puskesmas teluk lingga 7 orang
dan RS SOHC B orang.

Tabel 2.25
Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No | Uraian 2011 | 2012 2013 2014 2015
() (2] (3) (4 (5] (6) 7
1| Jumiah Dokter Umum 86 103 103 109 121
2 | Jumlah Dokter Gigi 25 25 29 35 35
3 | Jumlah Dokter Spesialis 19 19 16 28 31
4 | Bidan 232 267 266 305 338
5 | Perawat 430 512 454 508 571
6 Tenaga Farmasi 39 58 32 74 69
7 | Tenaga Sanitarian 12 22 14 18 19
8 Kesehatan Masyarakat 38 34 B9 78 B9
9 | Tenaga Gizi 23 2e 10 23 23
10 | Tenaga Terapi Fisik 5 6 3 B ]
11 | Tenaga Keteknisan Medis 33 41 36 41 B0
{ 12 | Jumlah Penduduk 430.865 | 527.723 554.751 412.688 413.508
| 13| Rasio dokter terhadap penduduk 15010 | 15123 | 1,5386 | 1:4.126
{714 | Rasio dokter spesialis terhadap 122677 | 1.27.774 | 1:834672 | 1:14.739
; penduduk _
15 | Rasio dokter gigi terhadap penduduk 1:17.234 | 1:21.108 1;19.128 | 1:12.506
16 | Rasio tenaga farmasi dan apoteker 1:1.765.8 | - = =
terhadap penduduk .4
17 | Rasio tenaga gizi terhadap penduduk 118.784 | 1:23.987 | 1:55475 | 1:20.635
18 | Rasio tenaga keperawatan terhadap 1:920.85 - - -
penduduk
18 | Rasio tenaga bidan terhadap penduduk 1:1.857 11977 1:2.086 1:1.353
20 | Rasio tenaga kesehatan masyarakat 1:111.338 | 1:15.521 1:8.040 16.878
terhadap penduduk
"21 | Rasio tenaga sanitasi terhadap 1:35.8905 | 1:23.887 - -
penduduk
22 | Rasio tenaga teknis medis terhadap 1:13.056 | 1112871 1:15.480 1:9.598
penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 (Data diolah)

4) Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumleh jumlah tenaga medis
per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap
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tenaga medis. Capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten
Kutai Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan capaian yang positif
meskipun naik turun namun masih mencapai target RPJMD. Capaian selama 3
tahun terakhir 2011-2013 berturut-turut sebesar 2,67, 2,88 dan 2,66. Namun
menurun menjadi 0,52 tahun 2014 di bawah target RPJMD. Sementara target
tahunan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar 1,74. Upaya yang dapat
dilakukan adalah dengan meningkatkan rasio, karena pada tahun 2014
mengalami penurunan serta melakukan pendistribusian tenaga medis yang lebih

merata guna meningkatkan kualitas pelayanan.

5) Rasio posyandu per satuan balita
Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu
strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi
peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan
dan
serta

aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa

pengembangan kemampuan kognitif [(daya pikin dan daya cipta)
perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukan, bahwa
strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak
seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan,

guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada

masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Tabel 2.26
Jumlah Posyandu dan Balita

- Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No | Uraian 2011 | 2012 | 2013 2014 2015

(1) | 2 g ' m | 5 (6) )

1 | Jumiah Posyandu 214 | 213 243 273 273
2 | Jumlah Balita 30.189 31917 | 34775 | 36766 | 38871

3 | Rasio 7.09 6.99 6.99 7.43 7,02
R e

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Capaian rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2014 sebesar 7,43
kemudian pada tahun 2015 menjadi 7,02. Upaya awal yang dapat dilakukan

Perubahan RKPD Tahun 2016
Kabupaten Kutai Timur




T

=)

Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Ccpm'ar_r Kinerja Penye!gnggqraan Pemerintahan

dalam rangka untuk update perkembangan rasio posyandu adalah melakukan
pendataan wilayah kerja posyandu termasuk jumlah balita. Sehingga dapat
diketahui apakah jumlah posyandunya memang kurang atau jumlah balita yang

terus meningkat.

8] Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi
menahun. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk
yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di
satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Capaian tahun 2014 adalah 100
persen vyaitu semua kasus balita gizi buruk yang terjadi di tahun tertentu

mendapat perawatan insentif, oleh karena capaian ini harus terus dipertahankan.

7) Cakupan Puskesmas

Puskesmas adalah kesatuan fungsional yang merupakan pusat
pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta
masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh
dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
Berdasarkan tren capaian cakupan puskesmas pada kurun waktu 2013-2014

menunjukkan capaian yang positif yakni sebesar 116,67 persen.

8] Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu yaitu Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan
berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Berdasarkan tren capaian pada kurun waktu 2011-2014 menunjukkan
adanya kenaikan yakni sebesar 68,15 persen pada tahun 2011 menjadi 81,48
persen pada tahun 2014. Capaian tersebut telah melampaui target pada tahun
2015 sebesar 78,15. Oleh karena itu berdasarkan capaian tahun 2014
tersebut, maka target pada akhir tahun 2015 yaitu sebesar 78,15 sangat besar

kemungkinan akan terlampaui dengan program yang telah dilaksanakan.

9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi
kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat

penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada
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tingkat pelayanan dasar dan rujukan [Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED,
Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 100 persen
artinya setiap ibu yang mengalami komplikasi kebida'nan mendapat penanganan
oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 masih terjadi
fluktuasi yakni berturutturut sebesar 58,21, 41,79, 62,42 persen. Kemudian
naik pada tahun 2014 sebesar 82,81 persen namun masih di bawah target.
Masih rendahnya capaian dan adanya kecenderungan penurunan cakupan
komplikasi kebidanan yang ditangani harus segera mendapatkan perhatian yang
serius guna menemukan penyebabnya. Apakah karena faktor pengumpulan data
atau faktor kondisi yang sebenarnya. Jika kondisi yang sebenarnya akan
berpotensi kepada meningkatnya angka kematian bay'i dan angka kematian ibu.

10) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2013-2014 masih
terjadi fluktuatif yakni berturut-turut sebesar 898,78 persen menjadi 85,35
persen. artinya telah mencapai target sebesar 5B persen tiap tahunnya. Jadi,
meskipun capaiannya masih fluktuatif tetap pada posisi sudah on-track Sehingga
pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 diperkirakan akan bisa
melampaui target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan capaian dari tahun-

tahun sebelumnya yang cukup tinggi.

11) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pencapaian Universal child Immunization (UCl) pada dasarnya merupakan
proksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi.
Apabila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti
dalam wilayah tersebut tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat
atau bayi (herd immunity] terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi. Dalam hal ini pemerintah menargetkan pencapaian UCI pada

wilayah administrasi desa/kelurahan. Suatu desa/kelurahan telah mencapai

| Perubahan RKPD Tahun 2016
1 Kabupaten Kutai Timur




Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

target UCI apabila >80 persen bayi di desa/kelurahan tersebut mendapat
imunisasi lengkap dalam satu tahun.

Jika dilihat dari rasio tenaga medis per satuan penduduk dan rasio
posyandu per satuan balita yang sedikit di bawah target serta cakupan kunjungan
bayi yang sudah melebihi target di tahun 2014, dimana capaian cakupan
desa/Kelurahan UCI mencapai 68,15 melebihi target sebesar 55 persen,
Melihat dari perpaduan data tersebut, disinyalir bahwa belum semua bayi yang
berkunjung ke pelayanan kesehatan termasuk posyandu dan pustu mendapatkan
pelayanan imunisasi atau saat kunjungan bayi, kader atau tenaga kesehatan
kurang memberikan informasi tentang manfaat dan jadwal imunisasi yang

lengkap.

12) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tuberculosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh
Kuman "mycobacterium tuberculois'. Angka penemuan pasien baru TB BTA
positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru
TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru
TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Upaya dalam menanggulangi TB baru di Kabupaten Kutai Timur, dapat
dilihat dari capaian pada tahun 2013 sebesar 45,04 persen, sedangkan pada
tahun 2014 meningkat menjadi 44,28 persen. Meskipun terjadi kenaikan
cakupan CDR, namun capaian ini masih jauh dari target pada tahun 2015 yaitu
70 persen. Menurut hasil penelitian Pasaribu (2005) menunjukkan bahwa faktor
yang mempengaruhi rendahnyan CDR pada program TBC adalah kemiskinan,
penyuluhan kesehatan dan perlunya peningkatan infrastruktur dan sumber daya.
Mitos yang terkait dengan penularan TB masih dijumpai di masyarakat. Sebagai
contoh, studi mengenai perjalanan pasien TB dalam mencari pelayanan di
Yogyakarta telah mengidentifikasi berbagai penyebab TB yang tidak infeksius,
misalnya merokok, alkohol, stres, kelelahan, makanan gorengan, tidur di lantai,
dan tidur larut malam (Kemenkes, RI, 2011 ).

Stigma TB di masyarakat terutama dapat dikurangi dengan meningkatkan
pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai TB, mengurangi mitos-mitos
TE dapat dilakukan melalui kampanye pada kelompok tertentu dan membuat
materi penyuluhan yang sesuai dengan budaya setempat agar pengetahuan
masyarakat tentang TB meningkat. Sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi
gejala TB pada dirinya sendiri dan orang yang berada di sekitarnya, untuk
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kemudian menyarankan agar memeriksakan ke Puskesmas atau pelayanan
kesehatan terdekat.

13} Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Demam berdarah dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang disebabkan
oleh infeksi virus dengue. DBD disebabkan oleh salah satu dari empat seratipe
virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Setiap serotipe cukup berbeda
sehingga tidak ada proteksi-silang dan wabah yang disebabkan beberapa seratipe
(hiperendemisitas) dapat terjadi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia
dengan perantara nyamuk Aedes aegyptidan Aedes albopictus.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah
persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam
waktu 1 (satu} tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang
ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Capaian
penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Kutai Timur
sebesar 100 persen pada tahun 2013 dan tahun 2014.

14) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah
jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama
di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan rujukan pasien
maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua
dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).

Capaian pada tahun 2011 hingga tahun 2013 menunjukkan capaian
berturut-turut sebesar 27,02 persen, 3931 persen, dan 10,73 persen.
Sementara target RPJMD tahun 20711 hingga tahun 2013 berturut-turut
sebesar 78 persen, 81 persen, 84 persen. Kemudian naik menjadi 30, 09

persen tahun 2014.

15) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki
kompetensi Klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi di kabupaten Kutai Timur telah jauh
mencapai target di tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu mencapai sebesar 90,73
persen dan 84,17.
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C. Pekerjaan Umum

Tabel 2.27
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum
_Tahun 2011-2015

| ; ahu

I_mm_,__ lnd'mi‘;h _______ .. Satuan T 557 ] Temns e 20157‘
USSR ) @) )} (4) (S) (8) (7]

" Egﬁg;’i‘?ja‘ff”‘ang‘ja”i”ga” jalendoleantif g 5691 | 5853 | 4665 | 5179 -

! Rasio jaringan irigasi 11 3 2 1.4 0.08

f Ig:;s irigasi Kabupaten dalam kondisi % | 7299 74,99 4332 4333 4333

I s::éougirff)at:badah per satuan - 204 0n 257

Rasio tempat pemakaman umum per
. satuan penduduk
Panjang jalan yang memiliki trotoar
dan drainase,/ saluran pembuangan 0079 a1 049 0.51

{_air (minimal 1.5 m)

28,69 | 2771 5.52 5,52

| Rasio panjang jalan dilalui roda 4 72 80 80 -

Pembangunan turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran sungai rawan % 35 40,50 29,76 14448 -
|_longsor lingkup kewenangan kota
Ii Sempadan jalan yang dipakai
| pedagang kaki lima atau bangunan % 0.186 0.16 0,16 NA -

Lrumsah liar_

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 20186

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan

Pembangunan transportasi di Kabupaten Kutai Timur memiliki arti terpenting
dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Berdasarkan karakteristiknya, wilayah Kutai Timur dapat dikategorikan tiga
kawasan yang berbeda, yakni kawasan pantai/pesisir, pedalaman, dan kawasan
perkotaan. Meskipun hampir semua kawasan memiliki potensi sumber daya alam
yang besar, namun karena terletak secara geografis dan topografinya relatif sulit
dan berat, sehingga kawasan pedalaman mengalami ketertinggalan.

Kondisi minimnya aksesibilitas dan pola penyebaran penduduk yang masih
timpang semakin menciptakan kesenjangan ekonomi dan disparitas regional
antar kawasan-kawasan tersebut. Pembangunan transportasi sangat berperan
dalam langkah awal sebagai upaya pemerataan pembangunan di semua sektor.
Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya
untuk transportasi darat. Perkembangan panjang jalan dan kondisi baik
mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebesar 222,92 km menjadi sebesar
668,21 km pada tahun 2014, kemudian tahun 2015 mengalami peningkatan

menjadi sebesar 1.057,71 km.
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2] Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang
tanah pertanian secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak
diperlukan lagi. Pembangunan irigasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat petani, namun pembangunan irigasi juga memberikan dampak atau
pengaruh terhadap aspek sosial.

Infrastruktur yang berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan produksi
pertanian, khususnya beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan
untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian,
pemberian dan Penggunaannya. Ketersediaan jaringan irigasi yang cukup akan
meningkatkan produktivitas pertanian. Peningkatan jumlah saluran irigasi
mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil capaian tahun 2011 rasio jaringan
irigasi sebesar 11 menjadi 0,08 pada tahun 2015.

3] Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah Per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan
tempat ibadah per 1.000 penduduk. Beribadsh sangat berguna untuk
membentuk manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan tempat sarana ibadah
dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama tersebut,

Tabel 2.28
Sarana Peribadatan
_ DiKabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

] Tahun
Hm.__.svarana Peribadatan 5012 ‘| 5013 5014 1 5015
S @ | @ @__| (5]
Masjid/Musholla/Langgar 580 | 713 849 849
| Gereja Kristen Protestan 134 | 138 159 160
Gereja Kristen Katalik 54 53 53 54
Pura 16 18 15 15
Vihara 1 1 1 1
{ Jumlah 792 g21 | 1.077 1.079

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
- Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Bagian Sosial Sekretriat Kab, Kutai Timur Tahun 201 3
Keterangan*] Data KUA Kecamatan yang dihimpun di Kementerian Agama Kab. Kutai Timur

Berdasarkan Tabel 2.28 di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana
peribadatan telah mengalami peningkatan pada tiap tahunnya terlihat dari tahun
2011 hingga tahun 2015 jumlah masjid dan gereja meningkat. Hal ini
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menunjukkan bahwa seiring terjadinya peningkatan jumlah penduduk di
Kabupaten Kutai Timur diikuti dengan adanya penambahan jumleh sarana
peribadatan.

4] Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya
tampung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat
pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini juga menuntut
kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyediakan Tempat
Pemakaman Umum (TPU) bagi penduduknya tersebut. Pada saat ini Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur telah memiliki TPU yang diperuntukkan bagi masyarakat
Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengantisipasi kebutuhan terhadap TPU yang
semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perlu juga
didorong partisipasi swasta dalam menyediakan lahan pemakaman.

Capaian rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun
2011 sebesar 28,639 kemudian turun drastis menjadi 5,52 pada tahun 2015.

5] Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

(minimal 1,5 m)

Capaian panjang jalan yang memilki trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air (minimal 1,5 m) mengalami peningkatan tiap tahunnya pada
tahun 2011 tercapai 0,078, kemudian tahun 2014 sebesar 0,51. Meskipun tiap
tahun terjadi peningkatan capaian namun masih belum mencapai atau

melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan.

6] Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan

longsor lingkup kewenangan kota

Pada tahun 2014 capaian pembangunan turap di wilayah jalan penghubung
dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sebesar 144,48 telah
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun
2013 sebesar 29,76. Capaian tersebut telah mencapai target pada tahun 2014
sebesar 34,94 persen.

Perubahan RKPD Tahun 2016 .'“_57
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7) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Capaian sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan
rumah liar selama kurun waktu empat tahun terakhir 2011-2014 tidak
mengalami perubahan sebesar 0,16 persen, sementara target yang ditetapkan
tiap tahun selalu mengalami penurunan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya kerja
keras untuk menurunkan persentasenya hingga tercapai pada akhir pelaksanaan
tahun 20186.

D. Perumahan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perumahan dapat dilihat
dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.29
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan
Tahun 2011-2015

E Indikat | Sat sahun
! ndikator i a
L ° et e e | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
L_ I [1)__ - (@) | (3] (4] (5] (8) (7)
Persentase rumah tinggal | % | NA [ 9000 [ 2833 | 59028 -
| bersanitasi RS, O A _
" Rasio rumah layak huni I | | - 0.057 0,118
b : ! |
| Rasio permuklman layak huni | | B0 70 85 - -

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutal Timur Tahun 2018

1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal
bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi adalah segala upaya yang
dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan
kesehatan. Sedangkan fasilitas sanitasi adalah sarana air minum/air bersih,
sarana pembuangan kotoran kakus/jamban, sarana pembuangan limbah cair,
limbah padat, limbah gas/debu dan sarana pembuangan sampah. Rumah
tangga berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk
memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih: 2)
pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah (air bekas);, 4)
pembuangan sampah.
2) Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan
jumlah penduduk. Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi

salah satu kebutuhan dasar manusia. Sejalan dengan upaya tersebut dan

Perubahan RKPD Tahun 2016
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sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan
perumahan ditujukan pula untuk mewujudkan perumahan pemukiman yang
secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan
wilayah yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3] Rasio Pemukiman Layak Huni
Pemukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap

insan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat
terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan
agar muncul kepedulian sosial untuk partisipasi dari warga mampu terhadap
yang kurang mampu.

Rasio pemukiman layak huni adalah perbandingan luas pemukiman layak huni
dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan, Indikator ini mengukur

proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukaan.

E. Penataan Ruang
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penataan Ruang dapat
dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.30
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang
Tahun 2011-2015

Indikator Satuan il
2011 2012 2013 2014 | 2015
e ) (2) (3] (4] (3) (8] (7)
Rasio Ruang Terbuka Hijau % NA 4,66 16,25 4,66 -
per Satuan Luas Wilayah : :
ber HPL/HGB
Rasio bangunan ber IMB % 50 65 100 - -
per satuan bangunan !

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 207 B

1) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah 1) menjaga ketersediaan lahan
sebagai kawasan resapan air; 2) menciptakan aspek planoclogis perkotaan melalui
keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang brguna untuk

kepentingan masyarakat; 3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan

i Perubahan RKPD Tahun 2016 [EFTRE
Kabupaten Kutai Timur [t




@] Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
ad)) Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

A B AT e

sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar,
indah, dan bersih.

2] Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Kutai Timar yang akan
mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurang;,
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif
dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki ljin Mendirikan Bangunan
(IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang

Kabupaten Kutai Timur.

F. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah [RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kenja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang
Wilayah [RTRW). Berikut adalah gambaran ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 201 1-2015.

Tabel 2.31
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Tahun
Indikator Satuan r
2011 2012 | 2013 2014 | 2015
- m () (3) (4) (5) ® | 7
Tersedianya dokumen Ada Ada ada ada ada

perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Tersedianya dokumen Ada Ada ada ada ada
perencanaan : RPUMD yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Tersedianya dokumen Ada Ada ada ada ada
perencanaan RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA
Penjabaran program RPJMD ke % 100 100 100 100 100
dalam RKPD |

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Perubahan RKPD Tahun 2016
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Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perhubungan dapat

dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.32
____Capaian Aspek Pelayanan Uinum Urusan Perhubungan Tahun 2011-2015
i 3 l Tahun
| Indikator | Satuan
] 2011 2012 2013 2014 2015
L m | @ =l (4) (5) (6] 7]
| Rasio ijin trayek NA NA 0012 0,00058 -
Jumlah uji kir Unit 3586 3702 4797 5.143 5.964
| angkutan umum :
Terminal Unit 14 12 12 12 13
Pelabuhan Laut Unit 2 2 2 2 3
Pelabuhan Udara Unit 11 T 11 11 11
e T
Angkutan Darat f % 22,18 16,18 13,31 7.81 37,77
' Lama pengujian 1 hari 2548 2546 2545 2546
| kelayakan angkutan menit menit menit menit
_umum (KIR)
Pemasangan % 80 80 SO S0 115
| rambu-rambu |

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab, Kuta Timur Tahun 2016

1]  Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan

selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk;

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Kutai Timur wajib memiliki

izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan pengaturan dan pengendalian

trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek illegal yang

dilakukan para pengendara angkutan umum. Perkembangan capaian rasio ijin

trayek di Kabupaten Kutai Timur sementara belum dapat dianalisis karena belum

tersedianya data.

2]  Jumlah uji kir angkutan umum

Seluruh angkutan umum yang didatangkan di Kabupaten Kutai Timur baik

yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib

memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini

dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga

keseimbangan ekosistem lingkungan. Kondisi mengenai jumlah kendaraan wajib

uji dan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu

tahun 2011-2015 belum tersedia maka diperlukan perhatian, khususnya SKPD

Perubahan RKPD Tahun 2016 11-61
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terkait untuk memaksimalkan pendataan guna evaluasi pelaksanaan
pembangunan ke depan.

Mengingat belum adanya data yang tersedia persentase jumlah KIR dengan
kendaraan yang wajib uji maka diperlukan pendataan yang kontinu untuk
mengontrol sarana mobilitas dalam rangka memberikan jaminan keselamatan

serta kenyamanan bagi penumpang.

3] Jumlah Terminal/ Pelabuhan Laut/ Pelabuhan Udara

Perkembangan jumlah pelabuhan laut, udara, serta terminal darat tidak
mengalami pertumbuhan signifikan, namun dapat dipastikan tingkat mobilitasnya
semakin tinggi dengan lonjakan jumlah penumpang yang meningkat setiap tahun.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menargetkan
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut dan udara
guna mengantisipasi perkembangan jumlah penumpang yang meningkat setiap

tahunnya.

4] Lama penguijian kelayakan angkutan umum (KIR)

Berdasarkan perkembangan capaian lama pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR] menunjukkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan target
RPJMD. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD per tahunan bahwa lama
pengujian kelayakan angkutan umum maksimal selama 1 (satu) hari, namun
dalam realisasinya lebih cepat dari target tersebut yaitu rata-rata selama 25
sampai 46 menit. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelayanan

umum yang baik bagi masyarakat.

5) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk
tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di
antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan
petunjuk bagi pemakai jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan
untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat
meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. Namun demikian data terkait
dengan pemasangan rambu-rambu belum tersedia, sehingga belum dapat
dianalisis kecukupan rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di wilayah

Kabupaten Kutai Timur.

162 Perubahan RKPD Tahun 2016
% | Kabupaten Kutai Timur




&)

H.

Lingkungan Hidup
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Lingkungan merupakan salah satu faktor yang kerap mendapat perhatian khusus

dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah

terkait dengan urusan Lingkungan Hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator

kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.33

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup

Tahun 2011-2015

! - | Tahun
| Indikator Satuan | T
| 2011 2012 | 2013 2014 2015
(1) (2 . (3] (4) (3) (6) (7)
Persentase penanganan % NA 45 013 023 077
sampah
Persentase penduduk % NA 13,87 78,46 31,48
berakses air minum
Pengelolaan kualitas air % NA 44,44 5,55 5,55 -
enetapan kelas air)
Pengendalian potensi sumber % NA 44,44 33.3 389
pencemaran air
Pelaksanaan penetapan % NA 4444 333 38.9
status mutu air
Cakupan pengawasan | % [ NA 40 25,7 37.3
terhadap pelaksanaan amdal
Tempat pembuangan sampah % NA NA 0.4s 0.85
| (TPS) per satuan penduduk
"L Penegakan hukum lingkungan % NA 100 100 NA 0.85

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

1)

Persentase penanganan sampah

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan

bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-

2454-2000). Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah

padat, dari bahan organik dan atau anorganik, baik benda logam maupun benda

bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik

benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara

pengolahannya [Anonim,1988). Sampah padat adalah semua barang sisa yang

ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan

dibuang ketika tak dikehendaki atau sia-sia (Tchobanoglous, Theisen dan Vigil

1993).

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan

pengendalian bagaimana sampah dihasilkan,

penyimpanan,

pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu

cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pewadahan, pengumpulan, TPS. Bila

Perubahan RKPD Tahun 2016
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salah satu kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka
akan menimbulkan masalah kesehatan, banjir/genangan, pencemaran air tanah,
dan estetika.

Bertambahnya jumlah penduduk, berimplikasi kepada meningkatnya
permasalahan sampah di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu perlu dilakukan
penanganan yang optimal serta antisipasi adanya peningkatan jumlah penduduk
yang semakin tinggi.

2] Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air
minum yang terlindung adalah perbandingan antara penduduk atau rumah
tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dengan
penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.
Indikator ini digunakan untuk memonitor akses terhadap sumber air berdasarkan
asumsi bahwa sumber air terlindung menyediakan air yang aman untuk diminum.
Air yang tidak aman diminum adalah penyebab langsung berbagai sumber
penyakit.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi membawa dampak
meningkatnya perkembangan pemukiman di Kabupaten Kutai Timur, berimplikasi
pada peningkatan kebutuhan akan air bersih. Beberapa pemasalahan pelayanan
air bersih yang belum maksimal disinyalir disebabkan oleh terbatasnya sumber
air baku, tersebarnya kawasan pemukiman, kawasan pemukiman yang berada di
tempat tinggi dan jauh dari jaringan, angka kehilangan air yang cukup tinggi
mencapai kurang lebih 30 persen, sistem produksi yang kurang maksimal, biaya
listrik tinggi, serta tarif yang masih rendah.

3) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

Capaian cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal selama tiga
tahun terakhir (2011-2014) meskipun telah mengalami peningkatan di setiap
tahunnya namun masih jauh dari target tahunan RPJMD. Oleh karena itu periu
ada upaya yang keras dari Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD) terkait
dengan pelaksanaan program dan kegiatan guna lebih meningkatkan capaian

cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Perubahan RKPD Tahun 2016
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4]  Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah [TPS) per satuan penduduk adalah
jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.
Capaian rasio TPS per satuan penduduk belum dapat dianalisis karena belum
tersedia data. Indikator tersebut sangat penting untuk diketahui agar sejauh
mana selama ini kemampuan TPS dalam menampung sampah yang dihasilkan
oleh penduduk Kabupaten Kutai Timur khususnya. Saat ini penanganan
persampahan masih terpusat di ibukota, sementara di wilayah lain belum
tertangani dengan baik sehingga perlu mendapatkan perhatian khususnya SKPD
terkait.

. Pertanahan

Tabel 2.34
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
l

] Tahun
Indikator | Satuan
i 2011 2012 2013 2014 2015
__ (1) @ @ | @ (5) () (7
Persentase luas lahan . NA~ T NA 1.421 1.601 1.601
bersertifikat | |
Penyelesaian kasus [ % NA NA 8 26 4]
tanah negara
Penyelesaian izin lokasi | % NA NA 7333 | 7241 72,41
A ! i |

Sumber: Dinas Tata Ruang

J. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.35

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Tahun 2011-2015
I

o Indikator Satuan + L]
2011 2012 2013 2014 | 2015

g ) (2) (B)__ (4) (S) (8) (7)

Rasio penduduk ber KTP per NA 7180 37.11 62 -
|_satuan penduduk | i |

Rasio bayi berakte kelahiran | NA 46,13 NA g2

Rasio pasangan berakte nikah NA 4,01 NA 57

Kepemilikan KTP % | 93 | 6130 40 62

Kepemilikan akta kelahiran per % | NA NA 39 68

1000 penduduk

Ketersediaan database ada ada ada ada

kependudukan skala kabupaten

Penerapan KTP Nasional % NA 61.30 NA 86

berbasis NIK

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Perubahan RKPD Tahun 2016 165
Kabupaten Kutai Timur




w4 Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

1]  Rasio Penduduk ber KTP

Rasio penduduk ber KTP adalah jumlah penduduk usia di atas 17 tahun
yang memiliki KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia di atas 17 tahun. Capaian
rasio penduduk ber KTP pada tshun 2012 menunjukkan sebesar 71,90,
sedangkan tahun 2014 turun menjadi 62 Capaian tersebut menunjukkan bahwa
rata-rata dari 100 penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2014 terdapat
62,0 yang ber KTP sedangkan sisanya 38,00 belum ber KTP. Jika dibandingkan
dengan target RPJMD ditetapkan tiap tahun minimal 90 maka capaian tahun
2014 masih berada dibawah target. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan
rasio penduduk yang ber KTP perlu adanya program sosialisasi yang lebih masif
kepada masyarakat tentang arti pentingnya ber KTP.

2] Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi lahir yang memiliki akte
kelahiran dibagi jumlah keseluruhan bayi yang lahir. Capaian rasio bayi berakte
kelahiran pada tahun 2012 masih tercapai 48,13 dari 100 yang ditargetkan,
namun pada tahun 2014 telah meningkat tajam menjadi 82.
3] Kepemilikan KTP

Kepemilikan KTP adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah
penduduk wajib KTP (> 17 tahun dan atau pernah/sudah menikah]) dikalikan 100
persen. Capaian indikator kepemilikan KTP masih fluktuatif, dimana pada tahun
2011 tercapai 93 persen yang melampaui target RPJMD sebesar 30 persen,
namun tahun 2012 menurun menjadi 61,30 persen, sedangkan tahun 2015
meningkat lagi menjadi 62, namun masih jauh di bawah target sebesar 90

persen.

4) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Capaian indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK belum
menunjukkan capaian yang positif, hal ini ditunjukkan dengan capaian pada tahun
2012 sebesar 61,30 persen dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 75
persen, sedangkan pada akhir tahun 2014 meningkat menjadi 82. Namun
demikian kenaikan yang tejadi belum mencukupi sehingga pada akhir
pelaksanaan RPJMD tahun 2015 periu adanya akselerasi agar dapat mencapai
target sebesar S0 persen. Oleh karenanya diperlukan kerja keras bagi SKPD
terkait untuk mencapai target tersebut dengan menerapkan program dan

kegiatan yang efektif dan efisien.
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K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.36
Capaian Aspek Pelayanan Umum
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2011-2015

| | Tahun

| Indikator I

! 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2] (3) (4) (5) (8)

Persentase partisipasi perempuan di lembaga 24,70 32.25 45,83 45,83 45,83
|_pemerintah (%)

| Persentase partisipasi perempuan di lembaga 8o S0 =le} 8o 80

| swasta (%)

' Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) { 3500 | 3500 35,00 35,00 96,00

| Penye]esman pengaduan perlindungan perempuan | 100 | 100 | 100 | 89 | 100
| dan anak dari tindakan kekerasan [%) i ‘ | [ |

Sumber; Badan Pe Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Indikator capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
telah mencapai hasil yang positif, dimana selama 5 (lima) tahun terakhir (2011-
2015) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011
tercapai 24,7 persen, kemudian tahun 2015 menjadi sebesar 45,83.

2] Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
Indikator capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta juga
menunjukkan hasil yang positif dimana pada tahun 2011 sebesar 90 persen,

kemudian tahun 2015 tetap menjadi menjadi sebesar 90 persen.

3] Partisipasi angkatan kerja perempuan

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki bahwa laki-laki dan perempuan
mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses
pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan serta memiliki status sosial
dan ekonomi yang seimbang. Partisipasi angkatan kerja perempuan selama
kurun waktu S (lima) tahun telah mengalami peningkatan dari tahun 2011

sebesar 35,00 persen menjadi 96,00 persen pada tahun 2015.

4] Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan
Pelaksanaan UU jaminan Sosial sangatlah penting untuk mencapai tujuan
periindungan sosial.  Sedangkan penyelengaaraan pengarusutaan gender,
mencakup pemenuhan kebutuhan praktis maupun strategis gender. Kebutuhan

strategis tersebut, diantaranya penghapusan kekerasan dan dikriminasi di
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berbagai kehidupan. Adapun penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan
dan anak dari tindakan kekerasan tercatat selama tahun 2011 hingga tahun
2015 tercapai 100 persen, sedangkan pada tahun 2014 terdapat sedikit

penurunan menjadi 83 persen.

L. Keluarga Berencana [(KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.37
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan KB dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2011-2015

!' Tahun
Indik Sat e Y T
R | e 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
T @ (3) (@) (5) (6) 7)
Rata-rata jumlah anak per | Anak 2.8 28 2.8 28 2.8
keluarga .
| Rasio akseptor KB % 61 61 61 80.98 82,63
Cakupan peserta KB aktif % 108 120 121 86,67 80,10
Keluarga pra sejahtera % 48,58 22.43 21,39 21,39 20,39
_dan keluarga sejahtera |

~ Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1] Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan
jumlah keluarga. Program Keluarga Berencana secara demografi bertujuan
untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis bertujuan untuk
mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jlumlah anak dalam keluarga

yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

2) Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun
per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Tingkat fertilitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kutai Timur
sebesar 26.712 dengan rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kutai
Timur sebanyak 3-4 anak. Jumlah akseptor KB-di Kabupaten Kutai Timur tahun
2011 sebanyak 2B.635 orang peserta dari total 43.013 PUS, Jumlah rasio
akseptor KB tahun 2011 sebesar 61 persen kemudian meningkat tajam menjadi
82,63 persen pada tahun 2015. Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.38 di
bawah ini.
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Tabel 2.38
Rasio Akseptor KB
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

f i ‘ Tahun
| M el 2011 | 2012 2013 2014 2015
IRZ (2) @M (5) (5] (5)
l_ 1 Jumlah PUS 43013 | 44.594 59.376 - .
[ 2 Jumlah Akseptor KB 26635 | 28501 38550 - -
| 3 Rasio Akseptor KB 81 81 61 80.93 82,63

Sumber: Badan Peberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Pemakaian kontrasepsi banyak digunakan untuk menilai tingkat
keberhasilan program KB dan juga dapat digunakan untuk memperkirakan
penurunan angka fertilitas sebagai akibat dari pemakaian kontrasepsi. Terlihat
pada Tabel 2.38 menunjukkan adanya trend meningkat penggunaan kontrasepsi
(sebagai akseptor) dari tahun ke tahun meskipun kenaikannya relatif lambat,
(0.02 per tahun), namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan capaian yang
Cukup tinggi (lebih dari 10000 akseptor baru] hingga mencapai 38.550
akseptor.

3] Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan Peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Hate) adalah cakupan
dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat
kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah
peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus
hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri
kesuburan. Capaian cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2011 sebesar 109
persen kemudian turun menjadi 90,10 persen pada tahun 2015.

M. Saosial
Tabel 2.39
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial
B di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 _
No | Uraian 2011 2012 2013 2014 | 2015
7] () (3] A (5] (6] (7]
1 PMKS yang memperoleh bantuan 7014 8912 91,11 60.23 )
sosial [%)
2 | Penanganan penyandang masalah 8384 91.43 89.12 77.00 i

kesejahteraan sosial (%)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
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Tabel 2.39 menunjukkan capai program pelayanan Umum urusan sosial masih
berfluktuasi, dimanan capaian pada tahun 2014 cenderung mengalami penuruan

dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Namun demikian, jika dibandingakan dengan
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target yang ditetapkan telah melampauinya berdasarkan capaian tahunannya.

N. Ketenagakerjaan

Tabel 2.40
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan

Thun 2011-2015

| Tahun
Indikator | Satuan T
| \ 2011 | 2012 2013 2014 2015
| ] @ L @ T @ ) (8) )
| Tingkat partisipasi angkatan : % | 7045 | 80 20 65,64 70,85 87,81
B e Sy |
Tingkat pengangguran I % 4,95 |l 3.80 391 128 | 104
| terbuka MU S S froee: |
Rasio penduduk yang | NA ? NA 81,83 7248
bekerja w !
Angka pengangguran | Jiwa 7.045 5.096 4.729 3.015 2.571

Sumber:  Dinas Tenaga Kerja da Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
1] Jumlah Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana dalam sebuah masyarakat,
sebagian warganya tidesk mampu memasuki kesempatan kerja yang ada,
sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonominya. Secara alami
pengangguran terjadi karena pada saat kesempatan kerja penuh (full
employment) dimana 95 persen angkatan kerja dalam waktu tertentu
sepenuhnya bekerja, angkatan kerja yang belum masuk dalam kesempatan kerja
tersebut berarti menganggur. Pengangguran umumnya disebabkan karena
jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang
mampu menyerapnya. masalah dalam

Pengangguran seringkali - menjadi

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan
pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya
kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Berdasarkan capaian empat
tahun terakhir menunjukkan adanya capaian tren penurunan, dimana pada tahun
2015 menurun menjadi 2.571 jiwa.
2] Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja [TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan
kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah

suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk
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yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu
dalam periode survei. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK
cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori
bukan angkatan kerja (sekolah), demikian juga pada kelompok umur tua (diatas
65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti
(pensiun). TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini
kemungkinan di Indonesia, tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya laki-
laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja.
3] Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase penduduk: yang mencari
pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena
merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai
pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah
pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
Indikator ini bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan
kerja). Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang
luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin
tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan
sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah
angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam
masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini
sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.
4] Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah merupakan perbandingan jumlah
penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Cara menghitung rasio
tersebut terlebih dahulu disusun data angkatan kerja yang bekerja dan yang
mencari pekerjaan menurut kelompok umur berdasarkan hasil sensus terakhir.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan
kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus
diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan
demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi,
kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya
lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja

dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian,
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keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for
labour] adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan
(lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan

kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

0. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (KUKM) dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.41
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi dan UKM
Tahun 2011-2015

n n
T 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015
R - (@) (3) 4 1 (5] (6) (7]
| Persentase koperasi aktif % 48 60 61,86 64,81 64,81
| Jumlah UKM non Unit 3.450 5.080 5.080 5.454 5.454
BPR/LKM UKM
| Jumlah BPR/LKM | Unit P o e 9 ! 11 |

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi
rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperiuas lapangan pekerjaan. Semakin
banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi
kerakyatan, menurunnya jumlah kemiskinan dan menurunnya jumlah
pengangguran. Koperasi yang mampu menyelenggarakan RAT menunjukan
keaktifan riil dalam menjalankan koperasi sesuai asas koperasi. Tabel 2.42
menunjukkan  persentase koperasi aktif yang cenderungan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak signifikan.
Kondisi ini perlu dilakukan pembinaan manajemen perkoperasian yang lebih
intensif agar mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan

meningkatkan kinerja koperasi serta kesejahteraan anggotanya.

2] Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi
produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka
meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan
menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung dan “lokomotif
perekonomian” yang dimiliki Kutai Timur dalam meningkatkan ekonomi daerah,

bahkan dapat menekan angka pengangguran. Tabel 2.41 menunjukan
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kecenderungan peningkatan yang menggembirakan, terutama terjadi dalam dua
tahun terakhir yaitu 5.080 pada tahun 2013 menjadi 5454 UKM pada tahun
2014.

3]} Jumlah BPR/LKM

BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai
jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak
jumlah BPR dan LKM, memudahkan masyarakat miskin dan pengusaha kecil
dapat mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya.
Tabel 2.41 menunjukkan masih terdapat fluktuasi keberadaan BPR/LKM,
meskipun antara tahun 2013 dan 2014 mulai terjadi peningkatan jumlah
BPR/LKM yang ada. Upaya percepatan pertumbuhan BPR/LKM sangat
diperlukan untuk menunjang pertumbuhan UMKN yang cukup nyata pada dua
tahun terakhir.

P. Penanaman Modal
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penanaman Modal
dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.42
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal
Tahun 2011-2015

 Indikator Satuan Tahun
2011 | 2012 2013 2014 2015

O )1 4 O S < 1 S g . (5) (6) (7)

Jumlah investor Buah | 15 21 4 NA -

berskala nasional ;
_[PMDN/PMA) |

Jumlah nilai Rupiah NA | NA Meningkat | Meningkat -

investasi berskala

nasional

[PMDN/PMA)

PMDN Rupiah | 13,275 1.8 518 2,02 2,02

(7)

PMA Uss 123 69,3 94,80 406,71 406,71

fii- (juta)

‘ Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalem negeri maupun
modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegistan pembangunan.
Kehadiran investor asing diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspor dan
substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya di
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Kabupaten Kutai Timur. Hadirnya investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi
internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain
sebagainya. Tabel 2.42 menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir, terutama
tahun 2013 hingga 2014 belum terdapat perkembangan jumlah investor (PMA)

yang menggembirakan, namun terdapat kenaikan jumlah nilai investasinya.

2] Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pemerintah daerah dan pengussha adalah dua kelompok yang paling
berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja
keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya
untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi
pemahaman bersama. Pemerintah daereh mempunyai kesempatan membuat
berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang. Tetapi
pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan
ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan
mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai insiatifnya, memenuhi
kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian
berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah.
Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar
perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah dapat mengundang
ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut.
Semakin banyak realisasi proyek maka menggambarkan keberhasilan daerah
dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi
yang telah direncanakan. Tabel 2.42 menunjukkan bahwa pada tahun-tahun
terakhir, terutama tahun 2014 terdapat kenaikan jumlah nilai investor (PMA]

yang menggembirakan, hingga mencapai 406,71 US $ (juta),

Q. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kebudayaan dapat
dilihat dari sejumlah indikator: Pertama, jumlah sarana dan penyelenggaraan seni
budaya. Kedus, jumlah bends, situs dan kawasan cagar budaya daerah dan yang
dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menggali dan
menginventarisir warisan budaya yang dapat dipergunakan untuk menarik minat

wisatawan mengunjungi wilayah Kutai Timur.
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Tabel 2.43
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan kebudayaan
_di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

G

| Indikator Sat il
Lo R [N Taonn [ so1e | 013 [ 014 | 2075
) _ (2 (3) (4) (3) (6) (7)
Penyelenggaraan Festival seni Kali 5] B 6 6 6
dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni Unit 4 4 4 4 4
danbudaya
Jumlah benda, situs dan % {100 100 100 100 100
| kawasan cagar budaya yang
| dilestarikan

Sumber: Dinaé ?é}nuda, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Kutai Timur Tahun 2015

R. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olah

Raga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan

yang dilaksanakannya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda dan organisasi olahraga

menunjukkan besarnya tanggungjawab yang harus dilekukan pemerintah dalam

melakukan fungsi pembinaan dan fasilitasi penunjang keperdayaannya. Sedangkan

banyaknya jumlah kegiatan yang dilaksanakan organisasi pemuda dan organisasi

olahraga menggambarkan tingkat partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Tabel 2.44
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikat Sat Jabun
W 5 s WA 73011 [ 2012 | 2013 | 2014 | 2018

L 4 @ | @ (4) (5] (6) (7]
| Jumlah organisasi Buah 38 38 37 38 38
{ pemuda e
| Jumlah organisasi buah 43 43 | 379 380 380
| olahraga - TS e NN
| Jumiah Kegiatan kali 4 4 B [ 10 10
. Kepemudaan

Jumlah Kegiatan kali 10 9 186 22 22

olahraga |

Gelanggang,/Balai Unit 22 22

Remaja (selain milik

swasta) ;

Jumlah Lapangan Unit 114 114

Qlahraga |

" Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
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S. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel 2.45
Capaian Aspek Pelayanan Umum

Urusan Kesatuan B__?_Qggghdgg_Eg_[_i_;ili_l__‘iq!_g_r_‘p Negeri Tahun 2011-2015

| . | sat Tahun

| Indikator ' " !

[ uan 2041 | 2012 2013 ' 2014 | 2015
[ (1) (2) (3] (4) (3] (8) (7)
| Kegiatan pembinaan terhadap | Keg NA NA 2 NA -

{ LSM, Ormas dan OKP

| Kegiatan pembinaan politik Keg NA- ] NA 3 NA

( deersh .

| Rasio jumlah Polisi Pamong 5] B 10 15 15
| Praja per 10.000 penduduk 5 A

{ Jumlah Linmas per Jumlah oran 130 NA meningkat | 855 855
| 10.000 penduduk g :

| Rasio Pos Siskamling per NA NA NA

{ jumlah desa/ kelurahan

Su

1)

2]

mber: - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
- Kantor Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), merupakan aparatur
Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah (Perda] dan Keputusan Kepala Daerah.
Capaian rasio jumlah polisi pamong praja belum dapat ditentukan karena
belum ada data yang representative, sehingga belum bisa menggambarkan

kondisi rasio Kabupaten Kutai Timur.

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), merupakan satuan yang memiliki
tugas umum memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
masyarakat secara luas. Perkembangan rasio Linmas per 10.000 penduduk
mengalami peningkatan namun masih belum dapat dianalisis rasio kecukupan

terhadap jumlah penduduk.

T. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Peme

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah.

rintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari capaian indikator kinerja berikut :
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Tabel 2.46
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Umum
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

[ e s s+

i = [ Tahun
i Indikator | Satuan :
b S o -2011 | 2092 2013 2014 2015
. m o2 L B @) (S) (8). (7)
Penegakan PERDA % 72 ‘ 72 B5 85 85
Indeks Kepuasan Layanan % NA T NA 30,77 5067 7325
MG L R [T (O ST, RRSR (N (e
Predikat hasil auditoleh BPK | opini | TW | WOP WDP WOoP

Sumber; - Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

1] Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA

Tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), berdasarkan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Satpol PP. Detail tugas
Satpol PP adalah memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum,
menegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Gambaran penegakan Perda di Kabupaten Kutai Timur belum dapat
diidentifikasi dengan lebih detail data perkembangan penegakkan Perda. Oleh karena
itu, inventarisasi data pelanggaran Perda hingga penyelesaiannya perlu dilakukan
agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mengimplementasikan good
government governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian,
hal tersebut akan mendorong tingkat kepatuhan terhadap segala peraturan

perundangan yang berlaku.

2) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan layanan masyarakat. Salah satu
parameter keberhasilan layanan masyarakat aparatur pemerintah adalah Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM] sebagai penerima pelayanan. IKM adalah data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan
antara harapan dan kebutuhannya.

Untuk melihat kepuasan layanan terhadap masyarakat perlu memperhatikan
komponen IKM dan standar pelayanan publik sebagai komponen layanan yang
bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Komponen IKM yakni: (1) kesederhanaan, (2).
kejelasan, (3) kepastian waktu, (4] akurasi, (5) keamanan, (B) tanggungjawab, (7]
kelengkapan sarana dan prasarana, (8) kemudahan akses, (9] kedisiplinan, (10]
kenyamanan. Adapun standar pelayanan publik adalah sekurang-kurangnya
mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Prosedur pelayanan, [(2) Waktu penyelesaian,

Perubahan RKPD Tahun 2016 1-77
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(3) Biaya pelayanan, (4) Produk pelayanan, (5) Sarana dan Prasarana.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah hingga saat ini masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.
Hal ini ditunjukkannya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media
massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur
pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka
pemerintah daerah Kutai Timur perlu terus berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan
memperoleh pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Melalui survey IKM,
diharapkan dapat sebagai tolok ukur menilai tingkat kualitas pelayanan yang
diselenggarakannya, dan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang akan

direncanakan.

U. Ketahanan Pangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketahanan Pangan
dapat dilihat dari capaian beberapa indikator sebagai berikut :

1) Ketersediaan Pangan Utama
Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota. Tabel 2.47 menunjukkan ketersediaan pangan utama
di wilayah Kutai Timur masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun
2014 justru mengalami penurunan yang cukup nyata dibandingkan dengan tahun
2013. Kondisi ini memerlukan perhatian dan upaya lebih keras, bahkan perlu
diprioritaskan dalam tahun mendatang guna memantapkan ketersediaan pangan
utama dalam menjaga kestabilan ketahanan pangan.

Tabel 2.47
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan
__di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

T indikat | - _ Tahun
_ nefator | S8WAN o007 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
SSSSSNUON ) TSN N - S N <) | (5) (8) (7)
Regulasi ketahanan pangan | Tidek ada | ada ada ada ada
Ketersediaan pangan utama Ton 33.621 | 36.072 | 43170 | 37.800 | 37.900
Jumlah lumbung pangan Unit 11 12 12 13 13
Prevalensi penduduk rawan % B B8.12 8.0 5.2
pangan

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

2) Regulasi Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan
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Pemerintah Kabupaten. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ada dan
tidak adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur selama kurun
waktu tahun 2011-2015.

Tabel 2.48
Regulasi Ketahanan Pangan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No | Uraian 2011 | 2012 [ 2013 | 2014 | 2015
(i (2] (3 | (4 51 1 el | iz
1. | Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda ;

| -Ada N N N v

| - Tidak Ada N
2 | Regulesi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada ;

|- Ada . v v v

| -Tidak Ada =

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur

Tabel 2.48 menunjukkan bahwa sejak tahun 2014, terdapat regulasi yang
mengatur tentang Ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur, diantaranya
diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis [UPT) Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) Pada Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluhan
Kabupaten Kutai Timur.

V. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar
memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber
daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat

oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah.

Tabel 2.49
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayan Masyarakat dan Perdesaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Tahun
Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6] (7)

Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK bueh 12 13 13 158 153
PKK Aktif buah 135 135 1 35 153 153
Posyandu Aktif buah 108 185 185 273 298

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
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Tabel di atas menunjukkan adanya gambaran kecenderungan peningkatan
capaian kinerja upaya pemberdayaan masyarakat, meliputi jumlah binaan PKK, PKK
aktif maupun Posyandu yang aktif. Peningkatan capaian pada semua indikator sangat
nyata terlihat pada tahun 2015, hal menjadi fakta dilapangan bahwa program-
program yang bertumpu dengan pendekatan masyarakat memberikan hasil yang
efektif dan tingkat keberlanjutan yang lebih baik.

W. Statistik

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat
penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus
terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diclah menjadi infoarmasi
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria
antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan
mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya
kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejshteraan, diantaranya PDRB,
IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah
gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten
Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2011-2015.

Tabel 2.50
Ketersediaan Dokumen Statistik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

| 2011 ! 2012 2013 2014 2015
| .
| No Uraian | Tidak | Tidak Tidak Tidak Tidak
; Ada | ‘Ada | A9 | ade | Ade | age | Ade | pga | Ade | g
e -
| {1} (2] (3] (4] 5] | (6] (7] (8) ;8) | (10) | (11) | (18]
{1 | Produk Domestik Y V v v )
l Regional Bruto (PDRB])
{ 2 | Indeks Pembangunan | V v [« vV N
. Manusia (IPM) ] |
! 3 Penyusunan Data Sosial
il Ekonomi Daerah
| | (Suseda)
| 4 | KBDA

5 | Indeks Gini Rasio o] V V -

8 | Input Output v v v ¥

7 | Indeks Kemiskinan v N v W
| | Masyarakat (IKM] |
| B | Indeks Harga Konsumen f

| IHK) |

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur
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X. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke
belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan
peristiwa/kejadian/kronalogis penyelenggaraan pemerintahan. Kearsipan, bank
data ataupun dokumen merupakan salah satu instansi yang memiliki fungsi yang
cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan dokumen
kearsipan yang dimiliki kabupaten. Hal ini tentu membutuhkan tenaga pengelola yang
professional dalam mengatur tata laksana kearsipan daerah, sehingga peningkatan
pengelolaan SDM pengelola Arsip dipandang sangan penting.

Tabel 2.51
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

i Tahun
Indikator Satuan
| 2011 2012 2013 2014 2015
b | (@ (8) (4] (5) (8) (7)
Buku 'Kabupaten dalam | ada ada ada ada Ada
angka'
Buku ' PORB kabupaten" i ada ada ada ada Ada

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Y. Komunikasi dan Informatika
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat potensial, terutama
dalam pengumpulan data maupun diseminasi informasi penyelenggaraan
pemetiahan dan hasil pembangunan berbasis data mutakhir kepada masyarakat
luas.
1) Jumlah Jaringan Komunikasi
Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur berperan dalam
meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta

menunjang peningkatan kinerja penyelengaraan pemerintahan.

2] Jumlah Surat Kabar, Radio dan TV Lokal/Nasional
Media informasi baik cetak maupun elektronik berperan penting dalam
penyebaran berbagai informasi termasuk informasi pembangunan dan
penyelenggaran pemerintahan. Selain itu, media tersebut juga berperan sebagai
kontrol masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Dengan demikian,
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mendorong kemajuan berbagai media

informasi yang ada.
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Z. Perpustakaan

Tabel 2.52
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan
__di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikat Sat =han
r n
rereEre TN Te0n1 | 2012 | 2013 2014 2015
(1 (@) (3) (4] (5) (6) (7)
Jumlah perpustakaan - - 18 18 -
|
Jumilah pengunjung % | meningkat | meningkat | meningkat | meningkat
perpustakaan per
tehun - -
Koleksi buku yang meningkat | meningkat | meningkat | meningkat
tersedia di :
{_perpustakaan

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Keberadaan perpustakaan harus ditunjang dengan pengelolaan manajemen
secara memadai. Pengelolaan manajemen yang memadai, selain memiliki koleksi
pustaka sesuai kebutuhan penggunanya juga harus memiliki dokumentasi aktivitas
pokoknya yang bermanfaat untuk menilai kinerja perpustakaan dan minat baca
masyarakat. Tabel di atas mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan

kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan di wilayah kabupaten Kutai Timur.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Timur

terdiri dari;

A. Pertanian

Sektor pertanian memegang peran penting di Kutai Timur, mengingat sektor
tersebut menjadi bagian dari program pemerintah kabupaten yang mengedepankan
pengembangan sektor agribisnis. Sektor pertanian sebagai bagian integral dari
sistem pembangunan di Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan
arah perubahan lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar
kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB kabupaten Kutai Timur. Namun
kontribusinya masih kecil dibandingankan dengan sektor pertambangan.
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Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

: ; L Tahun
(e | Sewan Togin | 2012 2013 | 2014 | 2015
() 2) @ | @ (5) (6) (7)
Produktivitas padi atau |
bahan pangan utama lokal | kw/ha/tahun | 4357 | 44,10 44,65 52,88
lainnya per hektar | |
Produksi padi (ton) | Ton | 33821 | 3587 | 35994 | 43.002
Kontribusi sektor !
pertanian,/ perkebunan % 382 | 3410 3550 3550
terhadap PDRB |
Kontribusi sektor |
pertanian [palawija) % - 0,54 1.43
_terhadap PDRB
Kontribusi sektor
perkebunan terhadap % 116 1.22 240
PDRB
Cakupan Bina kelompok % p 40.10 100
petani

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan,
berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal
kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing
dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas
unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan
dalam lingkup nasional. Sedangkan padi, palawija dan buah-buahan juga
mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan
dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih luas.

Tabel 2.54
Luas Lahan hasil Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
I

! [ . Tahun

E_EO_I Luaslahan | Satuan Fogad 2012 2013 2014 2015

L (@) S €< U S ) (S) () (7) (8)

[ 1 | Padi Sawah Ha | 4819 5.056 5.424 6.026 5.169

| 2 | Padiladang Ha | 5,650 5.887 5.047 6.826 6.155

| 8 | Jagung Ha | 538 338 307 588 285

| 4 | UbiKayu Ha | 299 360 141 327 281
5 | UbiJalar Ha | 191 236 76 139 80
6 | Kacang Tanah Ha 200 194 158 198 71
7 | Kedelai Ha 257 79 73 94 65
8 | Kacang Hijau Ha 67 | 39 13 76 15
9 | Sayuran Ha 1.763 | 1.537 1.352 1.352 1.150
10 | Buahbuahen |  Ha | 3409 | 5916 5.841 6.842 6775

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
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Pertanian di Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2011-2015
menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam mendukung ketersediaan
pangan, terutama komoditas padi sebagai pangan utama. Seiring dengan
perluasan lahan baik padi sawah dan maupun padi ladang dari tahun 2010
hingga 2015 terdapat kecenderung peningkatan yang menggembirakan,
demikian juga perluasan lahan tanaman lainnya. Meskipun terdapat fluktuasi
kenaikan, namun pada akhir tahun 2015 hampir semua komoditi (kecuali

sayuran) mengalami kenaikan luasan yang cukup nyata.

Tabel 2.55
Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
N tirgl i Tahun
2] i oWen 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
o] (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1| Padi sawah Ton 19854 | 21082 | 24476 | 27435| 27616
2 | Padiladang Ton 13768 | 14788 | 12719 | 15788 | 15890
"3 | Jagung Ton 1417 564 649 959 160
4 | Ubikayu Ton 4174 | 4008 1.988 479 226
5 | Ubijalar “Ton 1.731 1,721 692 115 EE)
B | Kacangtanah | Ton 202 227 159 192 84
7 | Kedelai Ton 299 81 86 S0 39
8 | Kacanghieu | Ton B8 41 14 57 28
"9 [ Sayuran Ton 5.064 3.188 3.386 3014 R
“10 | Buah-buahan Ton 25.148 7818 | 25353 | 26.372

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
Keterangan: *) Data hingga Oktober 2015

Peningkatan luasan lahan tanaman tersebut berimplikasi terhadap hasil
produksi tanaman pangan. Pada periode tahun 2010 hingga 2014 telah
mengalami peningkatan produksi padi sawah tinggi yaitu sebesar 11,112 ton,
sedangkan produksi padi ladang meningkat masih sebesar 1202 ton. Tanaman
pangan lainnya, palawija dan hortikultura masing terjadi fluktuasi hingga tahun
2014, meskipin pada tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan yang sudah
cukup menggembirakan.

Berdasarkan hasil capaian bidang pertanian Kabupaten Kutai Timur tahun
2011-2015, perlu komitmen yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
untuk tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan luasan tanam dan
produktivitas tanaman padi dari capaian yang stabil selama ini, sembari
memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penurunan luasan dan
produksi tanaman umbi-umbian, palawija maupun hortikultura dengan mencegah

luasan lahan yang dialihfungsikan serta melakukan upaya-upaya terobosan dan
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inovatif untuk mengembangkan tanaman hortikultura dan tanaman palawija
dalam mewujudkan target Kabupaten Kutai Timur menuju kemandirian pangan.
Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas padi dan tanaman pangan
lainnya, di antaranya: kesuburan tanah, jenis bibit, musim, dan lain-ain. Upaya
peningkatan produktivitas produksi pertanian, erat kaitannya dengan intensifikasi
pertanian. Untuk itu, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, serta
pengembangan teknologi dan metode pertanian menjadi penting untuk

pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

2] Produksi padi (ton)

Hasil capaian produksi padi, terutama padi sawah di Kabupaten Kutai Timur
pada tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten
seiring dengan peningkatan luas lahan sawah. Namun demikian jika dibandingkan
antara capaian dengan target RPJMD maka, kenaikan tersebut masih belum
cukup untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga jika tidak
dilakukan terobosan program yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan
produksi padi, maka pada target akhir tahun 2016 akan sulit terealisasikan.

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap produktivitas padi diantaranya
adalah:;

a) Luas lahan berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena dengan
tingkat teknologi yang sama, semakin luas lahan yang dapat ditanami padi,
maka diduga akan semakin besar total produksinya.

b) Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena semakin
tinggi jumlah tenaga kerja hingga pada jumlah tertentu, produktivitas
tenaga kerja mencapai optimal. '

¢} Benih unggul berpengaruh positif terhadap produksi padi, dikarenakan
benih yang bermutu mempunyai kemampuan teknis yang lebih tinggi jika
dibanding dengan benih yang bermutu rendah.

d) Pupuk berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena sampai batas
tertentu, dengan pemupukan akan meningktakan produktivitas per satuan
luas lahan.

e} Irigasi berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena dengan
pengairan yang baik produktivitas padi per satuan luas lahan semakin

meningkat.
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3) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di
Kabupaten Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan arah
perubahan lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar
kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB Kabdpaten Kutai Timur.

Tabel 2.58
Persentase Konstribusi PDRB ADHB sektor Pertanian
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 - 2014 (%)

a | Tahun

{ Sub Sektor ;

... 2010 | 2011 2012 2013 2014

N O @ (3) (4) (5) (8)

PERTANIAN 6,81 8,41 9,44 9,70 12,67

a. Tanaman Pangan 018 | 018 0189 022 .22

__b. Tanaman Hortikultura Semusim | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 |
c. Perkebunan Semusim 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
d. Tanaman Holtikultura Tahunan 010 0,08 0,09 0,09 0,08

dan Lainnya

e. Perkebunan Tahunan 323 462 5,42 5,63 8,40

. Peternakan 0.05 0.05 0,06 0.06 0.06
g. Jasa Pertanian dan Perburuhan 0.08 0,07 007 0,08 0.08

|__Kehutanan dan PenebanganKayu | 220 | 230 237 | 218 2,20
Perikanan ges | 1,07 1.22 143 1,60

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB kurun waktu 2010-
2014 menunjukkan peningkatan kontribusi yang cukup signifikan dari tahun
2010 sebesar 6,81 persen menjadi 12,67 persen. Sementara itu, subsektor
pertanian yang paling mendominasi kontribusi pertanian adalah sektor
perkebunan tahunan dan kehutanan dan penebangan kayu. Sedangkan sektor
tanaman pangan kontribusinya masih terbilang kecil yakni tahun 2010 sebesar

0,18 persen menjdi 0,22 persen pada tahun 2014.

4] Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Perkembangan subsektor hortikultura menunjukkan kontribusi yang tetap
dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yakni sebesar 0,02 persen. Jika dilihat
perkembangan nilainya menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan pada
tahun 2010 sebesar Rp 57.131,66 juta menjadi sebesar Rp 12.145,28 juta
pada tahun 2014.
5] Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap PDRB adalah pada

subsektor perkebunan. Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi
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pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar
maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit,
karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komaoditas unggulan tersebut
mempunyai peluang untuk pasar luar negeri. Kegiatan budidaya perkebunan telah

dilakukan dengan produksi berupa cengkeh, coklat, lada, kopi, kelapa dan karet.

Tabel 2.57
B ~_Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan 2011-2015
: No ! Uraian F i it
| N | 2011 | 2012 | 2013 [ 2014 2015

Luas Lahan perkebunan (Ha):
1 [ Karet ' 6.828,00 B.468,30 8.779.85 11.168,93 9.324,05
| 2 | Kelapa 1.659,07 1.275,85 1.180,62 1.275,22 1.182,18
| 3 | Kopi 236,45 218,97 218,54 220,27 211,87

4 | Lada 264,50 352,68 347,88 345,63 243,13

5 | Vanii 40,78 35,43 3543 35,93 3593
6 | Kakao 6.404.40 5.253,10 481840 447285 4.45365
|7 | Kelapa Sawit 275.454,06 302.307,53 360.21019 404.087.21 406.467,47
"8 [Aren 24995 257,30 27080 27080 282,80
| 8 | Kemiri 76.93 6167 62,67 62,67 -
" Jumlah 291.314,14 317.874,03 375.934,38 421.838,31 422.201,08
Produksi perkebunan (Ton):

1 [ Karet [ 27998 | 543,64 347,86 764,54 315,85
| 2 | Kelapa | 1.000,91 | 583,90 344,03 495,53 616.90
| 3 | Kopi 81,16 42,56 37,81 40,75 21,08
| 4 | Leda 107,00 77.27 5234 99,82 37.32
i 5 | Vanil 10,40 521 582 6.53 4,28
| 6 | Kakao 3.156,87 251091 2.419.89 2.522.53 683.18
7 | Kelapa Sawit | 1.889.589,19 | 251971736 | 3314095601 | 520307880 | 201242416
| 8 |Aren 2.262,93 2.391,45 1.478.28 2.489,68 632,98
{ 8 | Kemiri B8.75 4,45 | 3,99 564 -
- Jumiah | 1.896.505.19 | 252587675 | 331964602 | 520950388 | 2914.73575
| Produktivitas [Kg/Ha)
| Produksi/Luas Lahan yang Menghasilkan:
1 [ Karet 712,76 1.174,98 715,50 1.075.41 :
[72 [ Kelapa 910,56 577.31 369.14 538,99 -
{3 | Kopi 478,29 274,48 247,44 284,83 -
Robusta
| 4 [Llada 597,07 491,16 333,24 679.91 -
75 | Venil 388,69 208,32 23260 261.20 :
76 | Kakao 774,31 758,16 831,92 937,99 -
|7 | Kelapa Sawit 20.179.04 20.293,56 20.171,88 21.005.98 -
"B [Aren ! 13.323,10 13.956,52 8.660,09 14.585.15
{78 | Kemiri 181,98 130,75 117,42 165,70 -
[“dumlah | 3754580 37.866,24 3167933 39.535,22 -

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
Keterangan: ] Data hingga Oktober 2015
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Sub sektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang baik dalam luas
lahen tanam, produksi dan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini
terlihat dari meningkatnya total lahan, total produksi, produktivitas, dan
penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari tahun 2010-2014. Namun jika
dicermati lebih dalam, terlihat bahwa peningkatan ini tidak terjadi pada seluruh
komoditi perkebunan. Secara parsial terlihat adanya penurunan pada beberapa
komoditi perkebunan, namun secara kumulatif menunjukkan peningkatan yang
signifikan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan minat petani dan
peningkatan investasi pada komoditas tertentu yang menjadi favorit dan lebih
menguntungkan.

Luas lahan tanam perkebunan dari tahun 2010-2014 bertambah seluas
182.016.45 Ha dengan peningkatan produksi 4105622,3 ton. Peningkatan
prcduksi ini sangat ditunjang oleh peningkatan produksi perkebunan karet dan
kelapa sawit Kedua komaditas perkebunan ini pun pada gilirannya juga
merupakan yang terbesar dalam proporsi penyerapan tenaga kerja di sub sektor
perkebunan pada Tahun 2014, yaitu karet dan kelapa sawit.

Perkembangan yang pesat pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Kutai Timur, telah pula diikuti dengn berkembangnya industri hasil perkebunan
kelapa sawit berupa pabrik pengolahan Crude Pa/im Oi (CPO) di beberapa
kecamatan yang menjadi sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Hingga tahun 2012, telah terbangun 19 unit pabrik CPO di Kabupaten Kutai
Timur dengan total kapasitas produksi terpasang 910 ton/jam dan kapasitas
terpakai 880 ton/jam.

Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kehutanan salah

satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.58
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kehutanan
Tahun 2011-2015

) ” Tahun
S WEn  T2011 | 2012 |, 2013 | 2014 | 2015

(1) (2) | (38) (4) (5) (8) ()
Rehebilitasi hutan dan lahan % | NA | 471B - - -
kritis i
Kerusakan kawasan hutan % | NA 0.01
Kontribusi sektor kehutanan % | 71 | 080 - 7 3
terhadap PDRB | | i

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
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1] Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi

Luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah 2.198.344
Ha atau 61,50 persen dari luas total wilayah kabupaten. Luasan menurut
huzan lindung (13,31
persen), Hutan Suaka Alam dan Wisata (9,98 persen), Hutan Produksi Terbatas

fungsinya, hutan di Kabupatén Kutai Timur meliputi :

(39,52 persen] dan hutan produksi tetap (38,19 persen).

Tabel 2.59
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai TimurTahun 2011-2015
K = e ': Luas (Ha)
ngsi an |
i 2011 | 2012 2013 2014 2015
L7 (2] (3] (4] 5] __ (B) (7)
1 | Hutan Lindung 317.200 317,200 270488 | 38207763 318257,79-
2 | Hutan Suaka Alam 184,764 184764 215742 | 19793434 197.97352
dan Wisata B — | :
3 | Hutan Produksi 839.200 839,200 787652 | 77252093 712.550.57
Terbatas i
4 | Hutan Produksi 856,500 956,500 920599 | 91635578
Tetap
5 | Hutan Tetap 1.980,464 1880464 2205534
B Hutan Produksi Yang 1.043.716 1.043.716 1.043.716
Dapat dikonversi
7 | Luas Hutan 2188344 2.198344 5198344 | 2.068886,68
8 | Luas Wilayah 3574760 | 3574760 | 3574760 3574.760

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Hasil hutan utama dari kawasan kehutanan di Kutai Timur berupa 12 jenis
kayu bulat dari 16 jenis kayu yang umumnya ada pada huten Kalimantan Timur
seperti; meranti, kapur, bengkirai, keruing, nyatoh, anggi, mersawa, Jelutung, kayu
indah, rengas, resak dan lainnya. Jenis kayu yang paling banyak di eksploitasi
adalah jenis kayu meranti, kapur, kruing dan bengkirai.

Perkembangan luasan wilayah hutan di Kabupaten Kutai Timur cenderung
relatif tetap dari tahun ke tahun. Namun Iluasan hutan yang mengalami
penurunan adalah hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi
tetap, sedangkan yang mengalami peningkatan luasan adalah hutan suaka alan

dan hutan tetap.
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C. Energi dan Sumberdaya Mineral
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Energi dan
Sumberdaya Mineral dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.60
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

‘: Indikator i Satuan | Tahun

L ' | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015
M el ® | @ [® (€) ?)
|_Pertambangan tanpa ijin | % | 0 | © 0 0 -

| Kontribusi sektor | % :

| _pertambangan terhadap PORB | i | O SO

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabubaten Kutai Timur Tahun 2015

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang punya peranan
penting dalam perekonomian Kabupaten Kutai Timur, khususnya tambang minyak
bumi dan batubara. Pada tahun 2013, produksi minyak bumi sebesar 525,43 barrel,
menurun tajam pada tahun 2014. Hal yang berbeda terjadi pada perkembangan
produksi batubara, yang mencapai produksi 74,22 juta ton pada tahun 2013 jauh
lebih tinggi dibanding tahun 2012 dengan produksi sebesar 64,36 juta ton, namun
pada tahun 2015 kembali menurun menjadi 58,7 juta ton. Hasil produksi tambang
batubara yang berada di Kabupaten Kutai Timur merupakan penyangga terbesar
ekspor batubara di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu juga hasil tambang batubara
Kutai Timur digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik di Pulau Jawa.

Tabel 2.61
Praduksi Minyak Bumi Dan Batu Bara
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
B |

| No | Produksi 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
(7] (2] - A (5] | (6] 7]
[ 1 Minyak Bumi ‘ 617,90 682,88 i 52543 . 350,34 .

! (barrel) | |

' 2 | Batubara(M | 57.982231 [ 64:357.78317 | 7421622429 | 58.702.815,00

| tons) ; ! s

Sumber: Dinés Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Perekonomian Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh sektor pertambangan
dan penggalian hingga mencapai 88,96 persen pada tahun 2014. Bila dirinci
kontribusi dari sektor tersebut, maka subsektor Galian B (pertambangan non minyak
dan gas bumi] berkontribusi paling tinggi yakni berkisar sebesar 86.73 persen,
kemudian diikuti subsektor Galian A [pertambangan minyak dan gas bumi] sebesar

1,71 persen dan Galian C (penggalian) sebesar 0,53. persen. Namun besarnya
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kontribusi terhadap PDRB tersebut harus disikapi dengan kehati-hatian, mengingat
sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber daya yang tidak
terbarukan dimana suatu saat akan mengalami penyusutan bahkan penipisan

cadangan sehingga perlu dikembangkan sektor alternatif yakni sektor pertanian.

D. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu
daerah karena pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu
wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Sektor
ini memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Para
turis baik wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegra [wisman)
yang berkunjung pada daerah membawa devisa dan berdampak pada masyarakat
lokal. Dengan devisa, negara yang dikunjungi akan memperoleh dana pembangunan
untuk meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Dengan demikian
devisa meningkatkan perekonomian daerah. Karenanya sektor pariwisata
merupakan salah satu sektor yang mampu. mengintegrasikan kemajuan
perekonomian pada berbagai dimensi pada skala nasional, regional, dan global.

Tabel 2.62
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

| ﬁ Tahun
Indikator Satuan
1 2011 2012 2013 2014 2015
| e e DR N e £
- (2) @ | @ (5) (6) (7)

Kunjungan wisata Orang | 26.397 | 64999 | 45,539 | 32.687

Jumlah obyek wisata di Obyek | 9 15 68 68

daerah |
| Kontribusi sektor % NA 0.65 NA NA .

pariwisata terhadap |

PORB ey

Pembangunan sektor pariwisata suata daerah dapat dilihat dari kunjungan
wisata ke tujuan wisata daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Tabel 2.62 dapat
dilihat bahwa kunjungan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2010 hingga 2014
msaih mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 hingga 2012 terus-menerus
mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2013
maupun tahun 2014. Kunjungan pada tahun 2013, sebagian besar tertuju pada
wisata ke pantai sebanyak 24.903 orang atau sekitar 74,72 persen. Sedangkan
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kunjungan menuju pegunungan sebanak 2.309 orang atau sekitar 8,83 persen.
Adapun kunjungan wisata hutan masih belum populer karena masih sedikit dikunjungi
yakni sebanyak B.116 orang atau berkisar 18,35 persen dari total kunjungan wisata
yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Tabel 2.63
Kunjungan Wisata
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

| No. | Jenis Obyek Wisata | 2011 | 2012 | 2013 2014 2015
| (1) | 2] Y </ Y ./ R Y - M W ) (7]
C 1 | Pantai | 10150 | 19.082 | 45594 | 24.803 -
3 | Hutan 2369 | 2555 | 14525 | 6.116 =
Jumlah Pengunjung | 17.251 | 26137 | 64999 | 33172 :

Sumber: Dinas Permuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

E. Kelautan dan Perikanan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelautan dan
Perikanan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.64
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator Satuan Tahun
2011 | 2012 | 2013 2014 2015

| (1 @ | @ (4) (5) (6) (7)

Produksi perikanan % E NA NA NA NA

Konsumsi Ikan % | NA 5788 | 4543 | 4875
Cakupan bina % NA 40,10 NA NA
_kelompok nelayan

Produksi perikanan % NA NA NA NA

kelompok nelayan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

lkan adalah sumber protein yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan
manusia, dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Hal ini dikarenakan usaha perikanan, mempunyai kaitan luas baik ke industri hulu
(backward lingkage) maupun hilic (foreward lingkage), dan menyerap banyak tenaga
kerja. Namun perkembangan selama kurun waktu 5 tahun yaitu 2010 hingga 2014,
menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan, dimana capain
konsumsi ikan, produksi ikan maupun bina kelompok nelayan mengalami fluktuasi dan

bahkan cenderung mengalami penurunan.
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Tabel 2.65
Jumlah Produksi dan Konsumsi lkan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

[ Tahun
N Urai | sat
° rean | Seruen 2012 l, 2013 | 2014 | 2015*
Rumah Tangga Perikanan:
1 | Perikanan Laut RT 4,186 4207 4125 4,130
2 | Perikanan RT 1186 1,172 988 683
Perairan Umum
3 | Tambak RT 440 414 422 425
4 | Kolam RT 255 2486 249 257
| 5 | Keramba AT 339 300 302 354
6 Budidaya Pantai | RT 168 170 177 190
/ Sawah
Jumlah RT 6.548 | 6,09 6.263 6.039
Produksi Hasil Perikanan:
1 | Perikanan Laut Ton 5.584.3 5.211.0 5668 2.8998,74
2 | Perikanan Ton 11463 1.028.1 1035 548,60
Perairan Umum
3 | Tambak Ton 8348 6841 690 371,16
4 | Kolam Ton 5886 573.1 587 346,46
| 5 | Keramba Ton 4031 3485 357 189,16
6 | Budidaya Pantai Ton 1.7485 1.604,4 1.668 88488
/ Sawah
\ Jumlah Ton 10.305,60 8.449,20 10.008 5.338,80
: Nilai Praauksi Hasil Perikanan:
{1 | Perikanan Laut l Ribu Ap 131579350 | 132895144 | 133553040 [ 70.783217.20
| AP (RS SO T e S R e L. A = ot
' Perikanan | Ribu Rp 31226.300 | 31.382.432 30637845 | 16.238.057.85
Persiranibieoum ) - b 1 S kL
3 | Tambak | Ribu Rp 32.037.850 25.915.650 26.174807 | 20.498.134,50
"4 [ Kolam | RibuRp 17.428.140 | 17058240 | 17.228.822 8.282.035,75
"5 [Keramba | RibuRp 16.333.750 13819600 | 14.058.796 7.428899
"6 | Budideya Pantai | Ribu Rp 20.214.000 16.775.250 | 17.446.2850 8.056.662,50
{ / Sawah
Jumlah Ribu Rp 248.819.490 | 237.946.316 | 239.099.570 | 142.287.806,80

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Keterangan: *) Data sampai oktober 2015

Jumlah produksi dan konsumsi ikan dari tahun 2010 hingga 2013 masih

mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah produksi telah
mencapai dari 15.649 ton pada tahun 2010 turun menjadi 8.449 ton pada tahun

2013. Hal tersebut terjadi diantaranya adanya pergeseran usaha perikanan

masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Selama tahun 2010 hingga tahun 2013

mengalami penurunan jumlah rumah tangga perikanan disinyalir karena beralih mata

pencaharian. Penurunan rumah tangga perikanan ini disebabkan oleh banyaknya

rumah tangga yang beralih mata pencaharian sebagai pengaruh dari kendala cuaca

dan kelangkaan BBM. Penurunan rumah tangga perikanan ini pada gilirannya juga
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mempengaruhi perkembangan produksi hasil perikanan dan nilai hasil produksi yang
menurun.

Meskipun sub sektor perikanan secara umum mempunyai potensi yang besar
sebagai andalan pendapatan daerah maupun masyarakat dan telah terbukti
ketangguhannya dalam menghadapi krisis, namun kenyataannya dalam
pengembangan sektor perikanan ke depan masih cukup banyak masalah dan
tantangan yang harus akan dihadapi, diantaranya pemanfaatan sumberdaya
perikanan umumnya masih rendah, ketersediaan prasarana perikanan masih
terbatas, lemahnya pelaksanaan sistem MSC (monitoring, control dan surveilance)
Oleh karena itu mengingat capaian beberapa indikator kinerja dalam optimalitas
pemanfaatan sumberdaya perikanan dan produktifitas pada umumnya masih rendah,

sehingga diperiukan perhatian yang lebih.

F. Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan dapat
dilihat dari indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan
ekspor bersih, sebagai berikut:

Tabel 2.66
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perdagangan
Tahun 2011-2015

Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
M| (@ (3) (4) (5) (6] (7)

Kontribusi | % 345 344 3.38 . NA -
sektor i
perdagangan | {
terhadap ! |
PDORB | E
Ekspor bersih i % 3.830.437 | 3.134.541 | 2.819.570,31 | 2.543.677.84
perdagangan | |
(ribu USD) | . !

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

|
Indikator | Satuan

G. Perindustrian

Daya saing yang tinggi pada sektor pertanian, merupakan prasyarat dalam
pengembangan agroindustri, dan daya saing tersebut merupakan interaksi
keseluruhan subsistem dalam sistem agribisnis. Dengan proses produksi yang
efisien dan biaya produksi yang semakin rendah, sektor industri, termasuk industri
pengolahan akan mampu meningkatkan daya saing yang pada gilirannya akan dapat
berkontribusi terhadap PDRB. Sebagai salah satu contoh capaian indikator kinerja ,

disajikan pada Tabel berikut:
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Tabel 2.67
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Prindustrian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

o : i E Tahun
Indikator | Satuan
o 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kontribusi sektor industri % 023 0,20 - - -
terhadap PDRB
Pertumbuhan industri % 1.01 075 - - -

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan
ekonomi, khususnya dalem hal kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya.
Penguatan daya saing daerah tidak lepas dari kontribusi seluruh sektor pembentuk
PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Aspek
Daya Saing Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Angka konsumsi rumah tangga per kapita adalah rata-rata pengeluaran
konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran
penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan
mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan
sirih, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan
seterusnya.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan
rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya
proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran
rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.
Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi
makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi
tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan
terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan
bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran

untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-

Perubahan RKPD Tahun 2016 !1-95
Kabupaten Kutai Timur J :




Y Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

makanan.
Tabel 2.68
_Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
| | Tahun
Indikator | Satuan e L
2011 | 2012 2013 2014 2015
) (2) (3) (4) (5) (6) 7)

Pengeluaran konsumsi | Rupiah - - z 5 2

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015,

B. Pertanian
Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan
kualitas hidup petani.

Tabel 2.69
Rata-rata Pendapatan Petani Per Tahun
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Tahun
Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3] (4) (5) (6) (7)
Rata-rata Juta/tahun - 7,00 12-20 18-33 -
pendapatan juta juta
| Petani per Tahun

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015,

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan
pendapatan rata-rata petani per tahun yang cukup menggembirakan. Hal ini juga
dapat diartikan, bahwa dari tahun ke tahun telah terjadi kecenderungan peningkatan

kesejahteraan para petani.

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Gambaran umum kondisi Daya Saing Daerah terkait Fasilitas
Wilayah/ Infrastruktur dapat dilihat dari indikator kinerja:
A. Perhubungan

1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalen per jumlah kendaraan. Arus lalu lintas pengguna jalan
semakin meningkat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor
terutama di era otonomisasi daerah dimana jumlah kendaraan bertambah begitu
siginifikan dengan rata-rata per tahunnya. Namun demikian sarana dan prasarana

pelayanan transportasi umum seperti jalan lebih lambat dan masih belum dapat
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menjangkau seluruh daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.70
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Perhubungan
__Kabupaten Kut:al Timur Tahun 2011-2015

Tahun
Indikator Satuan | | T i |
12011 | 2012 | 2013 | 2014 2015

I ) T - ) . - (6] (7)
Rasio pan;ang jalan per % | 002 | 002 0.02 0.01 0,01
jumlah kendaraan | |

Jumlah orang/bar‘ang melalui | | 112,754 | 116,437 | 98,627 | 580.585
dermaga/bandara/terminal | | f
_pertatun |

Sumpoer: Oinas Perhubungan Komun:kam dan infor‘mataka Kab. Kutai Timur Tahun 2018

Lalu lintas antar desa dari delapan belas kecamatan di Kutai Timur kesemuanya
dapat dilewati melalui jalan darat dan terdapat dua belas kecamatan yang melalui
darat dan air atau sebesar 66,66 persen. Sebagian besar jalan darat masih
berpermukaan tanah yaitu sebanyak sepuluh kecamatan atau 55,55 persen, dan
yang permukaan diperkeras sebanyak empat kecamatan atau 22,22 persen, serta
hanya tiga kecamatan atau 16,66 persen yang permukaan jalannya aspal yaitu
Kecamatan Sangatta Utara, Teluk Pandan, dan Sangatta Selatan. Sementara itu
jenis angkutan umum utama ke ibu kota kecamatan sebagian besar menggunakan
angkutan ojek motor yaitu sebanyak sebelas kecamatan atau 61,11 persen, dan
hanya tiga kecamatan yang transportasi utamanya menggunakan kendaraan roda
empat atau 16,66 persen yaitu Kecamatan Kombeng, Muara Bengkal, Sangatta
Utara dan sisanya menggunakan transportasi umum perahu kapal motor yaitu

Kecamatan Busang, Telen, Sangkulirang dan Sandaran.

2] Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Perekonomian suatu wilayah dapat tercermin dari mobilitas orang atau barang.
Mobilitas penduduk maupun barang baik melalui pelabuhan, bandara, maupun
terminal merupakan indikator mobilitas tersebut. Mobilitas orang maupun barang
dengan angkutan barang di Kabupaten Kutai Timur tiap tahun mengalami
peningkatan dari 5.216 (tahun 2013) menjadi 5.552 pada tahun 2014. Hal ini
dimungkinkan karena kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur lebih memberikan
pilihan masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan melalui bandara daripada
angkuzan umum lainnya. Selain lebih menguntungkan dari sisi waktu [lebih cepat),

juga risiko dalam perjalanan dapat diminimalkan.
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B. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan
Penataan Wilayah, disajikan salah satu indikator kinerja yaitu ketaatan terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW).

Tabel 2.71
Capaian Aspek Daya Daerah Saing Urusan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
Tahun
2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
(1) (2) (3) (4) (5] (6] (7)

Ketaatan terhadap
RTRW % NA NA a0 90 -

Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Indikator Satuan

Tabel di atas menunjukkan ketaatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Kutai Timur terhadap RTRW yang telah ditetapkan cukup tinggi, meskipun pada 2
(dua) tahun terakhir terdapat sedikit penurunan menjadi S0 persen.

C. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1)  Jenis Jumlah Bank dan Cabang
Kondisi umum fasilitas wilayah/infrastruktur terkait bidang ekonomi,
diantaranya digambarkan dengan andanya fasilitas bank dan non bank. Hal ini
mengingat bahwa aktivitas perkonomian yang semakin tinggi akan selalu
membutuhkan dukungan sarana atau fasilitas perbankan sebagai sarana

pembayaran, perkreditan, pendanaan, atau transaksi lainnya.

Tabel 2.72
Aspek Daya Saing Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

o & | Tahun
REREPaR atan ™og11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Jenis jurniah bank dan unit NA NA 56 56 2
cabang

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun (2011 hingga
2014) terdapat kenaikan jumlah bank dan non bank dua kali lipat, sehingga kondisi ini

& Perubahan RKPD Tahun 2016
4 Kabupaten Kutai Timur




Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian K.-'n_e.-j'a Penyg!enggaraan_Pemerfntahan

dapat mendorong dan memudahkan adanya akses modal maupun tranksasi
perdagangan, baik Kabupaten Kutai Timur maupun Kabupaten lain dalam /luar

propinsi.

2] Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur dalam kurun lima tahun
terakhir cukup kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari banyak aktivitas yang terkait
dengan adanya sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat menyebabkan banyaknya pendatang dari
luar untuk mengadu nasib maupun maupun melakukan traksaksi untuk berbisnis.
Situasi ini menyebabkan para pendatang yang belum memiliki tempat tinggal
mengharuskan mereka memeriukan tempat tinggal sementara. Tempat singgah
sementara seperti hotel dan penginapan menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karenanya
sarana hotel dan penginapan di Kabupaten Kutai Timur sangat dibutuhkan oleh

pendatang baik dari lokal maupun asing.

D. Lingkungan Hidup

Manusia hidup memang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lingkungan di
sekitarnya. Lingkungan merupakan salah satu variabel yang seringkali mendapat
perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat karena perannya
dalam menentukan baik buruknya derajat kesehatan. Untuk menggambarkan
keadaan lingkungan, disajikan indikator seperti akses air bersih dan jangkauan
layanan PDAM.

Tersalurnya air bersih secara merata dan terpenuhinya standar air layak dan
higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat adalah ideal guna pemenuhan kebutuhan
air dalam kehidupan untuk sehat Tabel 2.73 menunjukkan capaian persentase
rumahtangga yang sudah menggunakan air bersih di Kutai Timur relatif stagnan
bahkan cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 masih
mencapai 31,48 persen. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih serius dan upaya
yang lebih keras dalam akselerasi pemenuhan terhadap kebutuhan air. Hal ini
mengingat air merupakan kebutuhan dan bagian dari kehidupan manusia sebagai

prasyarat dan elemen penting untuk dapat hidup sehat.
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Tabel 2.73
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

: Tahun
Indikator Satuan & .
v b 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
bes e — o1 (2) @B | (4 | (5 (6 (7)
| Persentase Rumah tangga % NA | NA | 7846 3148 -
| yang menggunakan air bersih | }

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

E. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.74
Aspek Daya Saing Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

: | Tahun
Indikator Satuan
L e 2011 2012 2013 | 2014 | 2015
|

. L (@) @B | M@ (5) (6) (7)

Persentase rumah tangga % NA 38,35 74 784 -
_pengguna listrik

Rasio ketersediaan daya % NA 46,81 43,7 439

listrik | |

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan terdapat kecenderungan peningkatan
rumahtangga pengguna listrik, namun di sisi lain masih belum diikuti dengan

peningkatan ketersediaan daya listrik yang memadai.

1] Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Listrik adalah komoditas penting bagi keberlangsungan sendi-sendi kehidupan

manusia s3at ini, tanpa pasokan energi listrik, hampir dipastikan banyak rumah
tangga, dunia usaha maupun sektor lainnya lumpuh karenanya. Berdasarkan capaian
selama tiga tahun terakhir 2011-2014 menunjukkan adanya peningkatan
persentase rumah tangga pengguna listrik. Berdasarkan data Perusahaan Listrik
Negara PLN Ranting Sangatta menunjukkan selama kurun waktu empat tahun
(2010-2013) justru mengalami penurunan yaitu jumlah pelanggan listrik tahun
2010 sebzsar 15.310 menjadi 13.564 pada tahun 2013 (Kutai Timur Dalam
Angka Tahun 2014).
2) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap
jumlah kebutuhan. Ketersediaan listrik di Kabupaten Kutai Timur sangat penting guna
keberlangsungan pemerintahan, dunia usaha, rumah tangga dan lainnya, sehingga

harus dipestikan pelayanan listrik terutama ketersediaan listrik dapat menjangkau
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masyarakat. Energi listrik di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2013, yang
diproduksi sebesar 5.301.657 Kwh dan terjual 13,564 Kwh [Kutai Timur Dalam
Angka 2014).

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi suatu daerah, seperti tingkat keamanan, kecepatan proses pelayanan
perijinan serta ada tidaknya pungutan berkaitan dengan minat dan daya tarik
investor untuk menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim
investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi keamanan,
demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya.

Tabel 2.75
Capaian Indikator Fokus Iklim Berinvestasi
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
: :

; | i Tahun
Indikator | Satuan . 7 i

G S i e (2011 | 2012 | 2013 ! 2014 2015
e W TR m o @ (5) (8) (7)
{ Angka Kriminalitas | % | NA | NA 33 49 -
["Lama proﬁéé_s_perfjinan | hari | NA | NA NA 3

Jumlah dan macam pajak | jenis | NA | Na 26 27
|_dan retribusi daerah | |

Sumber: BPS Kabu;ﬁaten kutai Timur Tahun EjEJ‘I 5

Gambaran umum kondisi daerah yang dilihat dari beberapa indikator terkait,
sebagaimana disajikan pada tabel 2.75 menunjukkan bahwa kondisi Kutai Timur
yang secara umum tidak terdapat perbedaan dalam 5 tahun terakhir, namun pada
1 tahun terakhir (2014) terdapat kenaikan angka kriminal yang perlu mendapat
perhatian serius berbagai pihak terkait keamanan dalam upaya menjaga keamanan
wilayah.
1) Angka Kriminalitas

Berdasarkan Tabel 2.76 menunjukkan tindak kriminal yang terjadi di
Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun terjadi peningkatan angka kriminalitas
yang cukup tinggi. Kasus pencurian merupakan tindak kriminal tertinggi setiap
tahunnya. Adanya peningkatan gangguan keamanan, perlu mendapat perhatian
lebih serius agar dapat lebih menjamin kantibmas agar kondusif untuk berinvestasi.

2) Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Proses
perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap
keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Tabel
2.82 menunjukkan kecepatan penguruan ijin dari tahun 2010 hingga 2015 tidak
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banyak berubah yaitu sekitar 3 hari. Demikan pula sebaliknya, jika proses perizinan
tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, baya, maupun
prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk: mengurus
perizinan usaha, dan mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih
jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan berdampax terhadap
ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lzinnya yang
berujung pada terhambatnya pembangunan ekonomi,

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah
untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam Aal perizinan.
Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP). PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perijinan usaha dalam
menunjang laju pertumbuhan ekanomi daerah, yang pada gilirannya dapat membuka
lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka
memberikan pelayanan publik yang semakin baik diperlukan infrastruktur dan sistem
yang baik pula.

3) Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur penentu
pendanaan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pajak maupun retribusi
sebagai sumber pendapatan suatu wilayah (kabupaten) pajak dan retribusi berfungsi
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan. Untuk menjalankan tugas-
tugas rutin pemerintahan (SKPD/lembaga) dan melaksanakan pembangunan,
negara membutuhkan biaya.

Adapun jumlah retribusi yang dikeluarkan selama periode tersebut terus
mengalami peningkatan yakni dari tahun 2010 sebanyak 24 dan meningkat pada
tahun 2014 sebanyak 27. Adanya retribusi yang mendukung investasi ini sangat
penting bagi pembangunan daerah. Kebijakan yang terkait dengan retribusi yang
mendukung iklim investasi ini perlu untuk ditingkatkan dengan tujuan untuk
memberikan kesempatan pihak terkait dengan investasi yang akan meranamkan

modalnya di Kabuapten Kutai Timur.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain
sebagi obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pemtangunan.
Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha pemerirtah melalui

8 Perubahan RKPD Tahun 2016
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perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber
Daya Manusia dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.76
Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia
_Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

: Tahun

Indikator | Satuan e foesrscon |
; | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015
[....___. - e —— [ | +
o E—— I T R T T
| Rasio lulusan ; | NA T NA [T2024 | 470 NA
Bz e G S SN S
rﬂasio ketergantungan i | 8680 | 4240 | 3803 | 49,10 | NA

Sumber: ‘f}'i'rTeE_T_ia_ﬁéaé_Rerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 5

1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan §1/82/S3)

Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas yang berperan penting
dalam proses keberlangsungan pembangunan dan daya saing daerah. Kualitas
sumber daya manusia, salah satunya dapat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan.
Semakin tinggi jenjang pendidikan akan berdampak pada keterampilan dan
produktivitas seseorang. Produktivitas berperan besar dalam penggerakan, yang
pada akhirnya dapat mempercepat proses pembangunan.

Berdasarkan Tabel 2.786 tampak bahwa jumlah |ulusan S$1/52/53 di
Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2014 mengalami penurunan cukup signifikan,
meski pada tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Efek dari rendahnya
tingkat pendidikan akan mempengaruhi minimnya penguasaan serta pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai maodal daya
saing tenaga kerja. Oleh karena itu, masih rendahnya rasio Iulusan sarjana
menunjukkan perlunya upaya yang lebih keras untuk mendorong peningkatan jumlah

penduduk berpendidikan tinggi, menuju rasio yang ideal.

2) Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah menggambarkan komposisi
kelompok umur produktif yang diwakili oleh penduduk dewasa/PD (diasumsikan
penduduk dewasa adalah penduduk yang bekerja) akan menanggung kelompok umur
yang tidak produktif yang diwakili oleh penduduk muda/PM dan penduduk tua/PT.
Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin berat
beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.

Perubahan RKPD Tahun 2016 Il-
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Berdasarkan Tabel 2.76 tersebut di atas menjelaskan kondisi rasio
ketergantungan penduduk Kabupaten Kutai Timur dani tahun 2010 hingga 2014.
Rasio ketergantungan pendudu'k dalam periode tersebut masih Cukup tinggi vaitu
mencapai angka 36,90 pada tahun 2010. Angka 36,80 tersebut menginsyaratkan
bahwa dari 100 penduduk bekerja akan menanggung 36 hingga 37 penduduk yang
tidak bekerja. Salah satu penyebab masih tingginya rasio ketergantungan di
Kabupaten Kutai Timur dikarenakan angka fertillitas masih tinggi, terutama pada
penduduk muda yakni kelompok 15 tahun ke bawah. Dibandingkan tahun 2013,
pada tahun 2014 terjadi peningkatan rasio ketergantungan yang cukup tinggi,

dimana tahun 2013 sebesar 38, sedangkan tahun 2014 meningkat kembali menjadi
48,10.
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2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan RKPD digunakan
untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan RPJMD. Untuk
mengetahun capaian target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program. Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan
Wajib yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil,  Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Palitik Dalam Negeri,
Qtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan
Perpustakaan serta Urusan Pilihan yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan
Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan
Transmigrasi.

Evaluasi pelaksanaan program Kabupaten Kutai Timur hingga tahun 2016 dapat
dilihat pada Tabel 2.77 di bawah ini:

Perubahan RKPD Tahun 2016 114105
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BAB Il
PERUBAHAN
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik
Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kutai
Timur tahun 2015 beserta karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun
2016. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah memberi
gambaran tentang perkembangan ekonomi makro hingga semester satu tahun
2016, dan estimasi hingga akhir tahun 2016, arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018, serta kebutuhan
pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran-sasaran yang dimaksud
tersebut akan dicapai melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan sesuai
dengan prioritas yang telah digariskan.

Aspek penting yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah terdapat
dua hal yaitu pertemas kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kedus
adanya daya dukung keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dengan
kondisi keuangan daerah bagaikan dua sisi mata uang yang tidax dapat dipisahkan,
Perencaraan yang baik, tanpa didukung oleh kekuatan anggaran atau keuangan
daerah yang memadai akan menemui banyak kesulitan, demikian sebaliknya.
Kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika ekonomi
nasional maupun regional sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan keuangan
daerah.

Sescara umum kerangka ekonomi makro daerah mencerminkan kondisi
dinamis perekonomian daerah sekaligus merupakan gambaran umum perekonomian
Kabupaten Kutai Timur tahun 2018. Kondisi tersebut juga menggambarkan prospek
perekonomian tahun berjaslan 2016. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan
keuangan daerah juga berisikan tentang dinamika ekonomi makro hingga semester
satu tahun 2016, sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

Pembiayaan pembangunan terkait dengan kapasitas fiskal daerah maupun
peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengimplementasikan

perencanaan pembangunan daerah. Kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh
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kondisi dan dinamika ekonomi nasional maupun regional sebagai pijakan untuk
merumuskan kebijakan keuangan daerah. Dalam hal ini penyusunan perencanaan
pembangunan daerah perlu memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Sehingga,
dalam penerapannya, konsekuensi atas integrasi kegiatan perencanaan dan
penganggaran periu diperhatikan. Dengan kata lain bahwa kualitas perencanaan
pembangunan daerah dan daya dukung keuangan daerah secara bersama-sama

akan menentukan kualitas pembangunan daerah.

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
3.1.1 Perkembangan Perekonomian Global dan Nasional

Perbaikan ekonomi global yang melambat tetap berlanjut, seiring dengan
peningkatan gejolak pasar keuangan. Pelemahan aktivitas perekonomian negara-
negara maju akhir tahun 2015 dan tekanan di beberapa negara berkembang belum
menunjukkan tanda akan mereda. Selain itu, faktor-faktor lain seperti reba/ancing
secara bertahap perekonomian Tiongkok, tanda-tanda pelemahan ekonomi di
beberapa negara berkembang besar lainnya, dan penurunan harga komoditas energi
juga mempengaruhi kinerja ekonomi akhir tahun 2015. Pada awal tahun 2016,
kekhawatiran akan risiko tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan menyebabkan
penilaian aset dan harga minyak menurun tajam. Namun demikian, sentimen pasar
mulai membaik pada pertengahan bulan Februari 2018 dan perbaikan secara
keseluruhan pada bulan Maret 2016. Sementara itu, harga minyak mentah turun
mencapai 32,0 persen sepanjang bulan Agustus 2015 hingga Februari 2016.
Kondisi ini dipengaruhi oleh pasokan minyak yang cukup kuat dari negara-negara
OPEC dan Rusia. Selain itu, kemungkinan pasokan lebih tinggi dari Iran, penguatan
permintaan global, dan perkiraan pertumbuhan ekonomi jangka menengah global
juga mempengaruhi harga minyak. Pergerakan harga komoditas batu bara dan gas
alam sejalan dengan harga minyak mentah, termasuk indeks harga kontrak minyak.
Pelemahan harga komoditas nonminyak seperti metal dan komoditas pertanian
turun sebesar 9,0 persen dan 4,0 persen. Kelebihan pasokan minyak mendorong
persediaan OECD mencapai level cukup tinggi, meskipun permintaan minyak cukup
kuat dan harga jauh lebih rendah pada tahun 2015. Pada bulan Maret 2016,
perubahan harga minyak secara umum seiring pemulihan sentimen pasar keuangan

(Bappenas, 20186).
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Berdasarkan penjelasan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan Tahun 20186 bahwa perekonomian global yang
melemah sepanjang tahun 2015 dan berlanjut hingga triwulan | tahun 2016
memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik. Hal
ini terlihat pada perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro terutama
pada harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang
masih jauh bila dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun
2016. Meskipun demikian, Pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi
domestik sampai dengan triwulan | tahun 2016 di atas rata-rata pertumbuhan
ekonomi global dan mempertahankan tingkat inflasi dalam kondisi stabil. Penurunan
harga minyak dan penguatan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap proyeksi
realisasi APBN tahun 2016 secara keseluruhan. Pendapatan negara khususnya
penerimaan perpajakan dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) sumber daya alam (SDA) migas diperkirakan mengalami penurunan. Tidak
tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebagai basis perhitungan
target penerimaan pajak pada APBN tahun 2018 juga memengaruhi penurunan
proyeksi realisasi pendapatan negara tahun 2016.

Berdasarkan perkembangan kondisi perekanomian global dan domestik terkini,
serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan
perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam
APBN tahun 2016. Asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam RAPBNP
tahun 2016 sebagai berikut:

- Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0- persen, lebih
rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2018 yang ditetapkan
sebesar 4,7 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan
terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga
komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi
akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI)
dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat. Beberapa faktor positif
terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja
transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekanomian
diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar

rupiah.
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- Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang
dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak
pada kisaran Rp13.500 per dolar AS, menguat dibandingkan asumsinya
dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900 per dolar AS.

- Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi
kinerja industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran
US$35 per barel lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN
tahun 2016 sebesar US$50 per barel. Perubahan tersebut antara lain
disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di tengah pasokan minyak
yang masih tinggi.

- Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.925
ribu barel setara minyak per hari, yang meliputi lifting minyak bumi sebesar
810 ribu barel per hari dan /iting gas bumi sebesar 1.115 ribu barel setara
minyak per hari. Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada /fting

gas bumi.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Dampak melemahnya perekonomian dunia, tren penurunan harga komoditas
global dan menurunnya volume perdagangan dunia mulai dirasakan berbagai negara.
Tak terkecuali Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur yang masih mengandalkan
permintaan eksternal (¢tradable) turut terkena imbasnya. Kinerja sektor riil terutama
di sektor pertambangan, perkebunan dan industri pengolahan mulai terkena
dampaknya. Struktur perekonomian Kalimantan Timur yang didominasi sektor
pertambangan (43,1 persen) dan sektor industri pengolahan (18,4 persen) dengan
orientasi ekspor sangat terpengaruh dari melambatnya perekonomian global.
Selanjutnya, kinerja sektor utama tersebut pada akhirnya mempengaruhi kondisi
sosial ekonomi daerah, terutama kondisi ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan
kerja.

Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) triwulan Il 2016
masih berada dalam fase kontraksi terutama disebabkan oleh masih lemahnya
kinerja pertambangan dan tren harga komoditas internasional yang masih menurun
(Bl Agustus 2016). Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2016 menyebutkan Laju pertumbuhan ekonomi Kaltimra

Perubahan RKPD Tahun 2016
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triwulan Il 2016 terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada
triwulan Il 2018, pertumbuhan tahunan ekonomi Kaltimra terkontraksi -0,9% (yoy),
lebih dalam dibandingkan triwulan | 2016 yang terkontraksi -0,7% (yoy). Capaian
pertumbuhan ekonomi Kaltimra triwulan 1| 2016 jauh lebih rendah dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,2% (yoy). Namun
demikian, secara triwulanan kinerja ekonomi Kaltimra triwulan I 2018 sedikit lebih
baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Dibandingkan dengan triwulan | 2016 yang
terkontraksi -3,5% [qtq), ekonomi Kaltimra triwulan 1| 2016 tumbuh 0.3% (qtq).
Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertambangan tetap menjadi penyebab utama
turunnya kinerja perekonomian Kaltimra triwulan 1| 20186. Rendahnya permintaan
global terhadap komoditas ekspor utama dan tren penurunan harga komoditas
internasional yang masih berlanjut, memberi dampak signifikan terhadap kinerja

sektor pertambangan.

Jika dilihat dari perkembangan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur,
Penurunan APBD Pemprov Kaltim tahun 2018 menyebabkan ruang fiskal
pemerintah daerah menjadi lebih sempit. APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kaltim tahun 2016 ditetapkan sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Anggaran pendapatan tahun 2016 turun -1,9%, dari Rp 10,5 triliun
pada tahun 2015 menjadi Rp 10,3 triliun pada tahun 2016. Sementara itu pagu
belanja tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar -3,4%, dari semula Rp 11,6
triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 11,1 triliun pada tahun 2016. Realisasi
pendapatan APBD Pemprov Kaltim secara kumulatif sampai dengan triwulan Il 20186
lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan
realisasi belanja Pemprov Kaltim hingga triwulan Il 20186 lebih tinggi dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, perkembangan inflasi Kaltim triwulan Il 2016 terkendali pada
level yang lebih rendah. Inflasi Kaltim pada triwulan I| 2016 tercatat 4,37% (yoy)
turun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,84% [yoy) namun lebih tinggi
dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,45% (yoy). Di wilayah Kalimantan, inflasi
Kaltim menempati urutan ketiga setelah inflasi Kalimantan Selatan sebesar 5.88%
(yoy) dan inflasi Kalimantan Barat sebesar 5,25% (yoy).

Terbatasnya pertumbuhan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas
internasional yang berjalan lambat, diperkirakan masih menjadi tekanan bagi

""""""" ' Perubahan RKPD Tahun 2016
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pemulihan ekonomi Kalimantan Timur-Utara (Kaltimra) tahun 2016 (Bl, Agustus
20186). Berdasarkan analisis Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan
Timur, Ekonomi Kaltimra triwulan IV 2016 diperkirakan masih akan terkontraksi,
lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor
luar negeri Kaltimra diperkirakan masih akan terkontraksi, walaupun tidak sedalam
triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja ekspor luar negeri Kaltimra sejalan dengan
mulai membaiknya kinerja sektor pertambangan. Konsumsi RT diperkirakan akan
terus menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2016. Namun
demikian, hasil Survei Konsumen KPw Bl Provinsi Kaltim mengindikasikan adanya
penurunan optimisme masyarakat terhadap ekspektasi kondisi ekonomi ke depan.
Sementara itu, kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat diperkirakan
akan berdampak pada terbatasnya kinerja konsumsi pemerintah Kaltimra. Padahal
konsumsi pemerintah diharapkan mampu memberi multjplier effect terhadap

aktivitas perekonomian Kaltimra triwulan IV 20186.

Berdasarkan lapangan usahanya, perbaikan ekonomi Kaltimra pada triwulan
IV'2016 diperkirakan didorong oleh sektor pertanian dan sektor ekonomi tersier.
Sektor ekonomi pertanian yang didominasi oleh subsektor perkebunan diyakini
mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltimra triwulan IV
2016. Peningkatan permintaan dari beberapa pabrik CPQ baru yang mulai
beroperasional pada pertengahan tahun dan peningkatan tren harga Tandan Buah
Segar [TBS Sawit) diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor ini. Sementara
itu, perbaikan kinerja sektor pertambangan yang diiringi dengan meningkatnya harga
batubara internasional diperkirakan masih terus berlanjut walaupun tidak setinggi
tahun sebelumnya. Dari berbagai kondisi tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi
Kaltimra pada pada riwulan IV 2018 diperkirakan tumbuh -1,3% s.d. -0,9% (yoy]),

dengan kecenderungan bias atas.

Berdasarkan lapangan usahanya, sektor industri pengolahan diperkirakan
dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja positif industri
pengolahan Kaltimra diperkirakan didorong oleh meningkatnya industri nonmigas,
terutama CPO. Beroperasinya sejumlah pabrik CPQ baru di Kaltimra yang
menambah kapasitas produksi CPQ di Kaltimra diperkirakan akan memberikan andil
yang tinggi bagi perbaikan ekonomi Kaltimra. Dalam dua tahun kedepan, terdapat 20
pabrik lagi yang akan beroperasi dengan kapasitas pengolahan sebesar 885

8 Perubahan RKPD Tahun 2016
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ton/hari. Penambahan kapasitas produksi CPO Kaltimra tahun 2016 diperkirakan
mencapai 30% dari kapasitas produksi yang ada saat ini. Lebih lanjut, pemulihan
harga TBS dan CPO diyakini mampu mendorong kinerja industri nonmigas di
Kaltimra. Namun demikian, pelemahan kinerja industri migas menjadi tantangan bagi
kemajuan industri pengolahan Kaltim. Rendahnya input industri migas yang
disebabkan oleh natural declining masih menjadi kendala utama bagi sektor ini. Di sisi
lain, sektor pertambangan diperkirakan masih mengalami kontraksi pada tahun
2018. Menyikapi penurunan kinerja sektor pertambangan tahun 2015, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM] menurunkan target produksi batubara
nasional tahun 2016 dari 425 juta ton pada tahun 2015 menjadi 419 juta ton di
tahun 2016. Berdasarkan asesmen di atas, maka pertumbuhan ekonomi Kaltimra
pada tahun 20186 diperkirakan masih terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Timur untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan pada kisaran -1,3%
s.d -0,8% (yoy] (BI, 2018).

3.1.3 Perekonomian Kabupaten Kutai Timur

Perkembangan capaian indikator kinerja utama Kabupaten Kutai Timur tahun
2011-2015 (Tabel 3.1) menggambarkan kondisi Kabupaten Kutai Timur secara
umum ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia,
pengangguran terbuka, dan PDORB per kapita.

Tabel 3. 1
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
____Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

5 ” T e s { Capaian
o T e | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| 1| Pertumbuhan Ekonomi (%) 1758 | 1154 410 3.55 3.71
|_2 | Persentase Angka Kemiskinan (%] 6.37 6.12 9,06 8.86 8,67
[ 1}
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia * 74,87 58,71 63,79 70,39 70,82
4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.95 3.90 311 128 1,04
) 4 74, 3 270,
S | PDRB Perkapita [juta rupiah) £k =40 27444 27230 il

Sumber: - Profil Kabupaten Kutai Timur 2015
Keterangan:
*) Angka Penghitungan dengan menggunakan metode Baru BPS Prov. Kalimantan Timur

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh
kegiatan dan komoditi pertambangan khususnya batubara (sub sektor
pertambangan non migas) yang kontribusinya rata-rata 2011-2015 mencapai rata-
rata 83,76 persen dari keseluruhan PDRB. Komoditi batubara menjadi andalan

kabupaten ini karena produksi dari kegiatan di sub sektor tersebut sebagian besar
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diekspor ke luar negeri, sehingga menempatkan Kabupaten Kutai Timur sebagai
salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengekspor komoditi non
migas khususnya batubara.
Perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat
dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 20112015 (%)
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Sumber: BPS Proviﬁsi K.alimantan Timﬁr 20186

Sehubungan dengan turunnya harga dan produksi batubara berakibat pada
penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur di tahun 2013 secara
drastis dibanding tahun 2012. Hal ini memperkuat indikasi tingkat ketergantungan
yang tinggi pada migas dan batubara. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi
dengan migas melambat kembali menjadi sebesar 3,55 persen. Kemudian pada
tahun 2015 sedikit menguat menjadi sebesar 3,71 persen dibanding tahun 2014.
Melambatnnya pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir disebabkan pemulihan
ekonomi global yang berjalan lambat dan turunnya harga komoditas internasional
berdampak signifikan terhadap kinerja sektor ini, khususnya pertambangan
nonmigas (batubara). Dominasi sektor pertambangan dalam perekonomian Kaltim
mengakibatkan multiplier effect terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi lainnya.

Perkembangan kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 hingga tahun
2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebanyak 27.432 jiwa (6,37 persen),
mengalami penurunan menjadi sebesar 24.295 jiwa (6,12 persen). Namun pada
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tahun 2013-2015 justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin secara
berturut-turut sebesar 27.200 jiwa (9,08 persen), 27610 (8,86 persen) dan
27.763 jiwa (8,67 persen).

Sementara itu, IPM Kabupaten Kutai Timur tahun 2014-2015 berdasarkan
angka perhitungan metode baru dari BPS Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan
terjadinya peningkatan. Pada Tahun 2014 sebesar 70,39 menjadi sebesar 70,82
tahun 2015 berdasarkan perhitungan sementara. Terjadi peningkatan sebesar 0,43
poin, hal ini menunjukkan kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Timur yang positif.
Apabila dilihat perkembangan komposisi IPM meliputi AHH, pengeluaran per kapita
mengalami peningkatan. Sedangkan harapan lama sekalah tetap.

Sedangkan perkembangan kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni
persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja menunjukkan
kinerja yang cukup baik pada tahun 2011 hingga tahun 2015, Secara berurutan
sebesar 4,95 persen, 3,90 persen, 3,11 persen, 1,28 persen, dan 1,04 persen. Hal
ini menunjukkan meskipun kinerja perekonomian global yang masih belum stabil yang
tentunya akan berdampak bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur terutama
dari angkatan kerja sektor pertambangan, tidak berdampak signifikan terhadap
Kabupaten Kutai Timur. Namun demikian, bukan berarti Kabupaten Kutai Timur
aman dari dampak perekonomian global terutama sektar pertambangan batubara.
Sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetaplah harus mewaspadai dan
mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin akan terjadi.

Perkembangan PDRB per kapita yakni niai PDRB yang dibagi jumlah penduduk
dalam suatu wilayah per periode tertentu menunjukkan kinerja yang positif. PDRB per
kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu
orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna
untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah,

Pada tahun 2011-2015 berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga
berlaku menunjukkan adanya perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2012 mengalami
peningkatan dari tahun 2011, Namun tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami
penurunan. Secara berurutan pada tahun 2011-2015 adalah sebesar 258,09 juta,
275,40 juta, 274,41 juta, 272,30 juta dan 270,86 juta.
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3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan nasional yang bersifat inklusif, melalui otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, mengutamakan pembangunan berdimensi kewilayahan dengan
daerah sebagai pusat pertumbuhan. Adanya kejelasan dimensi kewilayahan, sistem
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efisien,
efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan
pada suatu bidang pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat didanai dari APBN, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi
urusan pemerintah daerah didanai dari APBD.

Kebijakan desentralisasi dipersiapkan menuju diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut
memfokuskan  efektivitas pemerintahan dengan mengklasifikasikan  urusan
pemerintahan. Sebagaimana tercantum pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tersebut, klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu (1)
urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat, (2) urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang
diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, (3) urusan
pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan.

Kebijakan desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan pelayanan publik.
Desentralisasi fiskal akan terlaksana dengan baik bila didukung oleh: a) pemerintah
yang mampu melakukan pengawasan dan /aw enforcement. b) adanya sumber daya
manusia yang kuat pada jajaran aparatur pemerintah daerah; c) serta adanya
keseimbangan dan kejelasan dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab
untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan
PAD. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah dalam fungsi alokasi menjadi
semakin besar terutama untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan di
daerah, sehingga tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat tercapai.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya untuk membangun kebijakan yang lebih
mempertimbangkan kepentingan publik dirasakan semakin penting. Dengan
demikian, penciptaan lingkungan yang kondusif perlu dibangun, antara lain melalui
kepastian peraturan, transparansi pelaksanaan aturan, kecepatan pemberian
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layanan, kemudahan dan kesederhanaan proses memperoleh layanan publik,

sinergitas pembangunan kebijakan antara pusat dan daerah maupun antar daerah.

3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Keuangan APBNP Tahun 2018, perkiraan penurunan
realisasi pendapatan negara dari target APBN tahun 2016 dan diiringi dengan
komitmen alokasi belanja negara yang masih mengacu pada APBN tahun 2016
mengakibatkan adanya potensi pelebaran defisit anggaran hingga melebihi ambang
batas. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3,0 persen dari
produk domestik bruto. Berangkat dari perkembangan perekonomian tersebut,
Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal baik dalam pendapatan negara, belanja
negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan kebijakan fiskal terutama
ditempuh melalui: (1) perubahan kebijakan pada bidang pendapatan negara
terutama dilakukan dengan kebijakan tax amnesty/voluntary disclosure dalam
rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dan penguatan tax base perpajakan di
Indonesia; (2) penghematan dan pemotongan belanja kementerian negara/lembaga
yang kurang produktif, (3] rasionalisasi anggaran pada Dana Bagi Hasil ([DBH) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK]); (4] kebijakan perubahan besaran fixed subsidi; (5)
peningkatan dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (6) peningkatan pengeluaran pembiayaan yang
mendukung program pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan
rakyat.

Selain itu, terkait dengan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun Anggaran
2016, pemerintah telah melakukan review menyeluruh terhadap rencana
pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Berdasarkan review tersebut,
diperkirakan rencana penerimaan negara, terutama dari pajak, tidak dapat dicapai.
Olen karena itu, perlu dilakukan pengendalian belanja negara, baik belanja
kementerian/lembaga maupun penghematan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD).

Terkait dengan penghematan tersebut di atas, Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan memberikan penjelasan bahwa penghematan TKOD dilakukan secara hati-
hati dan selektif agar tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat
dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk menstimulasi perekonomian
daerah. Penghematan TKDD tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp72,9 Triliun, yang
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bersumber dari: (1) penghematan alamiah sebesar Rp36,8 Triliun dan (@)
penundaan sebagian penyaluran Dana Alokasi Umum [DAU) sebesar Rp19,4 Triliun
dan Dana Bagi Hasil [DBH) sebesar Rp16,7 Triliun. Selain itu, efisiensi TKDD berasal
dari penghematan alamiah dari perkiraan sisa pagu DBH Pajak sebesar Rp4.2
Triliun, akibat turunnya perkiraan penerimaan pajak yang harus diikuti dengan
penurunan DBH Pajak, karena DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan
negara. Penghematan juga berasal dari DAK Fisik sebesar RpB6,0 Triliun karena
diperkirakan ada beberapa daerah yang tidak mampu memenunhi persyaratan
penyaluran DAK Fisik yang berbasis kinerja penyerapan. DAK Nonfisik pun mengalami
penghematan sebesar Rp23,8 Triliun, yang berasal dari (i) Dana Tunjangan Profesi
Guru (TPG) PNSD sebesar Rp23,4 Triliun, akibat berkurangnya jumlah guru yang
bersertifikasi dari 1.300.758 orang menjadi 1.221.947 orang karena pensiun,
mutasi menjadi pejabat struktural, dan meninggal, serta adanya sisa Dana TPG
tahun-tahun sebelumnya di kas daerah sebesar Rp 19,6 Triliun, yang sudah dapat
digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembayaran TPG kepada guru
tahun 2016, dan (i) Dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD sebesar
Rp208 Miiliar, karena adanya sisa dana tahun-tahun sebelumnya di kas daerah yang
sudah dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembayaran Dana
Tambahan Penghasilan kepada guru tahun 2016.Sementara itu, Dana Desa
mengalami penghematan sebesar Rp2,8 Triliun karena diperkirakan ada beberapa
daerah yang tidak mampu memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa dilakukan
berdasarkan realisasi penyaluran dari kabupaten/kota ke desa dan kinerja
penyerapan Dana Desa di desa (www.dipk.depkeu.go.id).

Selain itu, Penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH dilakukan
dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berupa perkiraan pendapatan
dan belanja daerah, termasuk belanja pegawai dan belanja modal dan posisi saldo
kas pada akhir tahun 2016. Penundaan penyaluran dilakukan terhadap DAU bulan
September, Oktober, November, dan Desember 2016 bagi 169 daerah yang
mempunyai kategori perkiraan posisi saldo kas akhir tahun 20186 dan besaran
penundaan DAU sebagai berikut. Kategori-kategori tersebut antara lain “Sangat
Tinggi” ditunda 50%, "Tinggi” ditunda 40%, “Cukup Tinggi" ditunda 30%, serta
“Sedang” ditunda 20%. Dengan pertimbangan tersebut, DAU yang diterima oleh
daerah setelah dikurangi penundaan penyaluran masih lebih besar dibandingkan
dengan kebutuhan belanja gaji PNSD, kecuali untuk 5 daerah yang mendapatkan
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alokasi DAU yang relatif kecil karena mempunyai DBH dan PAD yang relatif
besar. Penundaan penyaluran juga dilakukan terhadap DBH Triwulan IV 2016 yang
dilakukan pada daerah dengan berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara
tahun 2016. Dengan penundaan tersebut, pendapatan daerah sampai akhir tahun
2016 memang akan berkurang, tetapi dengan memperhatikan saldo kas pada akhir
Juli 2016, perkiraan pendapatah yang akan diterima daerah dari PAD dan sebagian
DAU dan DBH sampai akhir tahun 2016, maka daerah-daerah yang ditunda
penyaluran sebagian DAU dan DBH-nya masih dapat mendanai belanja operasional
dan belanja modal termasuk belanja infrastruktur publik sampai akhir tahun 2016

(www.dipk.depkeu.go.id).

Cengan demikian, kebijakan fiskal pemerintah dengan terbitnya beberapa
peraturan-peraturan dalam pelaksanaan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016
tersebut akan berdampak cukup signifikan pada struktur anggaran pendapatan
daerah termasuk Kabupaten Kutai Timur khususnya dana perimbangan yang
meliputi dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Proporsi dana
perimbangan yang cukup besar dari struktur APBD (Pendapatan Daerah])
Kabupaten Kutai Timur masih menunjukkan ketergantungan terhadap pemerintah
pusat. Seiring dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) semester pertama tahun 2016 serta perkembangan perubahan
pendapatan daerah pada tahun berjalan ini, maka Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur harus melakukan penyesuaian kebijakan Pendapatan Daerah.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah [PAD)

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah diakui belum memadai dan
memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten.
Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Namun dana
alokasi pusat juga tidek sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan
pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan obyek
baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam
kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan
pengeluaran tersebut dan bahkan banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan
ekonomi biaya tinggi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai kendala di atas,
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 20083 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.
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Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 13,55
persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp 80.000.000.00000 menjadi
sebesar Rp424.771.009.033,00 (atau naik sebesar Rp 344.771.009.033,00).
Rincian besaran Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Pajak Daerah
Pajak Daerah pada perubahan tahun 2016 diproyeksikan naik sebesar 11,79
persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp 27.089.827.440,00
menjadi  sebesar Rp 29.323.330.440.00 (atau  naik  sebesar
Rp2.233.503.000,00).

b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah pada perubahan Tahun 2016 diproyeksikan tetap tidak
mengalami perubahan yakni sebesar Rp6.447.500.000,00.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan Tahun
2016 mengalami penurunan sebesar Rp1.523.967.661,00 yakni dari
sebelumnya sebesar Rp8.000.000.000,00 menjadi sebesar
Rp6.476.032.339,00 (atau turun 19,05 persen).

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada perubahan Tahun 2016
mengalami kenaikan sebesar 894,53 persen yakni dari sebelum perubahan
sebesar Rp38.462.672.560,00 menjadi sebesar Rp382.524.146.254,00
(atau naik sebesar Rp 344 061.473.694,00).

3.2.1.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana
Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Filosofi dasar otonomi daerah terkait dengan
alokasi dana ke daerah dilakukan berdasarkan prinsip money follows function. Pada
prinsipnya pemerintah daerah memilki kewenangan membelanjakan dan

mempertanggungjawabkan anggaran. Selain itu perubahan tersebut juga
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dimaksudkan untuk memperluas cakupan dana yang dialokasikan ke daerah, sesuai
dengan kebutuhan untuk mendanai beberspa urusan pemerintahan yang
kewenangannya telah diserahkan kepada daerah. Transfer ke daerah terdiri dari
Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum [(DAU]), dan
Dana Alokasi Khusus [DAK), serta Dana Penyesuaian.

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU yang
diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan
fiskal antar daerah yang ditetapkan berdasarkan . krite.ria tertentu yang
menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya
ditetapkan sesuai undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut
sesuai tujuannya diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi
DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah
mandiri dalam kemampuan fiskalnya.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan priobitas nasional. Reformulasi
DAK dilakukan dengan: a) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat
mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan
penyediaan infrastruktur dasar, b) mendorong pengalihan secara bertahap
anggaran Kementerian/Lembaga [dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan),
yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur,
diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di
daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu
DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam
penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk
mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti
peningkatan kualitas infrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN vyang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk
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mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi
hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Perimbangan pada Perubshan RKPD Tahun 2016 diproyeksikan
mengalami penurunan sebesar 34,78 persen yakni dari sebelum perubahan
sebesar Rp2.872.336.887.161,00 menjadi sebesar Rp 1.873.275.244.203,00
(atau turun sebesar Rp 999.061.752.8958,00). Penurunan tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada perubahan RKPD Tahun 2016
mengalami penurunan sebesar 40,89 persen, yaitu dari sebelum perubahan
sebesar Rp 2.224.421.284.301,00 turun menjadi sebesar
Rp1.314.921.873.289,00 (atau turun sebesar Rp 909.489.411.002,00).

b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum pada perubahan RKPD Tahun 2018 mengalami
penurunan sebesar 14,49 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar
Rp548.540.956.000,00 menjadi sebesar Rp469.084.038.904,00 (atau
turun sebesar Rp79.456.817.096,00).

c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus pada perubahan RKPD Tahun 2016 mengalami
penurunan sebesar 10,17 persen yakni proyeksi sebelumnya sebesar
Rp99.374.756.860,00 menjadi sebesar Rp89.269.332.000,00 (atau turun
sebesar Rp10.105.424.860,00).

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2016 dapat di lihat pada Tabel
3.2 di bawah ini:
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3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan
kebijakan Belanja Daerah. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang
berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Konsekuensi dari desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada sisi
pengeluaran adalah fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah untuk disesuaikan
dengan prioritas dan tujuan daerah masing-masing. Wujud dan implementasi dari
kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran adalah dengan
pelaksanaan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan
kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah
apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja
Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses
masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermenfaat bagi
kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah
meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara
luas.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan
pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian, prioritas, efisiensi dan
efektifitas anggaran. Prioritas Belanja Daerah untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.

Perkiraan penurunan realisasi pendapatan negara dari target APBN tahun
2016 dan diiringi dengan komitmen alokasi belanja negara yang masih mengacu
pada APBN tahun 2016 mengakibatkan adanya potensi pelebaran defisit anggaran
hingga melebihi ambang batas. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak

melebihi 3,0 persen dari produk domestik bruto.

Demikian pula dengan kondisi APBD di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
2016 yang pendapatan daerahnya masih mengandalkan dana perimbangan.
Dimana, penurunan harga minyak dan penguatan nilai tukar rupiah berpengaruh

terhadap proyeksi realisasi APBN tahun 2016 secara keseluruhan. Pendapatan

T Perubahan RKPD Tahun 2016
S5m0 Kabupaten Kutai Timur




e

Bab 3 Perubahan Kerangka Ekoiiomi Daerah
Dan Kebijakan Keuangan Daerah

At e R TN A AR BB 318 B K

negara khususnya penerimaan perpajakan dari sektor migas dan penerimaan
negara bukan pajak [PNBP) sumber daya alam [SDA) migas diperkirakan mengalami
penurunan. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebagai basis
perhitungan target penerimaan pajak pada APBN tahun 2016 juga memengaruhi
penurunan proyeksi realisasi pendapatan negara tahun 2016. Penurunan tersebut
mengakibatkan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur dari dana
perimbangan mengalami penurunan proyeksi dari sebelumnya sehingga berimplikasi
pada pelebaran defisit anggaran pemerintah daerah yang melebihi ambang batas.

Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK]
Nomor 125/PMK.07 /2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi
Umum [DAU) Tahun Anggaran 20186. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan
memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari 143 kota/kabupaten
dan 26 provinsi diantara salah satunya yang terkena dampak adalah Kabupaten
Kutai Timur. |

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah,
maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan kebijakan penyesuaian besaran
Belanja Daerah. Selain itu, hal yang paling realistis untuk segera dilakukan adalah
melakukan penghematan, terlebih mengingat mayoritas daerah mengandalkan dana
transfer dari pusat sebagai sumber pendapatannya. Dalam mempersiapkan langkah
penghematan agar berjalan efektif, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD])
perlu menyusun kriteria penghematan. Selanjutnya, kriteria tersebut akan digunakan
oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan penghematan di

unitnya masing-masing.

Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung

dengan penjelasan sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kutai Timur
tahun 20186 meliputi: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Pada
Perubahan RKPD Tahun 20186, peningkatan alokasi terdapat pada belanja pegawai.
Sedangkan Belanja Sosial, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Keuangan

dan Belanja Tidak Terduga dialokasikan tetap.

""""""""""" Perubahan RKPD Tahun 2016 |EEY
Kabupaten Kutai Timur :
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3.2.2.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang
dan jasa serta belanja modal.

Belanja Langsung diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Belanja harus diarahkan untuk merdukung
kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara
masukan dan keluaran. Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat d nikmati
hasilnya oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara
terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan, selain itu pengelolaan belanja
harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Penganggaran Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan k=giatan,
yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakas dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah
kabupaten kepada kepentingan publik. Selain itu pula, belanja program dan kegiatan
pada perubahan RKPD Tahun 2016 diarahkan pada pencapaian sasaran
pembangunan tahun 2016 yang teleh ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai
Timur Tahun 201 1-2015 sebagai masa transisi.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 menetapkan belanja langsung
dan belanja tidak langsung secara proporsional, yakni dengan memprioritaskan
belanja untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyahakat sehingga capaian dua
belas (12) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Oleh karena
itu, proporsi belanja langsung diharapkan dapat terus ditingkatkan sebsgaimana
amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten [RPJMD]
Kabupaten Kutai Timur agar sasaran-sasaran pembangunan yang hendak dicapai
dapat diwujudkan. Dua belas (12] prioritas pembangunan tahun 2016 diantaranya
adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas,
dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan,
peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman, peningkatan ketahahan
pangan dan kemandirian pangan, peningkat,ah pembangunan perdesaan,
peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas

pemerintahan (capacity building), peningkatan sarana dan prasarana perhubungan,

W perubahan RKPD Tahun 2016
Kabupaten Kutai Timur
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pemantapan pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan lahan serta leingkungan
hidup, peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi serta
pengelolaan kawasan perbatasan (Ainterlana).

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.3
berikut ini:

Perubahan RKPD Tahun 2016—m
Kabupaten Kutai Timur
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3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan
tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA),
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan
penerimaan piutang daerah. Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi
pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman
sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan
untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

Perubahan dalam Pembiayaan Daerah dilakukan ketika asumsi yang ditetapkan
pada saat penyusunan APBD murni harus direvisi. Ketika besaran realisasi
surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan
sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran
penerimaan pembiayaan, khususnya untuk merevisi penerimaan yang bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA].

SILPA tahun 2016 merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun 2015.
Oleh karena itu, SiLPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun,
besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD murni masih bersifat taksiran,
belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh
pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan (b] belum ada audit yang
menyatakan bahwa jumlah SiLPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih antara SiLPA dalam APBD tahun 2015 dengan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) tahun 2015 merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk
perubahan anggaran dalam tahun 2018, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk
belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan
pengelusran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka selisih SILPA akan
menyebzbkan perubahan alokasi belanja.

Komposisi APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 mengalami defisit
anggaran namun dapat ditutup dengan pos pembiayaan (penerimaan
pembiayaan). Berikut realisasi dan Target/Proyeksi Perubahan Pembiayaan
Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah

ini:

Perubahan RKPD Tahun 2016 .Ill—23
Kabupaten Kutai Timur
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BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang
menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan
maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target,
serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan
secara lengkap dalam matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur wajib menerapkan prinsip efisien,
efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna
mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

Dalam rangka mencapai target sasaran pelaksanaan pembangunan tahun
2018 sebagai masa transisi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
dan RPJMD Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah
menetapkan tema “Peningkatan Daya Saing Keunggulan Daerah Berbasis
Agribisnis” dengan menetapkan 12 [dua belas) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman
Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
Peningkatan pembangunan pedesaan
Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

Peningkatan kapasitas pemerintahan (capacity building)

© o N O o b P

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

10.Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta
lingkungan hidup

11.Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

12.Pengelolaan kawasan perbatasan (Ainteriand)

_______ o Perubahan RKPD Tahun 2016
Kabupaten Kutai Timur




98 Bab 4 Rencana Program Dan Kegiatan
”‘.‘ Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan
pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti luas],
infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri

atas

a). 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu :
1) Pendidikan;
2] Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum;
4] Perumahan;
5) Penataan Ruang;
B) Perencanaan Pembangunan;
7) Perhubungan;
8) Lingkungan Hidup;
9) Pertanahan;
10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12) KB dan Keluarga Sejahtera
13) Sosial;
14) Ketenagakerjaan;
15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
18) Penanaman Modal Daerah;
17) Kebudayaan,
18) Kepemudaan dan Keolahragaan;
19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20) Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Administarsi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
21) Ketahanan Pangan;
22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23) Statistik;
24) Kearsipan;
25) Komunikasi dan Informatika;

26) Perpustakaan

N’ 2 Perubahan RKPD Tahun 2016
! Kabupaten Kutai Timur
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b). 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :
1) Pertanian;
2) Kehutanan;
3) Energi dan Sumberdaya Mineral,
4) Pariwisata;
5] Kelautan dan Perikanan;
6) Perdagangan;,
7] Perindustrian;

8) Ketransmigrasian.

Perubahan Rencana Kerja yang memuat Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 mengarahkan pada
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut matrik Perubahan

Rencana Kerja Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016:

Perubahan RKPD Tahun 2016

Kabupaten Kutai Timur L
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BABV
PENUTUP

Setiap Satuan Kerja Perengkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian
target dan sasaran RKPD 20186 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga
pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan [stakeholders) melalui rencana
kerja (Renja) SKPD Tashun 2018. Selanjutnya Perubahan RKPD tahun 2016
merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
(KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara [P-PPAS] Tahun
20186. Selanjutnya berdasarkan KUPA dan P-PPAS yang telah disepakati bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 20186.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD] Kabupaten Kutai
Timur Tahun 20186 tetap difokuskan pada optimalisasi pencapaian target sasaran
indikator kinerja hingga tahun 2018 sebagai masa transisi pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Kutai timur tahun 2011-2015 dan tahun 2018-2021, meskipun terjadi
penurunan Pendapatan Daerah yang cukup drastis. Selain itu juga diarahkan pada
program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam RKPD sebelum perubahan
tahun 2016.

Selanjutnya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah
sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2016, mengarahkan
pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan
tahun 2016 serta mengarahkan pada program dan kegiatan yang belum
diakomodasi dalam RKPD (Sebelum Perubahan) tahun 2016.

Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan
sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun
kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. I .- e
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Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Tahun

2018 sebagaimana berikut:

g "

SKPD Kabupaten Kutai Timur berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan
dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 dengan sebaik-
antara perencanaan dan pelaksanaan
yang
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015;

baiknya dalam rangka sinkronisasi

pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan optimal

. Bila terdapat adanya perubahan, maka SKPD Kabupaten Kutai Timur menyusun

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;

. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

program maupun kegiatan pembangunan tahun 2015.

. Pada akhir tahun anggaran 2016 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD)

harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD dan perubahan RKPD Tahun
2018.

BUPATI|KUTAI TIMUR,

H. ISMYNANDAR

Nama Jabatan Paraf
Wakil
Kasmidi Bulang, ST., MM Bupati 4¢
Ir. Hj. Yulianti Plt. Sekda
Drs. H. Syafruddin, MAP Ass. | \/
Nora Remadani, SH, MH | 7 K@bag
ukum
. Kepala T

Ir. Suprihanto, CES /( Bappeda 4\’

BV Perubahan RKPD Tahun 2016
: Kabupaten Kutai Timur




